
JAKSA AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia terdapat perubahan struktur 
organisasi, perubahan lingkungan strategis, dan 
perubahan kondisi yang memengaruhi aspek 
perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta 
kondisi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja dan 
pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia; 

b. bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik 
Indonesia Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kej aksaan tentang Rencana 
Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-
2024; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6755); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
33); 

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 635); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS 

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024. 

Pasal 1 
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 
2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 
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Pasal 2 
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan pedoman bagi satuan kerja di lingkungan 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyusun penjabaran 
rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing 
satuan kerja. 

Pasal 3 
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Kejaksaan ini. 

Pasal 4 
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kejaksaan 
Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam 
Sistem Informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis 
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan 
Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 725), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 
Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Juli 2023 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

/-
BURHANUDDIN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Juli 2023 

DIREK 
PERA 
KEM 
REP 

JENDERAL 
N PERUNDANG-UNDANGAN 

RIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
INDONESIA, 

B RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 517 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2023 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 2020-2024 

RENCANA STRATEGIS 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 
Mengacu dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-
2019, tersusun tujuan Kejaksaan Republik Indonesia dan kemudian 
dijabarkan secara lebih spesifik dalam sasaran strategis untuk periode 
Renstra Tahun 2015-2019, ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan 
Republik Indonesia, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis (IKS), yaitu: 
A. Capaian Sasaran Strategis 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 

Sasarall Strategis ("(S)

Target 
Tahun 

2015-2019 

Capaian Tahl.111 
2015-2019 

1. Meningkatnya 
pengembalian 
kerugian 
keuangan 
negara melalui 
jalur pidana 
dan perdata 

Persentase keuangan negara 
yang diselamatkan melalui 
jalur pidana dan perdata 

85% Persentase keuangan 
yang diselamatkan 
melalui jalur perdata 
2015 : 85,25% 
2016 : 96,8% 
2017 : 99% 
2018 : 87,5% 
2019 : 72,3% 

Persentase keuangan negara 
yang dikembalikan melalui 
jalur pidana dan perdata 

85% Persentase keuangan 
negara yang 
dikembalikan melalui 
jalur pidana 
2015 : 84,4% 
2016 : 78,48% 
2017 : 82,24% 
2018: 114,5% 
2019 : 73,94% 
Persentase keuangan 
negara yang 
dikembalikan melalui 
jalur perdata 
2015 : 82,06% 
2016 : 81,03% 
2017 : 91,5% 
2018 : 85% 
2019 : 86% 

2. Terwujudnya 
penegakan 
hukum yang 
berorientasi 

• Persentase terbuktinya 
perkara tindak pidana 
umum, tindak pidana 
khusus berdasarkan 
putusan penga dilan 

90% Persentase 
terbuktinya perkara 
tindak pidana umum 
berdasarkan putusan 
pengadilan 
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No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis (IKS) 

TEtrget 
Tahun 

2015-2019 

Capaian Tahun 
2015-2019 

pada kepastian 
hukum 

berkekuatan hukum 
tetap (in kracht van 
gewisjdezaak) dan 
adanya kesepakatan/ 
konsensus antar instansi 
yang terkait dalam 
penyelesaian penanganan 
perkara. 

berkekuatan hukum 
tetap (in kracht van 
gewisjdezaak). 
2015 : 82,5% 
2016 : 85% 
2017 : 75% 
2018 : 75% 
2019 : 78% 

• Persentase putusan 
pengadilan (in kracht van 
gewisjdezaak) yang 
berhasil dilaksanakan 
oleh jaksa (executable). 

Persentase 
terbuktinya perkara 
tindak pidana khusus 
berdasarkan putusan 
pengadilan 
berkekuatan hukum 
tetap (in kracht van 
gewisjdezaak): 
2015 : 85% 
2016 : 85% 
2017 : 85% 
2018 : 85% 
2019 : 90% 

• Persentase penyelesaian 
berkas perkara tindak 
pidana umum dan tindak 
pidana khusus dengan 
berkas perkara 
dinyatakan lengkap (P21). 

Persentase putusan 
pengadilan (in kracht 
van gewisjdezaak) 
yang berhasil 
dilaksanakan oleh 
jaksa (executable) 
perkara tindak pidana 
umum. 
2015 : 82,06% 
2016 : 85,30% 
2017 : 87,70c/0 
2018 : 77,21% 
2019 : 85% 

• Persentase berkas 
perkara tindak pidana 
umum dan khusus yang 
dinyatakan lengkap (P21) 
yang dilimpahkan pada 
proses tahap II. 

Persentase putusan 
pengadilan (in kracht 
van gewisjdezaak) 
yang berhasil 
dilaksanakan oleh 
jaksa (executable) 
perkara tindak pidana 
khusus. 
2015 : 81,32% 
2016 : 85,73% 
2017 : 82,08% 
2018 : 90% 
2019 : 92,05% 

• Persentase keberhasilan 
Operasi Intelijen Yustisial 
terhadap Ancaman, 
Gangguan, Hambatan, 
dan Tantangan (AGHT) 
tertentu di bidang pidana 
khusus, pidana umum, 
serta perdata dan tata 
usaha negara. 

Persentase 
penyelesaian berkas 
perkara tindak pidana 
umum sampai dengan 
berkas perkara 
dinyatakan lengkap 
(P21). 
2015: 85% 
2016: 85% 
2017 : 90% 
2018 : 85% 
2019 : 90% 
Persentase 
penyelesaian berkas 
perkara tindak pidana 
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No 
Sasaran 
Strategis 

indikator Kinerja 
Sasaran Strateg4s (IKS) 

Target 
Tahun 

2015-2019 

Capaian Tahun 
2015-2019 

khusus sampai 
denga_n berkas 
perkara dinyatakan 
lengkap (P21). 
2015 : 77,5% 
2016: 78% 
2017 : 80% 
2018 : 75% 
2019 : 90% 
Persentase berkas 
perkara tindak pidana 
umum yang 
dinyatakan lengkap 
(P21) yang 
dilimpahkan pada 
proses tahap II. 
2015 : 85% 
2016 : 85% 
2017 : 90% 
2018 : 85% 
2019 : 90% 
Persentase berkas 
perkara tindak pidana 
khusus yang 
dinyatakan lengkap 
(P21) yang 
dilimpahkan pada 
proses tahap II. 
2015 : 81,32% 
2016 : 85,73% 
2017 : 82,08% 
2018 : 90% 
2019 : 92,05% 
Persentase 
keberhasilan Operasi 
Intelijen Yustisial 
terhadap Ancaman, 
Gangguan, 
Hambatan, dan 
Tantangan (AGHT) 
tertentu di bidang 
tindak pidana khusus, 
tindak pidana umum, 
serta perdata dan tata 
usaha negara. 
2015 : 98% 
2016: 95% 
2017 : 96% 
2018 : 80% 
2019 : 97% 

3. Meningkatnya Persentase keberhasilan 70% Persentase 
keberhasilan Bidang Perdata dan Tata keberhasilan Bidang 

penyelesaian Usaha Negara Kejaksaan Perdata dan Tata 
perkara Republik Indonesia melalui Usaha Negara 
perdata dan 
tata usaha 
negara 

jalur litigasi. Kejaksaan Republik 
Indonesia melalui 
jalur litigasi. 
2015 : 85% 
2016: 70% 
2017 : 89% 
2018: 85% 

i i 2019 : 85% 
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N o 
Sasaran 
Strategis 

Inclikator Kinerja 
Sasaran Stralegis (IKS) 

Target 
Tah un 

2015-2019 

Capaiktn Tahun 
2015-2019 

4. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
hukum 

Persentase indeks kepuasan 
masyarakat atas pelayanan 
hukum yang dilakukan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

75% Persentase indeks 
kepuasan masyara_kat 
atas pelayanan 
hukum yang 
dilakukan Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
2015 : 73% 
2016: 70% 
2017 : 75% 
2018 : 75% 
2019 : 75% 

5. Terwujudnya 
penyelenggaran 
reformasi 
birokrasi 
Kejaksaan 
Republik 
Indonesia 

• Indeks Reformasi 
Birokrasi (RB) 

• Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 

• Indeks Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani 
(WBBM) 

• Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) 

• Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

75% Indeks RB 
2015 : 66% 
2016 : 67% 
2017 : 69% 
2018 : 70,01% 
2019 : 71% 

Kapabilitas APIP 
2015 : 70% 
2016 : 70% 
2017 : 70% 
2018 : 75% 
2019 : 75% 

Indeks WBK dan 
WBBM 
2015 : 70% 
2016 : 70% 
2017 : 70')/0 
2018: 75% 
2019 : 75% 

Opini BPK 
2015 : WDP 
2016 : WTP 
2017 : WTP 
2018 : WTP 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 
2015: C (55 %) 
2016: C (50 %) 
2017 : B (65,2 %) 
2018 : B (67 %) 

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) Tahun 2015-2019 

Dari Tabel 1.1. tersebut ketercapaian sasaran strategis memakai 
rumusan penghitungan persentase yang mengacu kepada Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) mejadi tolak ukur keberhasilan/hambatan dalam mencapai 
optimalisasi target sasaran strategis dengan penghitungan indikator di 
bawah ini: 

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur 
pidana dan perdata, yang diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: 
a. Persentase keuangan negara yang diselamatkan melalui jalur 

pidana dan perdata. 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85°/0 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 88°/0 (memenuhi 

target) 
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b. Persentase keuangan negara yang dikembalikan melalui jalur 
pidana dan perdata. 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 85,5c1/0 (memenuhi 

target) 

2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian 
hukum, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu: 
a. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum, tindak pidana 

khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap 
(in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus 
antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan 
perkara. 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (tidak 

memenuhi target) 
b. Persentase putusan pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang 

berhasil dilaksanakan oleh jaksa (executable). 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 84% (tidak 

memenuhi target) 
c. Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan 
lengkap (P21). 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 83% (tidak 

memenuhi target) 
d. Persentase berkas perkara tindak pidana umum dan tindak pidana 

khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada 
proses tahap II. 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 86,5% (tidak 

memenuhi target) 
e. Persentase keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial terhadap AGHT 

tertentu di bidang pidana khusus, pidana umum, serta perdata dan 
tata usaha negara. 
a. Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 90% 
b. Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 93% (memenuhi 

target) 

3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata 
usaha negara, yang diukur dengan indikator persentase keberhasilan 
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia 
melalui jalur litigasi. 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 70% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 82% (memenuhi target) 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, yang diukur dengan 
indikator persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan 
hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia. 
1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 73% (tidak memenuhi 

target) 
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5. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Republik 
Indonesia, yang diukur dengan 5 (lima) indikator, yaitu: 
a. Indeks RB 

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75°/0 

b. 

2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 
memenuhi target) 

Kapabilitas APIP 

= 68% (tidak 

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75% 

c. 

2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 
memenuhi target) 

Indeks WBK dan WBBM 

= 72% (tidak 

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75% 

d. 

2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 
memenuhi target) 

Opini BPK 

= 72% (tidak 

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75c)/0 

e. 

2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 
target) 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

92% (memenuhi 

1) Target pada Renstra Tahun 2015-2019 = 75% 
2) Capaian pada Renstra Tahun 2015-2019 = 59% (tidak 

memenuhi target) 

B. Hambatan dan Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 

Pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia 
diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS) 
dalam bentuk persentase. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
Kejaksaan Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 memakai 
sistematika peta strategi Kejaksaan yang dijabarkan secara berjenjang 
dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan/sub 
kegiatan, komponen, sub komponen dengan mempertimbangkan 
masalah/hambatan-hambatan maupun tantangan untuk mendukung 
terwujudnya pelaksanaan strategi yang ditempuh dengan penguatan 
kerangka perencanaan, harmonisasi kerangka kelembagaan/ 
peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), 
penguatan kerangka pendanaan dan penguatan kerangka regulasi. 
1. Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis 

Dalam pencapaian sasaran strategis Kejaksaan Republik 
Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat 5 (lima) sasaran strategis, 
namun ada target sasaran strategis yang diukur dengan indikator 
sasaran strategis yang tidak mencapai target sebagai berikut: 
a. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada 

penegakan hukum, dengan indikator: 
Terbuktinya perkara tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum 
tetap (in kracht van gewisjdezaak) yang targetnya dalam Renstra 
Tahun 2015-2019 sebesar 90% namun yang dapat dicapai hanya 
79,9%. Hal ini disebabkan adanya hambatan antara lain sebagai 
berikut: 

1) Internal 
Masih kurangnya profesionalisme jaksa dalam penanganan 
perkara. 



2) Eksternal 
Kurang optimalnya kerja sama dan koodinasi antar aparat 
penegak hukum. 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, dengan indikator 
persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum 
yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia, yang targetnya 
dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75%, namun yang 
dapat dicapai hanya 73%. Hal ini disebabkan kurangnya 
anggaran dalam melaksanakan pelayanan hukum terhadap 
masyarakat. 

c. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan 
Republik Indonesia dengan indikator kinerja indeks RB, 
kapabilitas APIP, opini BPK nilai Akuntabilitas Kinerja yang 
ditargetkan dalam Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 75% 
namun hanya dapat dicapai 72%. Hal ini disebabkan indeks 
WBK dan WBBM selama kurun waktu tahun 2015-2019 masih 
belum optimal dan masih melakukan pendampingan bersama 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi sesuai dengan peta WBK/WBBM yang disusun pada 
satuan kerja yang ditetapkan setiap tahunnya. 

2. Langkah Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 
Untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak 
hukum di Indonesia sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan 
Republik Indonesia ke depan, perlu dilakukan langkah strategis 
sebagai berikut: 
a. Peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dalam penanganan 

perkara melalui pendidikan dan pelatihan teknis penanganan 
perkara. 

b. Peningkatan pemahaman pimpinan satuan kerja tentang tata 
cara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 
revisi anggaran melalui bimbingan teknis. 

c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan 
yang berkualitas. 

d. Meningkatkan peran pengawasan baik pengawasan melekat 
maupun pengawasan fungsional terhadap kinerja aparatur 
Kej aksaan. 

e. Meningkatkan partisipasi publik maupun peran aktif 
masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparatur 
Kejaksaan. 

f. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

1.2 Capaian Kinerja Per Program 

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Ke aksaan Re ublik Indonesia 
No Sasaran Prograrn Indikator Capaian 

Manajemen Penerapan/internalisasi 1) Membentuk Tim 

Perubahan asas, prinsip, nilai Manajemen Perubahan 
dasar, kode etik, dan baik di tingkat pusat 
kode perilaku, termasuk maupun daerah, serta 
penguatan budaya mewajibkan Kejaksaan 
kinerja dan budaya Tinggi yang belum 
pelayanan yang belum membentuk Tim RB 
maksimal. untuk segera 
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No Sasa_ran Program Indikator Capaian 

membentuk dan 
melaporkan 
pelaksa_naan kegiatan 
terkait 8 (delapan) area 
perubahan dalam RB 
setiap triwulan kepada 
Waldl Jaksa Agung 
selaku Ketua Tim 
Pengarah RB Kejaksaan 
Republik Indonesia Cq. 
Kepala B iro 
Perencanaan selaku 
sekretaris Tim RB. 

2) Merumuskan kebijakan, 
rencana program dan 
kegiatan guna 
penyusunan road map 
dan dokumen 
perencanaan 
manajemen perubahan. 

3) Menguatkan komitmen 
para pimpinan dan 
pegawai di lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia untuk 
melaksanakan RB 
antara lain: 
a. Meningkatkan 

intensitas tatap 
muka antara 
pimpinan Kejaksaan 
dengan pegawai di 
setiap lini satuan 
kerja mengenai 
langkah-langkah 
RB. 

b. Memperbaharui 
pakta integritas. 

c. Membuat perj anj ian 
kinerja. 

d. Mengisi Sasaran 
Kinerja Pegawai 
(SKP) sesuai tugas 
dan fungsinya. 

e. Membentuk Wilayah 
Zona Integritas 
menuju 
WBK/WBBM di 13 
(tiga belas) satuan 
kerja. 

f. Melaksanakan 
pendampingan 
pembentukan Zona 
Integritas menuju 
WBK/WBBM. 

4) Melakukan monitoring 
dan evaluasi secara 
berkala untuk Penilaian 
M andiri Pelak sanaan 
Reformasi Birokrasi 
(PMPRB) dalam 
pelaksanaan RB di 
masing-masing satuan 
kerja secara berjenjang. 
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No Sasaran Prograrn 

Penguatan Peraturan 
Perundang-undangan 

Indikator Capaian 

5) Melaksanakan pelatihan 
untuk Tim Manajemen 
Per-ubahan oleh Badan 
Pendidikan dan 
Pelatihan bekerja sama 
dengan Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. 

6) Melakukan sosialisasi 
kode perilaku secara 
berkesinambungan. 

7) Menj adikan kode 
perilaku sebagai mata 
kuliah dalam 
pendidikan jaksa dan 
pendidikan manajemen 
secara 
berke sinambungan . 

8) Mengimplementasikan 
kode perilaku secara 
ketat. 

Pengetahuan dan 
pemahaman pegawai 
Kejaksaan tentang RB 
yang masih kurang. 

1) 

2) 

3) 

Melakukan survei 
internal dan eksternal 
terkait program RB di 
seluruh satuan kerja. 
Melakukan kegiatan 
sosialisasi secara 
berkala mengenai RB 
dengan menye suaikan 
perkembangan 
organisasi dan 
perkembangan 
masyarakat. 
Mengimplementasikan 
RB dalam kebijakan 
secara konsisten. 

Penerapan agen 
perubahan RB yang 
berperan dalam 
meningkatkan kinerja 
organisasi di lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

Peningkatan persepsi 
publik atas Kejaksaan 
yang bebas korupsi dan 
melayani melalui public 
campaign dan budaya 
pelayanan prima. 

Pengembangan 
database peraturan 
perundang-undangan 
internal berbasis 

1) Penunjukan agen 
perubahan sebagai role 
model di Kejaksaan. 

2) Kesinambungan antara 
program Sidhakarya 
dengan penunjukan 
agen perubahan. 

3) Pengembangan 
kapasitas agen 
perubahan. 

1) Menyebarluaskan moto 
"Jadikan Aku Sahabat", 
video singkat "Kenali 
Hukum Jauhi 
Hukuman" dalam setiap 
penyuluhan / penerangan 
hukum. 
Public Campaign tentang 
budaya bersih dan 
budaya melayani. 
Membentuk 3) tim 
perumus corporate 
culture Kejaksaan. 

1) Membuat aplikasi 
Jaringan Dokumentasi 
dan Informasi Hukum 
(JDIH) berbasis online. 
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No Sasaran Prograrn Indikator 

teknologi informasi serta 
pengembangan Jaringan 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH) 
berbasis on line, 
sehingga dapat diakses 
publik dan personil 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

Capaian 

2) Memaksimalkan 
peraturan perundang-
undangan internal yang 
dapat diakses oleh 
publik dan pegawai 
melalui website. 

Peningkatan kualitas 
regulasi yang harmonis, 
tidak tumpang tindih, 
melindungi dan 
berpihak pada publik 
dan internal Kejaksaan, 
serta mampu 
mendorong iklim 
kondusif bagi publik. 

1) 

2) 

3) 

Evaluasi secara berkala 
berbagai peraturan 
perundang-undangan 
yang sedang 
diberlakukan. 
Menginventarisasi 
peraturan perundang-
undangan yang 
melemahkan Kejaksaan 
untuk diusulkan 
dilakukan perubahan 
dalam kebijakan legislasi 
nasional. 
Menginventarisasi 
peraturan perundang-
undangan yang 
berpotensi melemahkan 
Kejaksaan baik dalam 
aspek kelembagaan 
maupun kewenangan 
untuk diusulkan 
dilakukan perubahan. 

3. Organisasi Penguatan kelembagaan 
Kejaksaan dalam 
konstitusi dan 
perundang-undangan. 

yang 
dengan 
organisasi saat ini. 

Penataan kembali 
struktur/ restrukturisasi 
organisasi Kej aksaan 

disesuaikan 
kebutuhan 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Pembentukan satuan 
kerja bar-u di Kejaksaan 
Agung, Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, dan 
perwakilan Kejaksaan di 
luar negeri. 
Membentuk jabatan 
Eselon IV teknis di 
Kejaksaan Agung dan 
Eselon V teknis di 
Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri dan 
Cabang Kejaksaan 
Negeri. 
Membentuk unit kerja 
baru/ sekretariat RB 
yang khusus mengurusi 
permasalahan RB. 
Menyusun perubahan 
Peraturan Presiden 
tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
Menyusun Peraturan 
Kejaksaan tentang 
Pengembangan 
Organisasi. 
Menyusun Peraturan 
Kejaksaan tentang 
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No Sasaran Progra_rn Indika.tor 

Monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi pada 
unit kerja di lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia yang masih 
tumpang tindih. 

Penguatan Badan 
Pendidikan dan 
Pelatihan sesuai dengan 
kekhususan 
karakteristik 
kelembagaan dan 
kewe nangan Kej aksaan 
Republik Indonesia. 

Capaian 

Perubahan Nama 
Kejaksaan Negeri. 

7) M enyu sun Peraturan 
Kejaksaan tentang 
Peningkatan Tipologi 
Kejaksaan Negeri. 

1) 

2) 

3) 

1) 

Mengevaluasi kembali 
tugas dan fungsi satuan 
kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia 
seeara periodik. 
Mengevaluasi beberapa 
j abatan yang belum 
memiliki tugas dan 
fungsi yang jelas. 
Merumuskan dan 
menetapkan kebij akan 
tugas dan fungsi pada 
unit kerja di Kejaksaan 
Republik Indonesia. 

dan 
Kejaksaan 

dalam RUU Kejaksaan. 
2) Pembentukan pusat 

studi Kejaksaan bekerja 
sama dengan Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN). 

Memasukkan 
pengaturan kekhususan 
karakteristik pendidikan 
di lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
sej alan dengan 
kekhususan 
karakteristik 
kelembagaan 
kewenangan 

4. Penguatan 
Laksana 

Tata Penyesuaian proses 
bisnis dengan 
perubahan organisasi. 

Penguatan penerapan 
SOP melalui reviu dan 
evaluasi SOP secara 
periodik. 

Pengembangan 
Kejaksaan yang modern 
berbasis Tekno1ogi 
Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 
dengan menerapkan 
berbagai sistem aplikasi 
e-government. 

Menyesuaikan Standard 
Operating Procedures (SOP) 
dengan perkembangan 
organisasi. 
1) Mereviu SOP seluruh 

jaj aran Jaksa Agung 
Muda dan Badan 
Pendidikan dan 
Pelatihan. 

2) Membuat SOP yang 
belum ada, antara lain: 
a. penguji tagihan 

keuangan; dan 
b. pelaksanaan tugas 

agen. 
3) Pemulihan aset. 
1) Peningkatan 

penggunaan 
informasi 
pelaksanaan 
process, 
implementasi: 
a. Case Management 

System (Simkari 
Next Generation). 

b. Implementasi Pilot 
Project Sistem 
Pidana Peradilan 
Terpadu (SPPT) di 5 

teknologi 
daIam 

business 
melalui 
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No Sasaran Program Indikator Capaian 

(lima) provinsi dan 
Bimbingan Teknis 
Pengembangan SPPT 
berbasis teknologi 
informasi. 

c. Pengembangan mail 
system. 

d. Pengembangan help 
desk. 

e. Pengembangan e-
planning. 

f. Pengembangan 
sistem pemantauan 
realisasi penerimaan 
negara bukan pajak. 

g. Pengembangan 
Human Resources 
Information System 
(HRIS). 

h. Pengembangan 
Asset Management 
System (AMS) 
berbasis spasial. 

i. Pengembangan 
informasi 
persuratan. 

j. Pengembangan 
sistem aspirasi dan 
pengaduan publik. 

k. Pengembangan 
aplikasi Whistle 
Blowing System 
(WBS). 

1. Pengembangan 
sistem informasi 
intelijen. 

m. Pengembangan 
sistem informasi 
perpustakaan. 

n. Pengembangan 
sistem informasi 
pendidikan dan 
pelatihan. 

o. Pengembangan data 
warehouse 
(bertahap). 

2) Membuat aplikasi 
penyelesaian uang 
pengganti perkara 
korupsi dan aplikasi 
denda tilang yang 
diputus verstek dan 
aplikasi rekonsiliasi 
uang pengganti dan 
denda tilang verstek. 

Peningkatan kualitas 1) Menyusun Peraturan 
penerapan sistem Kejaksaan tentang 
pengadaan barang dan Prosedur Pengadaan 
jasa yang 
transparan 
profesional. 

adil, 
dan 

Barang dan Jasa di 
Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia. 

2) Pelatihan terhadap 
pelaksana Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) dan 
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No Sasaran Program Indikator Capaian 

Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) 
di lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia. 

3) Membangun apl ikasi 
Whistle Blowing System 
(WBS) dalam pengadaan 
barang dan jasa, yang 
ditindaklanjuti dengan 
melakukan: 
a. sosialisasi; dan 
b. pembuatan banner 

dan plakat. 
3) Pembuatan buku atau 

modul terkait pengadaan 
barang dan jasa. 

Penyesuaian peringkat 
jabatan berdasarkan 
Peraturan Menteri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
Nomor 34 Tahun 2011 
tentang Analisis Beban 
Kerja. 
Belum optimalnya 
penyelesaian dan 
percepatan barang 
sitaan, rampasan, sita 
eksekusi dan 
penyelesaian uang 
pengganti. 

Melakukan evaluasi jabatan 
guna meningkatkan 
peringkat/ ke las jabatan . 

1) Pengembangan sistem 
database pemulihan aset 
yang terintegrasi atau 
Asset Reco very 
Integrated System 
(ARSSYS). 

2) Melalcukan 
pendampingan kepada 
satuan kerja dalam 
rangka percepatan 
penyelesaian barang 
sitaan, rampasan, sita 
eksekusi, 
penyelesaian 
pengganti 
mencapai 
peningkatan 
dan kualitas. 

dan 
uang 
guna 

output 
kuantitas 

5. Sumber 
Manusia 

Daya Penerapan sistem 
rekrutmen/ seleksi 
pegawai baru dengan 
menggunakan Computer 
Assisted Test (CAT) 
secara menyeluruh. 

Pengembangan dan 
penerapan sistem 
informasi kepegawaian 
secara komprehensif. 
Penguatan sistem 
kualitas 
penyelenggaraan 
pendidikan 
pelatihan. 

Penerapan sistem 
rekrutmen/ seleksi pegawai 
secara keseluruhan 
menggunakan Computer 
Assisted Test (CAT), yaitu 
Tes Kemampuan Dasar 
(TKD) dan Tes Kemampuan 
Bidang (TKB). 
Penguatan sistem informasi 
kepegawaian. 

dan 1) 

dan 

2) 

Penyesuaian rencana 
pendidikan dan 
pelatihan dengan 
mendasarkan pada basis 
kompe tensi dan 
kebutuhan organisasi. 
Peningkatan objektivitas 
pada seleksi dan 
penilaian kelulusan 
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No 

6. 

Sasaran Program 

Akuntabilitas 

Indikator 

Penerapan sertifikasi 
bagi pengelola 
keuangan, 
perlengkapan, proyek 
dan pembangunan. 

Penerapan manajemen 
kinerja yang lebih baik 
dengan menetapkan 
sasaran dan indikator 
kerja yang lebih 
berorientasi hasil. 

Capaian 

pendidikan 
pelatihan. 

dan 

Melakukan pendidikan dan 
pelatihan guna 
mendapatkan sertifikat bagi 
pengelola keuangan, 
perlengkapan, proyek dan 
pembangunan. 
1) Sosialisasi Peraturan 

Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 
Petunjuk Teknis 
Perj anjian Kinerja, 
pelaporan Kinerja Dan 
Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

2) Kewaj iban menyusun 
dokumen Renstra setiap 
5 (lima) tahun dan 
Rencana Kerja (Renja) 
setiap tahun pada 
seluruh satuan kerja di 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

3) Penyusunan laporan 
kinerja didasarkan pada 
Renstra dan Renja. 

4) Peningkatan kapasitas, 
evaluasi dan pelaporan 
kinerja dan anggaran di 
unit kerja. 

Penguatan monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan 
kinerja dan anggaran di 
unit kerja. 

Pengembangan website 
Kejaksaan secara 
periodik sehingga 
updatecl. 

1) Sosialisasi 
implementasi 
Akuntabilitas 

dan 
Sistem 
Kinerja 

Instansi Pemerintah 
(SAKIP) dalam 
penyusunan Laporan 
Kinerja Kejaksaan. 

2) Mengoptimalkan sistem 
laporan kinerja dengan 
sistem elektronik (e-
LakiP dan e-Monevi. 

1) 

2) 

3) 

Optimalisasi 
pelaksanaan pengisian 
data Sistem Informasi 
Manaj emen Kej aksaan 
Republik Indonesia 
(SIMKARI), Laporan 
Bulanan (LABUL) On-
Line (EIS) (quick 
wies / SDM). 
Meningkatkan ketaatan 
satuan kerja untuk 
mengirimkan data guna 
diunggah pada website 
Kejaksaan. 
Meningkatkan kualitas 
penerapan sistem 
akuntabilitas keuangan 
dan kinerja yang 
terintegrasi. 
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No Sa saran Program Indikator Capaian 

Mempublikasikan Daftar 
Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) pada 
masing masing satuan 
kerja. 

Peningkatan k-ualitas 
sistem akuntabilitas 
keuangan dan kinerja 
yang terintegrasi. 

1) Membangun laporan 
keuangan berbasis 
aktual yang akuntabel. 

2) Melakukan bimbingan 
teknis dan 
pendampingan dari 
narasumber terhadap 
pembuatan laporan 
keuangan (Biro 
Keuangan, Biro 
Perencanaan, dan Badan 
Pendidikan dan 
Pelatihan). 

3) Melaksanakan 
rekonsiliasi data uang 
pengganti perkara 
korupsi antara Bidang 
Pembinaan dengan 
Bidang Tindak Pidana 
Khusus dan Bidang 
Perdata dan Tata Usaha 
Negara di tingkat 
Kejaksaan Negeri dan 
Kejaksaan Tinggi. 

Peningkatan 
penyerapan anggaran. 

1) Meningkatkan sinergi 
antara Biro Keuangan 
dan Biro Perencanaan 
untuk melakukan 
bimbingan teknis terkait 
optimalisasi pengelolaan 
anggaran dan 
penyerapannya. 

2) Sosialisasi SOP 
pertanggungjawaban 
penanganan perkara. 

3) Melakukan bimbingan 
teknis terkait revisi 
anggaran pada 
pertengahan tahun. 

Penjabaran target 
kinerja organisasi/unit 
kerja yang jelas secara 
berjenjang. 

Pengembangan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) untuk 
semua satuan kerja dalam 
Instrumen PeniIaian Kinerja 
Unit (I PKU). 

7. Peningkatan 
Kualitas 
pelayanan 
Publik 

Penguatan penerapan 
standar pelayanan di 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

1) Mengoptimalkan 
penerapan standar 
pelayanan publik pada 
unit kerja Kejaksaan 
berdasarkan Peraturan 
Jaksa Agung Nomor 
PER-011/A/JA/06/ 
20 13 tentang Standar 
Pelayanan Publik 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

2) Meningkatkan kualitas 
pelayanan pada website 
Kejaksaan (infografis, 
user friendly). 
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No Sasaran Program Indikator Capaian 

3) Meningkatkan kapasitas 
dan profesionalisme 
SDM dalam 
melaksanakan pelayaan 
publik_ 

4) Melakukan pelatihan 
unit kehumasan untuk 
seluruh Asisten Intelijen 
pada Kejaksaan Tinggi di 
seluruh Indonesia. 

5) Melakukan duplikasi 
inovasi pelayanan publik 
yang telah berhasil 
memberikan pelayanan 
publik terbaik. 

Transparansi Memberikan akses publik 
perumusan kebijakan dalam pengambilan 
hukum. kebijakan hukum. 

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Pembangunan satuan kerja sebagai unit kerja Zona Integritas 
menuju WBK dan WBBM sesuai Keputusan Wakil Jaksa Agung KEP-I-
002 /B/WJA/ 05/ 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Kejaksaan Negeri dan 
KEP-I-008/B/WJA/08/ 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Unit Kerja 
Eselon I, Eselon II di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi yang akan 
dibina dan dibangun menjadi Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK 

dan WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018. 

Unit Kerja Eselon I dan Eselon Il 
di Kejaksaan Agung 

dan Kejaksaan Tinggi 

Kejaksaan Negeri 

1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak 11. Kejaksaan Negeri Deli Serdang; 
Pidana Khusus; 12. Kejaksaan Negeri Tanah Datar; 

2. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 13. Kejaksaan Negeri Belitung; 
3. Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung 14. Kejaksaan Negeri Lampung Utara; 

Muda Bidang Pembinaan; 15. Kejaksaan Negeri Serang; 
4. Direktorat Pengamanan Pembangunan 16. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; 

Strategis pada Jaksa Agung Muda 17. Kejaksaan Negeri Bogor; 
Bidang Intelijen; 18. Kejaksaan Negeri Surakarta; 

5. Direktorat Tindak Pidana Narkotika 19. Kejaksaan Negeri Bantul; 
dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa 20. Kejaksaan Negeri Surabaya; 
Agung Muda Bidang Tindak Pidana 21. Kejaksaan Negeri Situbondo; 
Umum; 22. Kejaksaan Negeri Gianyar; 

6. Direktorat Pertimbangan Hukum pada 23. Kejaksaan Negeri Palu; 
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan 24. Kejaksaan Negeri Tomohon; 
Tata Usaha Negara; 25. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai 

7. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; Tengah; 
8. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 26. Kejaksaan Negeri Kotawaringin 
9. Kejaksaan Tinggi Banten; Barat. 
10. Kejaksaan Tinggi Bali; 
Tabel 1.3 Tabel Satuan Kerja yang Sudah WBK/WBBM 

Penetapan 13 (tiga belas) satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik 
Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi menuju WBK, yaitu: 

1. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; 
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 
3. Kejaksaan Tinggi Bali; 
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4. Kejaksaan Negeri Deli Serdang; 
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; 
6. Kej aksaan Negeri Surabaya; 
7. Kejaksaan Negeri Tanah Datar; 
8. Kejaksaan Negeri Lampung Utara; 
9. Kejaksaan Negeri Belitung; 
10. Kejaksaan Negeri Bantul; 
11. Kejaksaan Negeri Situbondo, 
12. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah; dan 
13. Kejaksaan Negeri Gianyar. 

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 
a. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2018 
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor: B/792/M.AA.05/2018 tanggal 3 Desember 2018 
perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2018 menyatakan "hasil evaluasi menunjukkan bahwa 
Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh nilai 67,10 atau predikat 
B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi 
penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, 
kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan 
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di 
Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik 
tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Rincian penilaian 
tersebut adalah sebagai berikut berikut: 

No Komponen yang Dinilai Bobot 
Nilai lE 

2017 2018 

1. Pereneanaan Kinerja 30 21,72 23,38 

2. Pengukuran Kinerja 25 14,49 15,36 

3. Pelaporan Kinerja 15 9,68 10,33 

4. Evaluasi Internal 10 5,89 6,44 

5. Capaian Kinerja 20 10,33 11,58 

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,11 67,10 

Tingkat Akuntabilitas 

Kinerja 

B B 

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 

b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor: B/225/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 
perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, 
menyatakan Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik 

Indonesia adalah 75,31 dengan kategori "BB" terinci sebagai berikut: 
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No Kornponen Penilaian Bobot 
Nilai 

2017 2018 
1. Penataan Tata Laksana 5,00 3,60 3,76 

2. Penataan Sistem Manajemen 
SDM 

15,00 12,30 12,61 

3. Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,13 4,42 

4. Penguatan Pengawasan 12,00 7,49 8,03 

5. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik 

6,00 3,48 3,91 

KOMPONEN HASIL 

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,54 8,70 

2. Survei Internal Integritas 
Organisasi 

6,00 4,52 5,04 

3. Survei Eksternal Persepsi 
Korupsi 

7,00 6,37 6,30 

4. Opini BPK 3,00 3,00 3,00 

Tabel 1.5 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 
20 18 

c. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi 
menun ukan hasil seba ai berikut: 

No Survei 
Nilai Survei Rata-Rata 

Indeks K[L 2017 I 2018 
Survei Internal 

1. , Survei Integritas Organisasi 3,01 3,36 3,02 
Survei Eksternal 

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,64 3,60 3,17 
2. Indeks Kualitas Pelayanan 

Publik 
3,28 3,50 3,32 

Tabel 1.6 Hasil Survei Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Tahun 2018 

TARGET DAN REALISASI PNBP 

TAHUN 2008 - 2018 

398.75% 

Pmeii 

321.33% 

1007.79% 

489.33% 

2.393,77% 

Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) Tahun 2008-2018 
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B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No Saftaran Program Indikator 
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Persentase pemenuhan sarana dan 

sarana dan prasarana dalam 
mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kejaksaan 

prasarana yang standar. 

2. Meningkatnya kualitas data dan • Persentase data dan informasi 
informasi pelaksanaan penanganan penangan perkara yang diupload 
perkara berbasis teknologi informasi tepat waktu. 
yang dapat diakses oleh masyarakat • Jumlah pengunjung data dan 

informasi penanganan perkara. 

Tabel 1.7 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana dan 
Prasarana 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana 
Kejaksaan Republik Indonesia, dengan output kegiatan yang meliputi: 
a. pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai 

dan untuk satuan kerja baru; 
b. kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas); 
c. perangkat pengolah data dan komunikasi; 
d. perlengkapan dan fasilitas perkantoran; dan 
e. gedung dan bangunan. 

Adapun anggaran dan realisasi Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 
sebagai berikut: 

No Tahun Pagu (RP) Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) 
1 2015 355.035.980.000 340.731.526.610 95,97 

2. 2016 195.600.595.000 -'" 159.632.697 81,61 

3. 2017 1.179.812.884.000 1.164.530.947.269 98,70 

4. 2018 1.414.816.814.000 1.289.935.990.519 91,17 

5. 2019 1.764.872.381.000 1.754.826.160.522 99,43 

Tabel 1.3 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

10R1.1300 000 000.000 

I D R 1.600 000 000.000 

IDR1.400 000 000.000 

1DR 1.200 000 000.000 

IDR1.000 000 000 000 

IDR800 000 000 000 

1DR600 000 000.000 

I0R400 000 000 000 

1DR200 000 000.000 

IDRO 
LL1 

2015 2016 2017 

PAGLJ 

REALISAS1 

Grafik 1.1 Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 
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Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada pagu anggaran 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan 
Republik Indonesia di Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, namun 
demikian penyerapannya lebih dari 90%. Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia periode Tahun 
2015-2019 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal 
baik di satuan kerja pusat maupun daerah. 

C. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
Kejaksaan Republik Indonesia 

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No 
, 

Sasaran Program Indikator 
1. Terwujudnya penyelesaian 

laporan pengaduan 
masyarakat 

Persentase penyelesaian penanganan 
pengaduan masyarakat (Lapdu) 

2. Meningkatnya efektifitas 
pengendalian internal 

• Persentase satuan kerja yang melaksanakan 
sistem pegendalian secara memadai 

• Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

• Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil 
pemeriksaan temuan BPK dan BPKP 

Tabel 1.4 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 

Jaksa Agung Muda Pengawasan, 
b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas 

Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, 
Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata 
Usaha Negara, dan Pelaksanaan Tugas-tugas Pengawasan di Seluruh 
Satuan Kerja Kejaksaan; 

c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh 
Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan di Daerah. 

Adapun anggaran dan realisasi Program Pengawasan dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 
seba ai berikut: 

Tahun 
Pagu 

Anggaran (Rp) 
Realisasi 

(RP) 
Persentase 

Realisasi c),44 
2015 23.438.400.000 18.581.229.827 79 

2016 25.887.699.000 17.964.867.807 69 

2017 21.579.089.000 17.069.251.379 79 

2018 25.679.551.000 17.826.921.969 69 

2019 31.882.486.000 25.238.065.286 79 

Tabel 1.5 Penyerapan Anggaran Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia 
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Sedangkan capaian output kinerja pada Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 
Tahun 2015-2019 seba ai berikut: 

Tahun 
Persentase 
Realisasi 
Anggaran 

Target 
Vol 

Output 

Realisasi 
Vol 

Output 

Persentase 
Kinerja (°/0) 

2015 79.28 1.572 1.100 70,00 

2016 69.40 2.545 2.612 102,63 

2017 79.10 2.127 2.499 117,49 

2018 69.42 2.039 2.117 103,80 

2019 79.16 2.057 1.665 
, 

80,94 

Tabel 1.6 Realisasi dan Capaian Kinerja Program Akuntabilitas 
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

Capaian penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah sebagai 
beri kut: 

No. Tahun Jurnkh 
Diselesaikan Masih 

Dala rn 
Proses 

Terbukti. Tidak 
Terbukti 

Dihm— pahkan Jumlah 

1. 2015 925 125 442 168 729 190 
2. 2016 1817 340 882 172 1394 423 
3. 2017 1522 284 651 156 1091 431 
4. 2018 1598 250 421 280 951 647 
5. 2019 765 195 28 181 404 361 

Jumlah 5862 999 2396 776 4165 1691 
Tabel 1.7 Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan Program 

Akuntablitas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

LAPDU YANG D1SELESAIKAN 

651 

Grafik 1.2 Penanganan Laporan Pengaduan pada Program Akuntablitas 
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

Kenaikan jumlah laporan pengaduan dan peningkatan capaian 
kinerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bukan semata-mata 
karena semakin meningkatnya perbuatan tercela yang dilakukan oleh 
pegawai Kejaksaan, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain: 

a. faktor kepekaan dari pejabat struktural (atasan) dalam hal 
penerapan pengawasan melekat dan juga kepekaan dari Pejabat 
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Pengawasan Fungsional (PPF) Kejaksaan Republik Indonesia itu 
sendiri untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang 
disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan perbuatan 
tercela/pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Kejaksaan 
Republik Indonesia; dan 

b. euforia reformasi birokrasi yaitu semakin diberikannya kesempatan 
dan kebebasan (peran serta) kepada masyarakat dalam hal 
menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai 
Kejaksaan Republik Indonesia. 

Ruang lingkup dan beban tugas yang diemban oleh Kejaksaan yang 
semakin berat dan luas memicu/berpotensi terjadinya kenaikan laporan 
pengaduan yang diterima Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. 

D. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No Sasaran Program Indikator 
1. 

2. 

Meningkatnya kompetensi pegawai 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Meningkatnya kepuasan stakeholder 
atas layanan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan 

• Jumlah SDM yang bersertifikat 
kompetensi 

• Indeks kepuasan peserta 
pendidikan dan pelatihan 

• Indeks kepuasan stakeholder 

Tabel 1.8 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan 

Ke emim inan. 

No Tahun Target 
(angicatan) 

Jurnlah 
(angicatan) 

Capaian 
Kinerja 

Alolcasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 

Peserta 
(orang) 

Persen 
(%) 

1. 2015 6 6 100 180 179 99,44 
2. 2016 23 23 100 692 676 97,69 
3. 2017 19 19 100 570 562 98,59 
4. 2018 39 39 100 1341 1287 95,97 
5. 2019 9 32 355 1119 1111 98,80 

Tabel 1.9 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan 
Kepemimpinan yang dilaksanakan dari Tahun 2015-
2019 

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 
Fungsional. 

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2015 

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
1. Pembinaan 

No 
Jenis 

Pendidikan dan Pelatihan 

.klokasi 

Peserta 
(orang) 

Capaian 

Peserta 
(orang) 

Persen 
(%) 

1. 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Administrasi Kejaksaan (TAK) 
Gelombang I 
Angkatan I sjd V 

251 251 100 

2. 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Administrasi Kejaksaan (TAK) 
Gelombang I 
Angkatan VI s/d X 

250 251 100,4 
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No 
Jenis 

Pendidikan dan Peiatihan 

Aloka si 
Peserta 
( oran g) 

Capaian 

Peserta 
torang) 

Persen 
(%) 

. 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Administrasi Kejaksaan (TAK) 
Gelombang I 
Angkatan XI sid XV 

250 250 100 

. 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
Administrasi Kejaksaan (TAK) 
Gelombang I 
Angkatan XVI sid XVIII 

112 112 100 

Jumlah 863 864 100,11 i 

Tabel 1.10 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dan Fungsional Tahun 20 15 (Bidang 
Pembinaan) 

2. Inteli en 

No 
Jenis 

Pendidikan dan Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 

Peserta 
(orang) 

Persen 
(%) 

1. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan I 

40 40 100 

2. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan II 

40 40 100 

3. 
Pendidikan dan Pelatihan Wira 
Intelijen 

40 40 100 

4. 
Pendidikan dan Pelatihan Intelijen 
Dasar 

40 40 100 

Jumlah 160 160 100 

Tabel 1.11. Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dan Fungsional Tahun 20 15 (Bidang 
Intelijen) 

3. Tindak Pidana Umum 

No 
Jerlis 

Pendidikan dan Pelatihan 

Alokasi 
Peserta. 
forang) 

Capaian 
Persen 

(%) 
Peserta 
(orang) 

1. 
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Anak Berhadapan dengan Hukum 
Angkatan I 

40 47 117,50 

2. 
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Anak Berhadapan dengan Hukum 
Angkatan II 

40 31 77,5 

3. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Penanganan Tindak Pidana 
Pemilu Angkatan I 

40 40 100 

4. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Penanganan Tindak Pidana 
Pemilu Angkatan II 

40 40 100 

5. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Penanganan Perkara Berbasis 
Gender 

40 39 97,50 

6. 
Pendidikan dan Pelatihan Cyber 
Crim.e 

40 40 100 

Jumlah 240 237 98,75 

Tabel 1.12 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak 
Pidana Umum) 
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4. Tindak Pidana Khusus 

No Jenis 
Pendidikan dan Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(orang) 

Persen 
(%) 

1. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Penanganan Tindak Pidana 
Khusus 

40 40 100 

2. 
Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Jaksa, Hakim, Polisi 40 31 77,50 

Jumlah 80 71 88,75% 

Tabel 1.13 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Tindak 
Pidana Khusus) 

5. Pen awasan 

No 
Jenis 

Pendidikan dan Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(orang) 

Persen 
(%) 

1. 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pemeriksa Keuangan, 
Perlengkapan dan Proyek 
Pembangunan 

 40 40 100 

Jumlah 40 40 100 

Tabel 1.14 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang 
Pengawasan) 

6. Perdata dan Tata Usaha Ne ara 

No 
Jenis 

Pendidikan dan Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(orang) 

Persen 
riti) 

1. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 
Angkatan I 

40 38 95 

2. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 
Angkatan II 

40 40 100 

Jumlah 80 78 97,50 

Tabel 1.15 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dan Fungsional Tahun 2015 (Bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara) 

B. Pendidikan dan Pelatihan Fun sional 

No 
Jenis 

F'endidikan dan Pelatihan 

Alokasi 
peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(orang) 

Persen 
ex.) 

1. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa Angkatan 
LXXII Gelombang I Kelas I s/d VIII 

320 319 99,68 

2. 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa Angkatan 
LXXII Gelombang II Kelas IX s/d 
XV 

280 279 99,64 

Jumlah 600 598 99,66 

Tabel 1.16 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Tahun 2015 
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CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
TEKNIS DAN FUNGSIONAL TAHUN 2016 

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

No Jenis Pendidikan dan Pelatihan 
Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
torang) 

Persen (%) 

1. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Sistem Peradilan Anak Angkatan I 

30 29 96,67 

2. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Sistem Peradilan Anak Angkatan 
II 

30 93 76,67 

3. Pendidikan dan Pelatihan Tim 
Pengawal dan Pengarnanan 
Pemerintah dan Pembangunan 
(TP4) Angkatan I 

30 30 100 

4. Pendidikan dan Pelatihan Tim 
Pengawal dan Pengamanan 
Pemerintah dan Pembangunan 
(TP4) Angkatan II 

30 30 100 

5. Pendidikan dan Pelatihan Tindak 
Pidana Perikanan 

30 30 100 

6. Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan I 

30 30 100 

7. Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan II 

30 30 100 

8. Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan III 

30 30 100 

9. Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan IV 

30 30 100 

10. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Penanganan Tindak Pidana 
Korupsi 

30 30 100 

11. Pendidikan dan Pelatihan Intelijen 
Dasar 

40 40 100 

12. Pendidikan dan Pelatihan 
Lingkungan Hidup (Pembakaran 
Hutan) Angkatan I 

30 24 80 

13. Pendidikan dan Pelatihan 
Lingkungan Hidup (Pembakaran 

30 28 93,33 

Hutan) Angkatan II 

14. Pendidikan dan Pelatihan Ilegal 
Mining 

30 29 96,66 

15. Pendidikan dan Pelatihan 
Arsiparis 

30 30 100 

Jumlah 460 443 96,30 

Tabel 1.17 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Tahun 2016 

B. Pendidikan dan Pelatihan Fun sional 

No denis Pendidikan dan Pelatihan 
A1okasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian - 
Peserta 
(orang) 

Persen 
t%)

1. Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa Angkatan 
LXXIII GeIombang I 

320 317 99,06 

2. Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa Angkatan 
LXXIII Gelombang II 

280 280 100 

Jumlah 600 597 99,50 

Tabel 1.18 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Tahun 2016 
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CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 
DAN FUNGSIONAL TAHUN 2017 

A. Pendidikan dan Pclatihan Teknis 

NO. Jenis Pendidikan dan Pelatihan 
AIakasi 
Peserta 
(arang) 

Capaian 
Peserta 
(0rang) 

Persen 
(%) 

1. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
Angkatan I 

30 27 90 

2. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Sistem Peradilan 
Pidana Anak Angkatan II 

30 27 90 

3. Pendidikan dan Pelatihan Human. 
Trairteking 

30 30 100 

4. Pendidikan dan Pelatihan Tim 
Pengawal dan Pengaman 
Pemerintahan dan Pembangunan 
(TP4) Angkatan I 

30 30 100 

5. Pendidikan dan Pelatihan Tim 
Pengawal dan Pengaman 
Pemerintahan dan Pembangunan 
(TP4) Angkatan II 

30 30 100 

6. Pendidikan dan Pelatihan Asset 
Recoverti Angkatan I 

30 30 100 

7. Pendidikan dan Pelatihan Asset 
Reeauery Angkatan II 

30 30 100 

8. Pendidikan dan Pelatihan Auditor 30 30 100 
9. Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi 

Manusia (HAM) Angkatan I 
30 30 100 

10. Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi 
Manusia (HAM) Angkatan II 

30 30 100 

11. Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan I 

30 30 100 

12. Pendidikan dan Pelatihan 
Kehumasan Angkatan II 

30 29 96,67 

13. Pendidikan dan Pelatihan Illegal 
Fishing 

30 30 100 

14. Pendidikan dan Pelatihan Perdata 
dan Tata Usaha Negara 

30 29 96,67 

15. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Penanganan Tindak Pidana Korupsi 

30 25 83,33 

16. Pendidikan dan Pelatihan Wira 
Intelijen 

40 40 100 

17. Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran 
Hutan dan Lahan Angkatan I 

30 30 100 

18. Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran 
Hutan dan Lahan Angkatan II 

30 26 86,67 

19. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Apgakum untuk Penanganan 
Perkara yang Mendukung SPPT 
Angkatan I 

30 30 100 

20. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu 
Apgakum untuk Penanganan 
Perkara yang Mendukung SPPT 
Angkatan II 

30 29 96,67 

21. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara 
Treasury 

35 35 100 

Jumlah 645 626 97,05 

Tabel 1.19 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Tahun 2017 
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B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

NO. 
Jertis Pendidikan dan 

Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(oran_g) 

Persentase 
(%) 

1. Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa 
Angkatan LXXIV Gelombang 
I Kelas I s/d VIII 

320 319 100 % 

2. Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa 
Angkatan LXXIV Gelombang 
II Kelas IX s/d XV 

265 263 100 % 

Jumlah 585 583 99,65 % 

Tabel 1.20 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Tahun 2017 

CAPAIAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 
DAN FUNGSIONAL TAHUN 2018 

A. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

No. 
Jenis Pendidikan dan 

Pelatihan 

Alokasi Caran
Peserta 
( orang) 

Peser seta Per ntase 
(orang) (%) 

. Pendidikan dan Pelatihan 
Penanganan ABH 
berdasarkan UU SPPA 
Angkatan I 

30 28 93,33 

2. Pendidikan dan Pelatihan 
Asset Recovery 

30 30 100 

3. Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Administrasi 
Kejaksaan (TAK) 
Gelombang I Gol. III Kelas I 
s/d XIV 

531 529 99,62 

4. Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Administrasi 
Kejaksaan Gelombang II 
Gol. II Kelas XV s/d XX 

240 239 99,58 

5. Pendidikan dan Pelatihan 
Dasar Penyamaran dan 
Penj ej akan 

30 30 100 

6. Pendidikan dan Pelatihan 
Auditor 

30 29 96,67 

7. Pendidikan dan Pelatihan 
Asset Tradng 

30 30 100 

8. Pendidikan dan Pelatihan 
Terorisme 

30 30 100 

9. Pendidikan dan Pelatihan 
Cyber Crime 

30 30 100 

10. Pendidikan dan Pelatihan 
filegal Fishing Angkatan I 

30 30 100 

11. Pendidikan dan Pelatihan 
Pengamanan Intelijen 

30 30 100 

12. Pendidikan dan Pelatihan 
TP4 Angkatan I 

30 30 1.00 

13. Pendidikan dan Pelatihan 
Hu man Trafficking 

30 30 100 

14. Pendidikan dan Pelatihan 
Pengelolaan Barang Bukti 
Elektronik 

30 30 100 

15. Pendidikan dan Pelatihan 
Pengawasan 

30 30 100 
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No. 
Jenis Pendidikan dan 

Pela kihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian
Peserta 
lorang) 

Persen tase 
(%) 

16. Pendidikan dan Pelatihan 
Audit Kecurangan (Fraud 
Examination) 

30 30 100 

17. Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Bidang TIK untuk 
ASN 

30 30 100 

18. Pendidikan dan Pelatihan 
TP4 Angkatan II 

30 30 100 

19. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Kebakaran Hutan 
dan Lahan Angkatan I 

30 27 90 

20. Pendidikan dan Pelatihan 
Illegal Fishing Angkatan II 

30 29 96,67 

21. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Min eral dan 
Batubara Angkatan I 

30 26 86,67 

22. Pendidikan dan Pelatihan 
Bendahara Angkatan I 

30 30 100 

23. Pendidikan dan Pelatihan 
Penanganan ABH 
berdasarkan UU SPPA 
Angkatan II 

30 27 90 

24. Pendidikan dan Pelatihan 
Perbankan 

30 30 100 

25. Pendidikan dan Pelatihan 
Intelijen Dasar 

40 40 100 

26. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Kebakaran Hutan 
dan Lahan Angkatan II 

30 26 86,67 

27. Pendidikan dan Pelatihan 
Illegal Fishing Angkatan III 

30 30 100 

28. Pendidikan dan Pelatihan 
Komputer Forensik 

30 30 100 

29. Diklat Terpadu Kebakaran 
Hutan dan Lahan Angkatan 
III 

30 24 80 

30. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Mineral dan 
Batubara Angkatan II 

30 24 80 

31. Pendidikan dan Pelatihan 
Perdata dan Tata Usaha 
Negara 

30 30 100 

32. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Mineral dan 
Batubara Angkatan III 

30 25 83,34 

33. Pendidikan dan Pelatihan 
Bahasa Asing 

30 29 96,67 

34. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu SPPA Angkatan III 

30 21 70 

35. Pendidikan dan Pelatihan 
Reformasi Birokrasi 
Angkatan I 

31 31 100 

36. Pendidikan dan Pelatihan 
Bendahara Angkatan II 

30 29 96,67 

37. Pendidikan dan Pelatihan 
Lelang Angkatan I 

30 30 100 

38. Pendidikan dan Pelatihan 
Lelang Angkatan II 

30 30 100 

39. Pendidikan dan Pelatihan 
Terpadu Antar Negara 
dalam Penanganan Tindak 
Pidana Narkotika Lintas 
Negara 

30 25 83,34 
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No. 
Jenis Pendidikan dan 

Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(orang) 

Persentase 
(%) 

40. Pendidikan dan Pelatihan 
Reformasi Birokrasi 
Angkatan II 

30 30 100 

41 . Pendidikan dan Pelatihan 
Reformasi Birokrasi 
Angkatan III 

31 31 100 

42. Pendidikan dan Pelatihan 
Reformasi Birokrasi 
Angkatan TV 

31 31 100 

43. Pendidikan dan Pelatihan 
Agen Intelijen 

30 30 100 

44. Pendidikan dan Pelatihan 
Public Speaking 

30 31 103,3 

45. Pendidikan dan Pelatihan 
TIK Angkatan II 

30 31 103,3 

Jumlah 2.074 2.022 97,50 

Tabel 1.21 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis Tahun 2018 

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

No 
Jenis Pendidikan clan 

Pelatihan 

Alokasi 
Peserta 
(orang) 

Capaian 
Peserta 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1. Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan Jaksa 
Angkatan (PPPJ) LXXV 
Kelas I s/d II 

120 42 100 

Jumlah 120 42 100 

Tabel 1.22 Capaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 
Fungsional Tahun 2018 

E. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan 
Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya 
(Ipoleksosbud), Hukum, dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam) 

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No Sasaran Program Indikator 
1. Meningkatnya dukungan intelijen 

terhadap pelaksanaan tugas, fungsi 
dan wewenang Kejaksaan 

Persentase keberhasilan Operasi 
Intelijen Yustisial terhadap Ancaman, 
Gangguan, Hambatan, dan 
Tantangan (AGHT) tertentu di bidang 
pidana khusus, pidana umum, dan 
perdata dan tata usaha negara 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan 
hukum di bidang intelijen 

Persentase indeks kepuasan 
masyarakat atas pelayanan hukum 
bidang intelijen 

Tabel 1.23 Sasaran Program dan Indikator Program Penyelidikan/ 
Pengamanan/Permasalahan Hukum di Bidang 
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan 

negara dan penanggulangan tindak pidana. 
b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen. 
c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya, dan 

sumber daya organisasi. 
d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. 
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e. Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan di 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. 

Adapun anggaran dan realisasi Program Penyelidikan/ 
Pengamanan/Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang 

oleksosbud, Hukum, dan Hankam Tahun 2015-2019 seba ai berikut: 
i 
i Tahun 

Pagu 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Persentase realisasi 
(%) 

2015 149.403.140.000 125.621.390.892 84,08 
2016 416.018.640.000 61.889.298.323 14,88 
2017 63.872.697.000 55.011.121.553 86,13 
2018 124.390.555.000 110.940.046.526 89,19 
2019 100.860.586.000 85.649.186.629 84,92 

Tabel 1.24 Penyerapan Anggaran Program Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang 
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam 

Adapun target dan realisasi output Program Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, 
dan Hankam Tahun 2015-2019 seba ai berikut: 

Tahun 
Target Vol 

Output 
utut Realisasi Vol Op 

Persentase Kinetja 
(%) 

2015 7.675 5.481 71,41 
2016 6.862 7.916 115,36 
2017 6.875 10.896 158,49 
2018 8.151 13.298 163,14 
2019 8.309 14.883 179,18 

Tabel 1.25 Realisasi Kinerja Program Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang 
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam 

Adapun kegiatan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai 
berikut: 

DPO 2015 2016 2017 2018 2019 
Tangkap 86 60 10 62 42 

Total DPO - - 464 166 

Tabel 1.26 Penangkapan DPO Program Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan/Permasalahan Hukum di Bidang 
Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam 

Adapun Kegiatan Penyuluhan Hukum, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan 
Jaksa Men a a seba ai berikut: 

kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 
Penyuluhan Hukum dan JMS 268 983 1135 1646 704 
Jaksa Menyapa - - 1009 376 

Tabel 1.27 Penyuluhan dan Jaksa Masuk Sekolah pada Program 
Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan/ Permasalahan 
Hukum di Bidang Ipoleksosbud, Hukum, dan Hankam 

Adapun pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah 
dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal Pengamanan 
Pemerintah dan Pembangunan Daerah TP4D seba ai berikut: 

TP4 2015 2016• 2017 2018 

Kegiatan TP4D 
- - - 

TP4P 
Target - 21 20 20 
Realisasi 16 25 49 

Tabel 1.28 Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan Pemerintah dan 
Pembangunan Pusat 
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Grafik 1.3 Grafik Kegiatan Tim Pengawal dan Pembangunan 
Pemerintah dan Pembangunan Pusat 

Adapun pelaksanaan kegiatan penyelidikan/pengamanan/ 
penggalangan (LIDPAMGAL) adalah sebagai berik-ut: 

LIDPAMGAL 2015 2016 2017 2018 2019 
Target - 50 50 10 1017 

Realisasi 1952 51 69 10 1851 
Tabel 1.29 Kegiatan LIDPAMGAL 

LIDPAMGAL 

2 ()00 

1500 

1000 

500 

o 

1952 

51 69 

I 17 

2015 2016 2017 2015 2019 

•TARGET • REALISASS 

Grafik 1.4 Kegiatan LIDPAMGAL 

F. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum 

Sasaran program dan indikator kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No Sasaran Prograrn 1ndikator 

1. Terwujudnya penegakan hukum 
bidang Pidana Umum yang 
berorientasi pada kepastian 
hukum 

Persentase terbuktinya perkara tindak pidana 
umum berdasarkan putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap (in kracht van 
gewisjdezaak) dan adanya 
kesepakatan/konsensus antar instansi yang 
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No Sasaran Program Indikator 

terkait dalam penyelesaian penanganan 
perkara tindak pidana umum. 
1) Persentase putusan pengadilan (in kracht 

van gewisjdezaak) yang berhasil 
dilaksanakan oleh jaksa (executable). 

2) Persentase penyelesaian berkas perkara 
tindak pidana umum sampai dengan 
berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). 

3) Persentase berkas perkara tindak pidana 
umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang 
dilimpahkan pada proses tahap II. 

2. Terintegrasinya penanganan 
perkara tindak pidana umum ke 
setiap aparat penegak hukum 

Persentase penyelesaian perkara pidana 
umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3. Meningkatnya kualitas 
pelayanan hukum di bidang 
Pidana Umum. 

Persentase indeks kepuasan masyarakat atas 
pelayanan hukum bidang Pidana Umum. 

Tabel 1.30 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penanganan 
dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan 

harta benda di Kejaksaan Agung. 
b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan 

negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung. 
c. Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum 

lainnya. 
d. Kegiatan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum 

di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. 

Adapun anggaran dan realisasi Program Penanganan dan Penyelesaian 
Perkara Pidana Ijmum sebaai berikut: 

2015 

age.: Anggaran 

485.801.405,000 

Realisasi Anggar-an 
—11«l_ 

Persentase Realisasi 
~4u-4m (%) 

420.387.823,449 86.53 
2016 505.159.371,000 342.588.202,151 67,81 
2017 231.031.986,000 199.712.126,157 86,44 
2018 641.859.834,000 363.546.719,091 56,64 
2019 385.291.671,000 310.703.438,387 80,64 

Tabel 1.31 PenveraDan AngQaran ProQram Penanzanan dar 
Penyelesaian Perkara Pidana Umum 

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara 
Pidana Umum seba ai berikut: 

— — - - Persentase 
Kiriciia (%) , R.calfsasr Vol Chltput 

365.092,27 80,16 
2016 127.985 142.269 111,16 
2017 185.545 324.600 174,94 
2018 266.412 365.092,27 137,04 
2019 195.672 337.527 172,50 1 

Tabel 1.32 Realisasi kineria Proararn Penanaanan dan Penvelesaiar 
o 

Perkara Pidana Umum 
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Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan 
Pen elesaian Perkara Pidana Umum seba ai berikut: 

TAHUN JUMLAH PERKARA DINYATAKAN BERKAS YANG 
LENGKAP 

2015 143.826 134.864 
2016 160.270 125.302 
2017 143.719 143.821 
2018 153.957 120.396 
2019 150.799 125.790 

Tabel 1.33 Penan2anan dan Penvelesaian Berkas Perkara Pidana Umum 

P 21 
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Grafik 1.5 Penanganan dan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Umum 

Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan 
Penvelesaian Perkara Pidana Umum seba ai berikut: 

TAHUN BERKAS YANG 
DINYATAKAN 

LENGKAP 

BERKAS YANG 
DILIMPAHKAN TAHAP II 

2015 143.826 134.864 
2016 137.240 134.854 
2017 125.302 142.624 
2018 143.821 145.758 
2019 125.790 120.776 

Tabel 1.34 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap II 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

TAHAP 11 

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 

TAHAP II 13ERKAS YANG PAH KAN TAHAP 11 

irTAHAP 118F RKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP 

Grafik 1.6 Pelimpahan Berkas Perkara Tahap 11 
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Adapun jumlah perkara yang ditangani pada Program Penanganan dan 
Pen elesaian Perkara Pidana Umum seba ai berikut: 

TAHUN JUMLAH PUTUSAN BERHASIL DIEKSEKUSI 
2015 136.864 126.327 
2016 138.517 117.729 
2017 137.854 120.756 
2018 102.505 95.117 
2019 95.189 85.729 

Tabel 1.35 Putusan Inkracht Perkara Pidana Umum 
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Grafik 1.7 Putusan Inkracht Perkara Pidana Umum 

85.729 

G. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, 
Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No 

1. 

2. 

Sasaran Program 

Terwujudnya penegakan hukum 
bidang pidana khusus yang 
berorientasi pada kepastian 
hukum 

Terintegrasinya penanganan 
perkara tindak pidana khusus 
ke setiap aparat penegak hukum 

Indikator 

1) Persentase terbuktinya perkara tindak 
pidana khusus berdasarkan putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap 
(in kracht van gewisjdezaak) dan adanya 
kesepakatan/konsensus antar instansi 
yang terkait dalam penyelesaian 
penanganan perkara tindak pidana 
khusus. 

2) Persentase putusan pengadilan (in kracht 
van gewisjdezaak) yang berhasil 
dilaksanakan oleh jaksa (executable). 

3) Persentase penyelesaian berkas perkara 
tindak pidana khusus sampai dengan 
berkas perkara dinyatakan lengkap 
(P21). 

4) Persentase berkas perkara tindak pidana 
khusus yang dinyatakan lengkap (P21) 
yang dilimpahkan pada proses tahap II. 

Persentase penyelesaian perkara tindak 
pidana khusus sesuai dengan KUHAP 
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No Sasaran. Program Indikator 

3. Meningkatnya kualitas 
pelayanan hukum di bidang 
pidana khusus 

Persentase indeks kepuasan masyarakat 
atas pelayanan hukum bidang Pidana 
Khusus. 

Tabel 1.36 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM 
yang Berat, dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan 
perkara tindak pidana korupsi dan kegiatan penyidikan perkara 
pelanggaran HAM berat dan kegiatan peningkatan prapenuntutan 
dan penuntutan di Kejaksaan Ag-ung, (perkara tindak pidana korupsi 
yang diselesaikan dalam tahap prapenuntutan, perkara pelanggaran 
HAM yang berat dan perkara tindak pidana khusus lain yang 
diselesaikan dalam tahap penuntutan). 

b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi. 
c. Kegiatan prioritas nasional penanganan perkara tindak pidana 

khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (perkara tindak 
pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 
Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, dan tindak pidana khusus 
(perpajakan, kepabeanan, dan cukai) yang diselesaikan oleh 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri). 

Adapun anggaran dan realisasi ang,garan Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan 
Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya sebagai berikut: 

Tahun Pagu Anggaran (Rp) 
Realisasi Anggaran 

(Rp) 
Persentase Realisasi 

Anggaran (%) 
2015 344.139.403.000 236.312.333.280 68,67 
2016 487.042.062.000 271.474.420.130 55,74 
2017 225.630.465.000 174.491.655.769 77,34 
2018 299.715.116.000 185.229.823.852 61,80 
2019 229.561.608.000 157.158.613.910 68,46 

Tabel 1.37 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM 
yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara 
Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perkara Tindak 
Pidana Koru si Lainnva seba ai berikut: 

Tahun 
Tarwt Vol 

Output 
Realisasi Vol Outpul 

Persentase Kinerja 

(%) 
2015 4.931 4.556 92,39 

2016 5.561 6.859 123,34 

2017 4.091 6.710 164,02 

2018 4.711 8.112 172,19 

2019 3.821 6.000 157,05 

Tabel 1.38 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian 
Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang berat dan 
Perkara Tindak Pidana Korupsi 
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Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus 

NO TAHAP 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Penvelidikan 1988 1600 1331 1506 1195 
2. Penyidikan 1785 1527 1364 1060 838 
3. Prapenuntutan 2446 2459 2099 0 122 
4. Penuntutan  2446 2434 1918 1803 1596 

Tabe1 1.39 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus 

PENANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS 
2459 243.-: 
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Grafik 1.8 Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus 

Pengembal.ian dan Penyelamatan Keuangan Negara 

159‹.1

TAHUN 
i-_-_ 

JUIVILAH -111V 

2015 Rp642.612.382.187.-
2016 Rp331.048.686.281,07 

USD263.929,12 
2017 Rp734.084.662.657 71 
2018 Rp842.864.684.734,09 
2019 Rp1.505.111.563.425,-

USD61.899,-
SGD20.000,-

Tabel 1.40 Pengembalian Keuangan Negara Penyelamatan Keuangan 
Negara Tahap Penyelidikan dan Penuntutan 

H. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha 
Negara 

Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai 
berikut: 

No Sasaran Program Inclikator 

1. 

2. 

Meningkatnya keberhasilan 
penyelesaian perkara perdata dan 
tata usaha negara 

Persentase kemenangan bidang perdata 
dan tata usaha negara Kejaksaan RI 
melalui jalur litigasi 

Meningkatnya pengembalian 
kerugian keuangan negara 
melalui jalur perdata 

Persentase pengembalian kerugian 
keuangan negara melalui jalur perdata. 

3. Meningkatnya kualitas pelayanan 
hukum di bidang perdata dan 
tata usaha 

Persentase indeks kepuasan masyarakat 
atas pelayanan hukum bidang perdata 
dan tata usaha negara. 

Tabel 1.46. Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 
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Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 
a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang 

diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. 
b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara. 
c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak 

yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. 
d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata 

usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang meliputi: 
1) terselesaikannya penanganan perkara perdata dan tata usaha 

negara, baik litigasi dan nonlitigasi di Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri; dan 

2) operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi dan 
Kejaksaan Negeri. 

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara seba ai berikut: 

Tahun Pagu Anggaran (Rp) 
Realisasi Anggaran 

(Rp) 
Persentase Realisasi 

Anggaran N 
67,65 2015 24,580,436,000 16,627,913,185 

2016 18,004,027,000 13,600,325,966 75,54 
2017 17,197,474,000 13,893,079,145 80,79 
2018 22,457,231,000 16,561,822,087 73,75 
2019 17,602,582,000 14,758,097,933 83,84 

Tabel 1.41 Penyerapan Anggaran Program Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 

Adapun capaian target Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara 
Perdata dan Tata Usaha Negara seba ai berikut: 

Tahun 
Target Vol 

Output 
Realisasi Vol 

Output 
Persentase 

Kinerja 
2015 7.675 5.481 71.41 
2016 6.862 7.916 115,36 
2017 6.875 10.896 158,49 
2018 8.151 13.298 163,14 
2019 3.018 6.845 226,81 

Tabel 1.42 Realisasi Kinerja Program Penanganan dan Penyelesaian 
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 

Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara 

Tahun 
Jumlah Keuangan Negara yang 

Diselamatkan Melalui Jalur 
Perdata 

Jumlah Keuangan Negara yang 
Dipulihkan Melalui Jalur Perdata 

2015 Rp806.845.307.839,00 Rp344.769.330.180,84 

2016 
Rp20.308.791.601.602,00 Rp833.863.341.804,36 

Tanah 7.902m2 US$220.778,03 

2017 

Rp2.786.959.014.447,62 Rp1.519.053.468.905,24 

Tanah seluas 142.420m2 US$79.777,40 

1 unit kapal MT Tabonganen Lahan seluas 83.330m2

2018 
Rp2.287.986.825.365,23 Rp681.826.342.299,94 

US$1.908.886,50 

2019 
Rp22.352.124.102.998,00,-

Rp15.225.985.591.424,00,-

US$34.814,63,- US$1.365.208,31,-

Tabel 1.43 Pengembalian Kerugian Negara 
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PENYELESAIAN PERKARA PERDATA M ELALUI 
JALUR LITIGASI 
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Grafik 1.9. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi 

2015 2016 2017 2018 2019 
Jumlah Perkara Litigasi yang 
ditangani 

291 2795 26299 16611 1537 

Jumlah Perkara yang Berhasil 
Diselesaikan Melalui Jalur 
Litigasi 

167 1938 26207 8055 4304 

Tabel 1.44 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

PENANGANAN PERKARA PERDATA MELALUI 
JALUR NON LITIGASI 

713 713 

2015 2016 

1176 1176 

2017 

1226 

2018 

2 215 

1.316 

2019 

Grafik 1.10 Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah putusan in kracht 731 242 1176 1226 2215 
Jumlah putusan in kracht yang 
dimenangkan 

731
242 1176 718 1316 

Tabel 1.45 Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Melalui Jalur Non 
Litigasi 
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1 3. Potensi dan Permasalahan 

Analisis SWOT di Kejaksaan Republik Indonesia 

1. Strength (Kekuatan) 
- Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia 
yakni segala peraturan perundang-undangan atau peraturan 
pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan 
Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak hukum di 
Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penuntutan 
serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan 
menekankan dan menerapkan keberadaan keenam bidang yakni: 
Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, 
Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan, dan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan, yang dalam melaksanakan program dan 
kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk 
menjamin terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan 
persepsi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing 
bidang di Kejaksaan Republik Indonesia. 
Memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia 
baik dari tingkat pusat, provinsi (Kejaksaan Tinggi), 
kabupaten/kotamadya (Kejaksaan Negeri), dan Kecamatan (Cabang 
Kej aksaan Negeri). 

2. Weaknesses (Kelemahan) 
- Masih kurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya. 
- Masih kurangnya aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang 

profesional dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
Kejaksaan. 
Sistem reward dan punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, 
sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur 
Kejaksaan Republik Indonesia secara optimal. 
Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dikarenakan 
terbatasnya anggaran sarana dan prasarana Kejaksaan Republik 
Indonesia serta sumber daya manusia yang belum siap sehingga 
perlu dilaksanakan pelatihan terkait teknologi informasi. 

- Terbatasnya sarana dan prasarana Kejaksaan Republik Indonesia 
yang dapat mendukung optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan 
Republik Indonesia. 

3. Opportunities (Peluang) 
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

RPJPN 2005-2025, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah 
satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi di 
bidang penuntutan masih mempunyai skala prioritas di setiap 
program pemerintah. 
Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah 
dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penuntutan adalah 
organisasi Kejaksaan Republik Indonesia dan jaksa dilantik oleh 
Jaksa Agung Republik Indonesia yang keberadaannya masih 
dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. 

4. Threats (Ancaman) 
- Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan 

Republik Indonesia, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan 
hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 
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Terbatasnya jumlah SDM aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 
mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
Terbatasnya sumber daya manusia aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia yang berkualitas dan profesional, sehingga 
mempengaruhi kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

2.1. Visi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang dimaksud dengan Visi 
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan, yang disusun secara rasional, singkat, padat, mudah 
dipahami, mudah diingat, dan realistis/fieksibel. 

Visi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, 
INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, 
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". 

Dengan penjelasan: 
a. Andal 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak 
hukum di Indonesia, dengan melaksanakan tugas dan fungsi dapat 
dipercaya. 

b. Profesional 
Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan 
berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta 
mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan Republik 
Indonesia TRI KRAMA ADHYAKSA, yang terdiri dari: 
1. SATYA yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun 
kepada sesama manusia. 

2. ADHI yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur 
utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, keluarga dan sesama manu.sia. 

3. WICAKSANA yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku 
khususnya dalam pengtrapan tugas dan kewenangannya. 

c. Inovatif 
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan 
pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif 
dan efisien. 

d. Berintegritas 
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten 
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

2.2 Misi 
Misi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. 
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata, dan Berdaya Saing. 
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3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. 
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. 
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. 
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Tepercaya. 
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 

Seluruh Warga. 
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Tepercaya. 
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Dalam rangka mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden, 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kejaksaan 
Republik Indonesia Tahun 2020-2024 menindaklanjuti pelaksanaan Misi 
Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia 
Indonesia), nomor 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, 
Bermartabat, dan Tepercaya), nomor 7 (Perlindungan Bagi Segenap Bangsa 
dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga), dan nomor 8 
(Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Tepercaya), untuk itu 
Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah: 
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan 

Republik Indonesia. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1). 
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan 

Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Misi Presiden dan 
Wakil Presiden Nomor 8). 

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Misi Presiden dan Wakil Presiden 
Nomor 6) 

4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Misi Presiden dan 
Wakil Presiden Nomor 6 dan Nomor 7) 

5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Misi 
Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, Nomor 7, dan Nomor 8) 

6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis 
Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 
8) 

2.3. Tujuan 
Tujuan merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga yang 

bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang 
hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas 
Presiden. Visi Kejaksaan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam tujuan 
yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan 

Republik Indonesia. 
(Diukur dengan: jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang 
memiliki sertifikat kompentensi dan atau keahlian) 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan 
Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. 
(Diukur dengan: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik Indonesia, 
meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, serta 
berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang 
dijatuhi hukuman disiplin) 

3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 
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(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang mendukung upava pencegahan 
tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana 
korupsi setiap tahunnya) 

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. 
(Diukur dengan: persentase penyelesaian perkara pidana dengan 
penerapan prinsip restorative justice, jumlah perkara yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi) 

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. 
(Diukur dengan: jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan 
dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata) 

6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis 
Teknologi Informasi (TI). 
(Diukur dengan: jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT 
Masterplan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024). 

2.4. Sasaran Strategis 
Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh 

kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan 
oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang 
dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan 
strategi, program, dan kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Untuk 
Tahun 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan sasaran 
strategis sebagai berikut: 
1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 

(Dengan Indikator: persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 
yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian). 

2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan 
Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas 
(Dengan Indikator: meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan Republik 
Indonesia, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia, 
serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang 
dijatuhi hukuman disiplin). 

3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 
(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang mendukung upaya 
pencegahan tindak pidana korupsi). 

4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 
(Dengan Indikator: persentase penyelesaian perkara tindak pidana 
umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, 
persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi). 

5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara 
(Dengan Indikator: persentase penyelamatan dan pengembalian 
kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata). 

6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Masterplan Kejaksaan 
Republik Indonesia_ 
(Dengan Indikator: persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan 
IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024). 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sehingga menjadi 
sangat penting. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sangat mempengaruhi 
pencapaian target pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 dimana 
optimalisasi pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat 
kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke 
atas (upper-middle income country/MIC) dan memiliki kondisi 
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta 
kesejahteraan rakyat yang 1ebih baik. 

Sesuai dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka 
sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan 
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya 
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 
di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya 
saing tinggi. 

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang 
merupakan amanat pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025 yakni untuk 
mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode 
terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda 
pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan 
Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah 
sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 
17 (tujuh belas) tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
yang indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. 

7-41, Kelembagaan politik dan hukum yang mant4 

r''0 
IL,44

TerwujuJnya keanekaragaman hayati yang telaga 

qt, 

Gambar 3.1 Empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024 

Adapun Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah 
"INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH-TINGGI YANG 
SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN". 
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Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-
2024 adalah: 
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 

Berkualitas dan Berkeadilan 
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, 
berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata, yang 
dilakukan melalui: 
a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan 

pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, 
sumber daya energi, serta kehutanan; dan 

b. akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, 
kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif 
dan digital. 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 
Menjamin Pemerataan. 
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan 
harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan 
ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan 
kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 
a. pengembangan sektor/ komoditasikegiatan unggulan daerah; 
b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum 

berkembang; 
c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; 
d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan ilmu 

pengetahuan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung 
ekonomi unggulan daerah; dan 

e. meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara 
merata. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya 
Saing 
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional guna 
menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. 
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan 
daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang 
sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 
a. pengembangan pengendalian penduduk dan penguatan tata 

kelola kependudukan; 
b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 
c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju 

cakupan kesehatan semesta, 
d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 
e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 
f. pengentasan kemiskinan; dan 
g. peningkatan produktivitas dan daya saing. 

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan 
sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan 
negara, bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan 
mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. 
Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan 
aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang 
membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan 
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karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan 
melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 
a. memperkukuh ketahanan budaya bangsa; 
b. memajukan kebudayaan; 
c. meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai 

agama; 
d. meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan 
e. meningkatkan budaya literasi. 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar 
Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas 
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. 
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur 
akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 
a. memperkokoh ketahanan budaya bangsa, menjadikan 

keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan 
infrastruktur wilayah, 

b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam 
pembangunan 

c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; 
d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, dan 
e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur. 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana 
dan Perubahan Iklim 
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber 
daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, 
dan perubahan iklim. 
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan 
bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 
a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, 
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 
c. pembangunan rendah karbon. 

7. Memperkuat Stabilitas politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, 
dan Transformasi Pelayanan Publik. 
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, 
memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada 
seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. 
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola 
pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh 
semua masyarakat melalui: 
a. reformasi kelembagaan reformasi kelembagaan birokrasi untuk 

pelayanan publik berkualitas; 
b. meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; 
c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola 

keamanan siber; 
d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 

dan 
e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan 

Warga Negara Indonesia di luar negeri. 
Pembangunan politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 
(Polhukhankam) Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan menuju 
kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut 
ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya 
supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi 
profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; 
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serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari 
dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi 
perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang 
lainnya. 

Dalam menghadirkan "kondisi perlu", Pembangunan 
Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam 
dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah 
intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, 
perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan 
dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi 
perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran 
arena pertarungan negara besar ke seascape, deglobalisasi, dan 
populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, 
instabilitas di kawasan. Timur Tengah. 

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat 5 (lima) arah kebijakan 
pembangunan Polhukhankam, yaitu konsolidasi demokrasi, 
optimalisasi kebijakan luar negeri, sistem hukum nasional yang 
mantap, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas 
keamanan nasional. 

Arah Kebijakan dan Strategi Penegakan Hukum Nasional di1aksanakan 
sebagai berikut: 
1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi: 

a. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui 
penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan, pelembagaan eva1uasi regulasi ke dalam 
siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi 
partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis 
teknologi informasi. 

b. Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHP, KUHAP, 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi terkait 
badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan. 

2. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi: 
a. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang 

mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis 
teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan 
kelembagaan yang berbasis teknologi informasi dalam 
penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang 
mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. 

b. Penerapan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan 
regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan 
yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga 
adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian 
sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian 
rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk 
korban pelanggaran hak asasi manusia; 

c. Dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan, 
melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar 
penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan 
database di internal lembaga penegak hukum. 

3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi 
penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir 
praktik suap di ASN, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi 
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mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan 
secara menyeluruh. 

4. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat 
dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan 
hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal 
dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan 
layanan keadilan. 

5. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan 
kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses 
keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan 
aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk 
masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum. 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia 

Sejalan dengan pembangunan RPJPN Tahun 2005-2025, maka 
perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung 
oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian 
selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 
mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam 
RPJMN Tahun 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda 
pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan 
Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal memperkuat stabilitas 
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan 
yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya, yaitu: 
1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak 

perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk 
menjamin satu wilayah bebas dari korupsi. 

2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di 
daerah. 

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, 
maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak 
terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi 
terkait. 

4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan 
tugas-tugas Kejaksaan. 

5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga 
konsistensi peaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. 

6. Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu 
meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat. 

7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti 
dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di 
implementasikan dalam skala nasional. 

Kemudian dalam rangka mendukung 41 (empat puluh satu) Proyek 
Strategis Nasional (Major Project) yang menjadi fokus penekanan kebijakan 
dan pendanaan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
tahunan, Kejaksaan Republik Indonesia turut serta melaksanakan Major 
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Project pembentukan National Cybersecurity Operation Center (NSOC) dan 
121 Security Operation Center (SOC) dan Cyber Security Incident Response 
Team (CSIRT). Dalam 5 (lima) tahun ke depan diharapkan manfaat dari 
pelaksanaan RKP tahunan dimana Kejaksaan Republik Indonesia turut 
serta melaksanakan Major Project pembentukan National Cybersecurity 
Operation Center (NSOC) dan 121 Security Operation Center (SOC) dan 
CSIRT, yaitu: 
1 menurunnya insiden serangan siber; 
2. meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber 

dalam melakukan deteksi dini serangan/ ancaman siber; 
3. meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui 

pusat informasi terpadu bagi masyarakat; dan 
4. meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antara stakeholder 

terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 
Kemudian dalam 5 (lima) tahun ke depan Kejaksaan Republik 

Indonesia juga masih mempedomani Nota Kesepakatan Bersama Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan penerapan 
penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara 
pemeriksaan cepat serta pengimplementasian penerapan keadilan restoratif 
(restorative justice) pada tanggal 17 Oktober 2012 yang merupakan 
komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, yang juga menempatkan prioritas nasional dan optimalisasi 
pe1aksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian Kejaksaan 
Republik Indonesia sedang menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai 
penerapan keadilan restoratif dalam penuntutan perkara tindak pidana 
umum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara 
tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, dengan indikator 
sasaran program yang ditetapkan berdasarkan persentase jumlah perkara 
yang disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk diselesaikan 
melalui keadilan restoratif (restorative justice) dibagi jumlah perkara yang 
diajukan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice). 

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia 
dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan 
kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilengkapi dengan 
Sasaran Program (outcome) dari masing-masing program sebagai berikut: 
1. Program Dukungan Manajemen 

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen internal 
adalah 3 (tiga) Eselon I yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa 
Agung Muda Pengawasan, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
dengan penjelasan Sasaran Program, Indikator Program dan Target 
Program sebagai berikut: 

No 
Susaran Prograrn 

fOulcome) 
1 n dikaLOr 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya Kualitas 
Dan Kuantitas Sumber 
Daya Manusia Aparatur 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Persentase sumber daya 
manusia Kejaksaan 
Republik Indonesia yang 
telah memiliki sertifikat 
sesuai standar 

1. kompetensi 

25 35 50 75 85 
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No 
Sasaran Program 

(Ourcome) 

Target 
Indikator 

2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase pejabat 
struktural sesuai 
kompetensi 

50 65 75 85 95 

Persentase satuan kerja 
yang telah memenuhi 
jumlah sumber daya 
manusia sesuai 
kebutuhan 

50 60 70 80 90 

Indeks profesionalitas 
Aparatur Sipil Negara 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

- - - 80 85 

Indeks NSPK Manajemen 
Aparatur Sipil Negara 
(Perpres 116/2022) 

- - - 85 90 

2. Meningkatnya 
optimalisasi realisasi 
anggaran Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Persentase satuan kerja 
yang melakukan 
pengelolaan keuangan 
secara optimal 

75 80 85 90 95 

Indikator Kinerja 
Pelaksana Anggaran 
(IKPA) 

- - - 94 95 

3. Meningkatnya kualitas 
reformasi birokrasi 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Persentase satuan kerja 
yang ditetapkan sebagai 
satuan kerja 
WBK/WBBM 

20 30 45 60 70 

4. Meningkatnya 
optimalisasi kinerja 
Kejaksaan Republik 
Indonesia berbasis 
teknologi informasi 

Persentase penyelesaian 
kinerja Kejaksaan 
dengan IT Maste7plan 

14 30 50 75 95 

Indeks penerapan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
(SPBE) 

_ - 
- 2.7 3.0 

5. Meningkatnya 
penyelesaian 
penyelamatan dan 
pemulihan aset 

Persentase penyelesaian 
penyelamatan aset 
negara 

85 87 90 92 95 

Persentase penyelesaian 
pemulihan aset negara 

85 87 90 92 95 

6. Meningkatnya kepuasan 
pemangku kepentingan 
terhadap penyelesaian 
penyelamatan dan 
pemulihan aset 

Indeks kepuasan 
pemangku kepentingan 
terhadap penyelesaian 
penyelamatan dan 
pemulihan aset 

- - 85 90 

7. Meningkatnya kualitas 
layanan hukum dan 
hubungan luar negeri 

Persentasi penerbitan 
regulasi dan pelayanan 
hukum yang tepat waktu 

- - 80 90 

Persentase keberhasilan 
terjalinnya kerja sama 
internasional dan antar 
lembaga 

- 90 95 

Tabel 3.1 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program 
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa 
Agung Muda Pembinaan 

No 
Sasaran Program 

(Outcome) 
Indikator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya kuantitas 
dan kualitas sarana dan 
prasarana yang 
mendukung Kinerja 

Persentase satuan kerja 
yang memiliki sarana dan 
prasarananya sesuai 
kebutuhan 

0. 5 60 70 80 90 
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No 
Sasaran Program 

(Ou taxnel 
IndIkator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kejaksaan Republik 
Indonesia 

2. Meningkatnya tertib 
penyelenggaraan tata 
kelola aset 

Indeks pengelolaan aset 
- - 3.20 3.50 

3. Meningkatnya tertib 
penyelenggaraan 
pengadaan barang dan 
jasa pemerintah 

Indeks pengelolaan 
barang dan jasa (PBJ) 

- - - 55 60 

Tabel 3.2 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program 
Dukungan Manajemen dengan penanggung jawab Jaksa Agung 
Muda Pembinaan 

No 
Sasaran Program 

(Ouicrone) 
I ndikator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya 
akuntabilitas Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Opini hasil pemeriksaan 
BPK 

WTP WTP WTP WTP WTP 

Hasil penilaian SAKIP 
dari Kementerian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 

B BB BB A A 

2. Meningkatnya integritas 
aparatur Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Jumlah ASN Kejaksaan 
Republik Indonesia yang 
dijatuhi hukuman 
disiplin 

300 250 200 150 100 

3. Meningkatnya kapabilitas 
APIP dalam pengawasan 
intern 

Indeks kapabilitas APIP 
(IACM) 3 3 

4. Meningkatnya efektivitas 
praktik pengendalian 
intern pada Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Indeks maturitas SPIP 
- 

- Level 
3 

Level 
3 

5. Terselenggaranya 
Kejaksaan Republik 
Indonesia sebagai Zona 
Integritas Menuju WBK dan 
WBBM 

Persentase satuan kerja 
yang ditetapkan sebagai 
satuan kerja WBK/ 
WBBM 

- - - 60 70 

Tabel 3.3 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program 
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Jaksa 
Agung Muda Pengawasan 

NO 
Sasaran Program 

(Outcome) 
Indikator 

Target 

2020 2021 2022 2023 
.- 

2024 

Meningkatnya kualitas 
aparatur Kejaksaan 
Republik Indonesia yang 
bersertifikat kompetensi 

Persentase jumlah 
sumber daya manusia 
yang bersertifikat 

25 35 50 75 85 

Tabel 3.4 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program 
Dukungan Manajemen Internal dengan Penanggung Jawab Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan 

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

RA.N PROGRAM 
IOCITC01«) 

Meningkatnya pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang 

Persentase pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang 
ideologi, politik, 

2020 2021 2022 2023 2024 

10 15 20 25 30 
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N 0 
S ASARA_N PROGRAM 

dill 
I r 0 UTC OPDA 

ideologi, politik, pertahanan 
dan keamanan 

I N DIRATOR 

pertahanan dan 
keamanan 

2020 2021 

TARG E7 

2022 2023 2024 

2. Meningkatnya pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang 
sosial, budaya dan 
kemasyarakatan 

Persentase pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang 
sosial, budaya dan 
kemasyarakatan 

10 15 20 25 30 

3. Meningkatnya pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan 

Persentase pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuang_an 

10 15 20 25 30 

4. Meningkatnya kegiatan 
Pengamanan Pembangunan 
Strategis 

Persentase kegiatan 
Pengamanan 
Pembangunan Strategs 

50 60 70 80 90 

5. Meningkatnya operasi 
intelijen yang berkaitan 
dengan teknologi informasi 
dan produksi intelijen 

Persentase pelaksanaan 
operasi intelijen yang 
berkaitan dengan 
teknologi informasi dan 
produksi intelijen 

10 15 20 

-, 

25 30 

6. Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas penyuluhan dan 
penerangan hukum 

Persentase lembaga/ 
pihak yang diberi 
penyuluhan dan 
pen eran gan hukum 

20 25 30 35 40 

7. Meningkatnya kepuasan 
pemangku kepentingan 
terhadap layanan 
penyuluhan dan 
penerangan hukum 

Indeks kepuasan 
pemangku kepentingan 
terhadap layanan 
penyuluhan dan 
penerangan hukum 

_ - 35 40 

Tabel 3.5 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan 
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa 
Agung Muda Intelijen 

N 0 

1. 

SASA RA N PROGRAM 
10 UTCOMEI 

Meningkatnya penyelesaian 
penanganan perkara tidak 
pidana umum tertentu 
berdasarkan keadilan 
restoratif 

1111D IKATOR 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
berdasarkan keadilan 
restoratif 

2020 

30 

TARG 

2021 

40 

ET 

2022 

50 

2023 

60 

2024 

70 

2. Meningkatnya kualitas 
penyelesaian penanganan 
perkara tindak pidana 
umum 

Persentase perkara 
tindak pidana umum 
yang diproses hingga 
prapenuntutan 

75 80 85 90 95 

Persentase perkara 
tindak pidana umum 
yang diproses hingga 
penuntutan 

75 80 85 90 95 

Persentase perkara 
tindak pidana umum 
yang in kracht van 
gewijsde (berkekuatan 
hukum tetap) yang 
telah dieksekusi 

75 80 85 90 95 

3. Meningkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan hukum bidang 
tindak pidana umum 

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan hukum bidang 
tindak pidana umum* 

- 3,8 ' 4,2 

*<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 
4.21-5.0= Memuaskan 

Tabel 3.6 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan 
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa 
Agung Muda Tindak Pidana Umum 
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No 
Sasaran Program 

(Ou1come) 
Indikator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Meningkatnya penyelesaian 
penanganan perkara tindak 
pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang 
secara transparan, 
akuntabel dan profesional 

Persentase tindak lanjut 
laporan pengaduan 
masyarakat 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
diselesaikan pada tahap 
penyelidikan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
diselesaikan pada tahap 
penyidikan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
diselesaikan pada tahap 

._prapenuntutan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
diselesaikan pada tahap 
penuntutan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
telah dieksekusi 

80 85 90 95 97 

Persentase 
pengembalian kerugian 
keuangan negara melalui 
jalur pidana khusus 

85 87 90 95 97 

2 Meningkatnya penyelesaian 
penanganan perkara tindak 
pidana khusus, 
(kepabeanan, cukai, dan 
pajak) dan tindak pidana 
pencucian uang secara 
transparan, akuntabel dan 
profesional 

Persentase perkara 
tindak pidana khusus 
(kepabeanan, cukai, dan 
pajak) dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
diselesaikan pada tahap 
prapenuntutan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana khusus 
(kepabeanan, cukai, dan 
pajak) dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
diselesaikan pada tahap 
penuntutan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara 
tindak pidana khusus 
(kepabeanan, cukai, dan 
pajak) dan tindak pidana 
pencucian uang yang 
telah dieksekusi 

70 75 80 85 90 

3. Konsensus penuntasan 
perkara pelanggaran hak 
asasi manusia (HAM) yang 
berat dengan instansi yang 
terkait 

Persentase penyelesaian 
penanganan perkara 
pelanggaran HAM yang 
berat 

70 75 80 85 95 

4. Perbaikan tata kelola 
administrasi penanganan 
perkara tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak 
pidana khusus 
(kepabeanan, cukai, dan 
pajak) dan tindak pidana 

Persentase 
pengintegrasian sistem 
tata kelola administrasi 
penanganan perkara 
tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana 
pencucian uang, tindak 
pidana khusus 

40 50 60 70 80 
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No 
Sasaran Program 

(Outrome1 
Indikator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

pencucian uang 
teknologi informasi 

berbasis (kepabeanan, cukai, dan 
pajak) dan tindak pidana 
pencucian uang secara 
online di seluruh 
Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri dan 
Cabang Kejaksaan 
Negeri 

Tabel 3.7 Sasaran Program, Indikator Program, dan Target Program 
Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung 
Jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 

No 
Sasaran Program_ 

(outcome) 
I n dikator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya keberhasilan 
penyelesaian perkara 
Perdata dan Tata Usaha 
Negara 

Persentase perkara 
perdata yang 
diselesaikan melalui 
jalur litigasi 

70 72 75 77 80 

Persentase perkara 
perdata yang 
diselesaikan melalui 
ialur non litigasi 

70 72 75 77 80 

Persentase perkara tata 
usaha negara yang 
diselesaikan melalui 
jalur litigasi 

70
72 75 77 80 

Persentase perkara tata 
usaha negara yang 
diselesaikan melalui 
jalur non litigasi 

70
72 75 77 80 

2. Meningkatnya 
pengembalian kerugian 
keuangan negara melalui 
jalur perdata 

Persentase 
pengembalian kerugian 
negara melalui jalur 
perdata 

75
77 78 79 80 

3. Meningkatnya pelaksanaan 
kegiatan pemberian 
pertimbangan hukum, 
pelayaanan hukum dan 
tindakan hukum lain 

Jumlah kegiatan 
pertimbangan hukum, 
pelayanan hukum dan 
tindakan hukum lain 

969 969 969 969 969 

4. Meningkatnya kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan pertimbangan 
hukum, pelayanan hukum 
dan tindakan hukum lain 

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan hukum perdata 
dan tata usaha negara 

- - 3.9 4 

*<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cuk7up; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 
4.21-5.0= Memuaskan 

Tabel 3.8 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan 
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa 
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 

No -1 
Sasaran Program 

(Outcome) 

Indikator Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya kegiatan 
koordinasi teknis 
penuntutan yang 
dilakukan oditurat 

Jumlah kegiatan 
koordinasi teknis 
(assurance, consultative, 
pencegahan fraud, 
monev dan pelaporan) 
tahap penin dakan 

- - 15 50 60 

Jumlah kegiatan 
koordinasi teknis 
(assurance, consultative, 
pencegahan fraud, 
monev dan pelaporan) 
taha ...untutan 

- - 15 50 60 
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No 
Sasaran Program 

(Outcome) 
Indik.ator 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

Jumlah kegiatan 
koordinasi teknis 
(assurance, consultative, 
pencegahan fraud, 
monev dan pelaporan) 
tahap eksekusi, upaya 
hukum luar biasa dan 
eksaminasi 

- - 10 25 35 

2. Meningkatnya penyelesaian 
penanganan perkara 
koneksitas (penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, 
eksekusi, upaya hukum, 
dan barang bukti) 

Persentase perkara 
koneksitas yang 
diselesaikan pada tahap 
penyelidikan 

- - 15 % 20 % 25 % 

Persentase perkara 
koneksitas yang 
diselesaikan pada tahap 
penyidikan 

15 % 20 % 25 % 

Persentase perkara 
koneksitas yang 
diselesaikan pada tahap 
penuntutan 

- - 15 )̀/0 20 % 25 % 

Persentase pelaksarman 
putusan hakim perkara 
koneksitas yang telah 
dieksekusi 

- - 15 % 20 % 25 % 

Persentase 
pengembalian kerugian 
negara perkara 
koneksitas 

1 0 % 15 c/o 20 % 

3. Meningkatkan kepuasan 
relasi kelembagaan cli 
lingkungan Tentara 
Nasional Indonesia dan 
kementerian/lembaga 
terkait lainnya terhadap 
layanan hukum berupa 
koordinasi teknis perkara 
oditurat dan Penanganan 
Perkara Koneksitas 

Indeks kepuasan relasi 
kelembagaan terhadap 
layanan hukum bidang 
pidana militer 
(Sosialisasi 
kelembagaan, 
konsolidasi dan 
sinkronisasi/kolaborasi 
* 

- 2.6 2.8 

*<1.8= Kurang; 1.9-2.6= Cukup; 2.61-3.5= Baik; 3.51-4.2= Sangat Baik; 
4.21-5.0= Memuaskan 

Tabel 3.9 Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program Penegakan 
Hukum dan Pelayanan Hukum dengan Penanggung Jawab Jaksa 
Agung Muda Bidang Pidana Militer 

3.3 Kerangka Regulasi 
Arah kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan 

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku 
masyarakat dan penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 
Kerangka regulasi diperlukan dalam rangka melaksanakan strategi 
kementerian/lembaga dan untuk mencapai sasaran strategis 
kementerian/lembaga. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan atau 
sasaran pembangunan nasional kerangka regulasi juga dapat disusun 
sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, 
mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian pembangunan 
nasional. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kejaksaan 
Republik Indonesia merupakan arah kerangka regulasi dan/ atau 
kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kinerja dan 
penganggaran Kejaksaan Republik Indonesia yang bentuknya dapat berupa 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi 
Presiden, dan Peraturan Menteri terkait, serta Peraturan Kejaksaan. Dalam 
beberapa hal, inisiatif dalam kerangka regulasi berkaitan erat dengan 
langkah-langkah yang dilaksanakan pada lingkup kerangka kelembagaan. 
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Secara garis besar inisiatif dalam kerangka regulasi dapat dilihat pada 
bagian berikut: 
Perumusan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah: 
1. Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan 
organisasi dan perkembangan hukum. 

2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan. 

Perumusan Peraturan Presiden: 
1. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan 

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 
2. Perumusan draf Rancangan Peraturan Presiden bagi pembentukan, 

serta organisasi dan tata laksana Badan Pemulihan Aset (BPA). 

Perumusan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia: 
1. Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia; 
2. Peraturan Kejaksaan tentang Rekrutmen Pegawai sesuai dengan 

Kebutuhan Organisasi secara Transparan, Kredibel dan Akuntabel; 
3. Peraturan Kejaksaan tentang Promosi dan Mutasi Berbasis Sertifikasi 

dan Kompetensi; 
4. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan 

dan Pertanggungjawaban Anggaran; 
5. Peraturan Kejaksaan tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

Kinerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia; 
6. Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Penyelesaian Perkara melalui 

Keadilan Restoratif yang Mengacu Kepada Arahan RPJMN mengenai 
Restorative Justice; 

7. Peraturan Kejaksaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di 
Lingkungan Kejaksaan; 

8. Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi 
Informasi (IT Masterplan) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-
2024. 

9. Peraturan Kejaksaan tentang Sertifikasi Kompetensi Aparatur 
Kejaksaan Republik Indonesia, 

10. Peraturan Kejaksaan tentang Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik 
Indonesia; 

11. Peraturan Kejaksaan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan 
Republik Indonesia. 

12. Peraturan Kejaksaan tentang Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan 
Republik Indonesia; 

Matriks Kerangka Regulasi 
Dalam dokumen Renstra Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024, 

regulasi yang dibutuhkan dituangkan dalam bentuk matriks kerangka 
regulasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Format 2. Matriks 
Kerangka Regulasi. 

3.4 Kerangka Kelembagaan 
Sebagaimana dikemukakan pada RPJMN Tahun 2020-20241, bahwa 

dalam konteks Mekanisme Penghantaran (delivery mechanism), 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencarta Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020 — 2024. 
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kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta 
aturan main di dalamnya baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, 
yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. 
Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020-2024 
ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, 
fungsi, kewenangan, peran, dan struktur lembaga, serta tata kerja inter dan 
antar lembaga. 

Bagi Kejaksaan Republik Indonesia pelaksanaan program dan 
kegiatan dalam kerangka kelembagaan pada Renstra Tahun 2020-2024 
setidaknya dapat dikemukakan 4 (empat) hal yang harus mendapatkan 
prioritas, antara lain: 
1. Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik 

agar dapat mengintegrasikan secara optimal tugas dan wewenang Jaksa 
Agung (dan dibantu Wakil Jaksa Agung), Kejaksaan sebagai lembaga, 
serta sumber daya manusia jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

2. Penataan struktur organisasi dan tata kelola Kejaksaan Republik 
Indonesia berkaitan dengan dibentuknya Unit Kerja Jaksa Agung Muda 
Bidang Pidana Militer, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 

3. Penataan kelembagaan yang merupakan implikasi dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. 

4. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas kinerja 
Kejaksanaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenang pada tingkat satuan kerja, baik untuk mengoptimalkan 
kinerja satuan kerja yang telah ada maupun pembentukan satuan kerja 
baru, khususnya dengan penambahan jumlah provinsi dari semula 34 
provinsi menjadi 37 provinsi. 

Secara garis besar masing-masing inisiatif strategis dalam Kerangka 
Kelembagaan bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk program kerja 
tahun 2020-2024 dikemukakan pada bagian berikut. 

3.4.1 Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara 
holistik dan integratif 

Penataan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia secara 
holistik dan integratif dan dapat secara komprehensif melaksanakan 
peran, fungsi, tugas, dan kewenangan agar dapat dilaksanakan 
secara lebih optimal. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penataan 
kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dengan 
mengonsolidasikan2 Jaksa Agung, Kejaksaan, dan jaksa, agar dapat 
dicapai penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan 
secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/ atau lembaga 
lain sesuai dengan kewenangannya. 

Hal-hal yang memerlukan perhatian dalam mengonsolidasikan 
penyelenggaraan tugas dan kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan 
dan jaksa, antara lain adalah: 
1. Mengoptimalkan peran, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung 

sebagai: 

2 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
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a. penyidik, penuntut umum, dan sebagai pengacara negara 
tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (dominus 
litis, prosecureur generaal, parket generaal, advocaat 
generaal); 

b. pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang 
memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan 
wewenang Kejaksaan dan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh negara; dan 

c. menjalankan fungsi eksekutif sehingga pengangkatannya 
menjadi hak prerogatif presiden. 

2. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan. 
Dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis3, 
maupun sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi 
eksekutif niscaya memerlukan penguatan kelembagaan dan 
kewenangan yang dimilikinya. Kejaksaan sudah seharusnya 
mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama 
dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri 
Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih profesional, adaptif, 
dan responsif guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai 
persoalan hukum dalam masyarakat dan tuntutan zaman yang 
berkembang dengan pesat saat ini, juga selaras dengan asas-
asas hukum yang bersifat universal. Untuk itu, Kejaksaan 
Republik Indonesia dituntut tidak hanya melaksanakan 
fungsinya dengan baik, tetapi juga harus mampu membentuk 
jati dirinya sebagai salah satu "institusi pelaksana kekuasaan 
negara" yang bebas dan merdeka, bukan sebagai alat kek-uasaan 
pemerintah. 

3. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan kewenangan jaksa (SDM 
Fungsional Jaksa) sebagai pejabat di pengadilan (magistraat), 
pejabat penegak hukum dan tugas publik berkaitan dengan 
penegakan keadilan (openbaar ministerie), serta pejabat yang 
melaksanakan kegiatan manajerial dalam kaitan penegakan 
hukum dan keadilan (officier van justitie); konsolidasi optimal 
dari ketiga peran, fungsi, dan kewenangan SDM Fungsional 
Jaksa telah dinyatakan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan: "Jaksa adalah PATS 
dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan 
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan 
Undang-Undang". Sejalan dengan amanat pada Pasal 9B dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, diharapkan kondisi ini 
dapat menjadi dasar dalam penetapan bahwa SDM Fungsional 
Jaksa dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya 
sebagai magistraat, openbaar ministrie, dan officier van justitie 
yang bersifat "melekat" pada saat SDM Fungsional Jaksa 
melaksanakan tugas dan fungsi lainnya; 
Mempertimbangkan perihal di atas, secara kelembagaan 

penataan Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik dan 
integratif akan memberikan implikasi manajerial, antara lain: 
1. Perancangan desain struktur organisasi dan tata kelola 

Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh, terintegrasi 
dan bekerja sebagai sebuah sistem dalam interaksi, interrelasi, 

3 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
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dan interkoneksi dalam hubungan kerja lintas fungsi, unit kerja, 
serta satuan kerja, maupun dalam koordinasi dan kolaborasi 
antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta 
pemangku kepentingan non pemerintah. 

2. Perumusan proses bisnis tematik atas penyelenggaraan tugas 
dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi 
inter dan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta 
pemangku kepentingan non pemerintah. 

3. Perumusan proses bisnis atas pelaksanaan hubungan kerja 
lintas fungsi, unit kerja, serta satuan kerja, baik dalam 
hubungan timbal balik yang bersifat horizontal maupun vertikal 
antara satuan kerja pusat, satuan kerja di daerah, maupun 
perwakilan luar negeri. 

4. Penetapan indikator kinerja yang bersifat indikator kinerja 
dalam pelaksanaan tugas secara mandiri (stand alone), maupun 
indikator kinerja komposit bagi pelaksanaan tugas yang 
melibatkan lebih dari satu satuan kerja (sharing responsibility). 

3.4.2 Penataan organisasi dalam implementasi Jaksa Agung Muda Bidang 
Pidana Militer 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 258C 
diatur lingkup pelaksanaan tugas, wewenang, dan penyelenggaraan 
fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, serta dengan 
pengaturan unit kerja pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 
Militer pada Pasal 35. Berkaitan dengan keberadaan Jaksa Agung 
Muda Bidang Pidana Militer, inisiatif kelembagaan yang harus 
dilakukan dalam periode waktu Tahun 2020-2024, antara lain 
adalah: 
1. Penataan struktur organisasi dan tata laksana penyelenggaraan 

fungsi pidana militer pada seluruh tingkatan satuan kerja, yaitu: 
Kejaksaan Agung, Kejaksaan daerah (Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri), maupun 
perwakilan luar negeri. 

2. Penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural 
maupun jabatan fungsional, serta SDM dalam basis PPPK guna 
memenuhi kebutuhan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang 
Pidana Militer secara menyeluruh. 

3. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagai 
dasar penyelenggaraan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 
Militer dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 

3.4.3 Penataan kelembagaan sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 11 
Tahun 2021 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
membawa implikasi manajerial dalam bagi penataan kelembagaan 
bagi Kejaksaan RI. Secara ringkas inisiatif yang selayaknya 
dilakukan dalam kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Tabel 
3.10. 

No Pasal 
Substansi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
Lingkup Kerangka Kelembagaan 

1 2 3 4 

1. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan: 

1. ... 
2. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan 

jabatan fungsional yang memiliki 
,_ kekhususan dan melaksanakan tugas, 

a. Merumuskan dan mengajukan 
draf Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi tentang 
Jabatan Fungsional spesifik 
Jaksa. 
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No Pasal 
Substansi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
Lingkup Kerangka Kelembagaan 

2 3 4 

fungsi, dan kewenangannya berdasarkan 
Undang-Undang. 

3. ... dan 4 ... 

b. Merumuskan dan mengajukan 
draf Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi tentang 
Jabatan Fungsional NonJaksa 
spesifik Kejaksaan. 

2. Pasal 3 Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggaralcan oleh 
Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 
Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. 

Adanya Cabang Kejaksaan Negeri, 
bertambah satu layer instansi 
vertikal 

3. Pasal 6 Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan 
diatur dengan Peraturan Presiden. 

Merumuskan perubahan (terbaru) 
Peraturan Presiden atas susunan 
organisasi dan tata kerja 

4. Pasal 7 1. Pembentukan Kejaksaan Tinggi dan 
Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden. 

2. Dalam hal tertentu Cabang Kejaksaan Negeri 
dapat dibentuk di daerah hukum Kejaksaan 
Negeri. 

3. Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Jaksa 
Agung setelah mendapatkan pertimbangan 
dari menteri yang menye/enggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Aparatur negara. 

a. Perencanaan pembentukan 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 
Negeri, dan Cabang Kejaksaan 
Negeri. 

b. Penyiapan Naskah Urgensi dan 
Draf Peraturan Presiden bagi 
pembentukan Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri. 

c. Penyiapan naskah urgensi bagi 
Cabang Kejaksaan Negeri untuk 
dimintakan pertimbangan 
kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. 

5. Sisipan 
Pasal 
7A 

1. Pegawai Kejaksaan terdiri atas: 
a. Jaksa; dan 
b. Aparatur sipil negara non Jaksa. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawat 
Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 

a. Menyusun naskah urgensi 
sebagai pertimbangan rumusan 
lingkup kekhususan SDM Jaksa 
dan SDM Non Jaksa spesifik 
Kejaksaan. 

b. Merumuskan draf Peraturan 
Pemerintah Manajemen Pegawai 
Kejaksaan. 

7. Pasal 
8B 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, 
Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta 
sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan 
ketentuan peratu ran perundang-undan_gan. 

Dapat menyebabkan adanya 
tambahan tugas satuan kerja yang 
telah ada untuk mengelola senjata 
api 

8. Pasal 
9B 

1. Penyusunan, penetapan kebutuhan, dan 
pengadaan calon Jaksa, pangkat danjabatan, 
pengembangan karier, pola karier, promosi, 
mutasi, penilaian kineija, kedisiplinan, dan 
pengatvasan untuk Jaksa dilakukan secara 
terbuka, profesional, dan akuntabel yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, 
dan kineija secara adil dan wajar. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

a. Menyusun konsep manajemen 
SDM dalam basis lingkup 
kekhususan SDM Jaksa dan 
SDM Non Jaksa spesifik 
Kejaksaan. 

b. Diintegrasikan sebagai muatan 
pengaturan dalam draf 
Peraturan Pemerintah 
Manajemen Pegawai Kejaksaan. 

9. Pasal 
11A 

1. Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki 
atau mengisi jabatan: 
a. di luar instansi Kejaksaan; 
b. pada perwakilan Republik Indonesia di 

luar negeri; 
c. dalam organisasi internasional; 
d. dalam organisasi profesi internasional; 

atau 
e. pada penugasan /ainnya. 

2. Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 
dengan rangkap jabatan sepanjang terkait 
dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa. 

3. Ketentuan lebih lanfut mengenai penugasan 
Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 

a. Menyusun konsep lingkup 
kekhususan SDM Jaksa yang 
mengintegrasikan peran Jaksa 
secara melekat sebagai: 
magistraat, openbaar ministrie, 
dan officer van justitie. 

b. Penempatan SDM Jaksa di luar 
institusi Kejaksaan. 

c. Diintegrasikan sebagai muatan 
pengaturan dalam draf 
Peraturan Pemerintah 
Manajemen Pegawai Kejaksaan. 
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No Pasal 
Substansi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
Lingkup Kerangka Kelembagaan 

1 2 3 4 

10. Pasal 
24 

1. Jaksa Agung Muda diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa 
Agung. 

2. Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diangkat dari Jaksa yang 
pernah menjabat sebagai kepala Kejaksaan 
Tinggi. 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak berlaku bagi kandidat Jaksa Agung 
'Muda Bidang Pidana Militer yang berasal 
dari prajurit Tentara Nasional Indonesia. 

a. Adanya jabatan struktural yang 
berasal dari prajurit Tentara 
Nasional Indonesia. 

b. Bahwa SDM yang berasal dari 
prajurit TNI yang mendapatkan 
penugasan pada Kejaksaan tidak 
"melimpah" dan berubah status 
menjadi PNS. 

c. Diintegrasikan sebagai muatan 
pengaturan dalam draf 
Peraturan Pemerintah 
Manajemen Pegawai Kejaksaan. 11. Pasal 

29 
Pada Kejaksaan dapat ditugaskan Aparatur Sipil 
Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau 
pejabat lain yang tidak menduduki jabatan 
Jaksa, serta yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan 
peraturan penmdang-undangan. 

12. Pasal 
30A 

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang 
melak.ukan kegiatan penelusuran, perampasan, 
dan pengembalian aset perolehan tindak pidana 
dan aset lainnya kepada negara, korban, atau 
yang berhak. 

a. Penyusunan naskah urgensi 
perluasan lingkup kewenangan, 
tugas dan fungsi pemulihan aset 
oleh Kejaksaan, dan pengusulan 
peningkatan status menjadi 
Badan Pemulihan Aset (BPA). 

b. Perumusan draf Peraturan 
Presiden pembentukan dan 
rumusan organisasi dan tata 
keda BPA. 

13. Pasal 
30C 

Selain melaksanakan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 
30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: 
a. menyelenggaralcan kegiatan statistik 

kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; 
b. ... sampai dengan i ... 

Adanya penambahan tugas dan 
wewenang, dapat berimplikasi pada 
perluasan tugas unit kerja dan 
penambahan target kinerja. 

14. Pasal 
33 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan 
komunikasi dengan: 
a. lembaga penegak hukum dan instansi 

lainnya; 
b. lembaga penegak hukum dari negara lain; 

dan 
c. lembaga atau organisasi internasional. 

a. Perumusan proses bisnis tematik 
pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kejaksaan yang 
melibatkan instansi lainnya. 

b. Perumusan tata hubungan kerja 
pelaksanaan tugas dan 
wewenang Kejaksaan yang 
melibatkan instansi lainnya. 

Tabel 3.10 Penataan Kelembagaan sebagai Tindak Lanjut atas UU Nomor 11 
Tahun 2021 

3.4.4 Penataan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada tingkat 
satuan kerja 

Untuk periode pelaksanaan Tahun 2020-2024, kerangka 
kelembagaan dalam lingkup penataan efektivitas pelaksanaan tugas 
pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam 4 (empat) fokus 
kegiatan, yaitu: 
a. penataan satuan kerja di daerah; 
b. penggabungan Kejaksaan Negeri; 
c. penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan; dan 
d. pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan 

dan/atau indeks kinerja yang re1evan dengan lingkup tugas 
masing-masing satuan kerja dan/atau penyelenggaraan fungsi. 

Secara ringkas masing-masing fokus dapat diuraikan pada bagian 
berikut. 
Penataan satuan kerja di daerah 

Untuk meningkatkan layanan publik dalam peny-elenggaraan 
mandat Kejaksaan di daerah dilakukan pemetaan kelengkapan 
satuan kerja Kejaksaan yang dipersandingkan dengan keberadaan 
pemerintahan daerah sebagaimana dalam Tabel 3.11 
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Pemerintah Daerah 

Satuan Kerja Kejaksaan di Daerah 

Kejaksaan 
Tinggi 

Kejaksaan 
Negeri 

Cabang 
Kejaksaan Negeri 

Provinsi 37 33 
Kabupaten 415 

Kabupaten 1 
Administrasi 

514 435 
Kota 93 
Kota 5 
Administrasi 

Tabel 3.11 Persandingan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja 
Kejaksaan 

Tampak dalam Tabel 3.11 bahwa masih terdapat kesenjangan 
sebanyak 4 (empat) satuan kerja Kejaksaan Tinggi, selain 
disebabkan karena belum terbentuknya Kejaksaan Tinggi pada 
Provinsi Kalimantan Utara, berkaitan pula dengan adanya kebijakan 
pengembangan 3 (tiga) provinsi baru, yaitu: Provinsi Papua Selatan, 
Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun demikian target 
pembentukan Kejaksaan Tinggi dalam periode Tahun 2020-2024, 
difokuskan untuk pembentukan Kejaksaan Tinggi pada Provinsi 
Kalimantan Utara, sebagaimana dikemukakan pada Tabel 3.12. 

Sedangkan untuk me1engkapi pelayanan pada pemerintahan 
tingkat kabupaten/kota masih diperlukan pembentukan 79 (tujuh 
puluh sembilan) satuan kerja Kejaksaan Negeri. Dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021, pada sisipan Pasal 7A dinyatakan 
bahwa pembentukan satuan kerja pada tingkat Kejaksaan Tinggi 
dan Kejaksaan Negcri ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 
Memperhatikan kondisi di atas dapat dikemukakan bahwa kerangka 
kelembagaan pada tingkat satuan kerja di daerah dalam periode 
tahun 2020-2024 adalah pembentukan 1 (satu) Kejaksaan Tinggi, 
dan 79 (tujuh puluh sembilan) Kejaksaan Negeri, yang akan 
dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dalam Tabel 3.12. 

Rencana Pembentukan Satuan Kerja 
Satuan Kerja Kebutuhan 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kejaksaan Tinggi 

Kejaksaan Negeri 79 15 16 16 16 16 

Tabel 3.12 Rencana Pembentukan Satuan Kerja di Daerah 

Perlu diperhatikan bahwa pembentukan Kejaksaan Tinggi 
maupun Kejaksaan Negeri, dalam kerangka regulasi perlu 
dilengkapi dengan naskah urgensi dan penyiapan draf Rancangan 
Peraturan Presiden. 

Penggabungan Kejaksaan Neaeri 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, 
kedudukan Kejaksaan Negeri adalah di ibu kota kabupaten/kota 
sementara masih ada beberapa satuan kerja Kejaksaan Negeri yang 
berkedudukan di 1 (satu) Kabupaten. Untuk pelaksanaan periode 
Tahun 2020-2024 akan dilaksanakan penggabungan satuan kerja 
setingkat Kejaksaan Negeri, sebagai berikut: 
1. Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Kabupaten 

Banyumas, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri 
Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas. 
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2. Pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di kota Surabaya, 
dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Surabaya dan 
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. 

3. Pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Kabupaten Deli 
Serdang, dilakukan penggabungan atas Kejaksaan Negeri Deli 
Serdang dan Kejaksaan Negeri Belawan. 
Dalam kerangka kelembagaan tindak lanjut atas 

penggabungan satuan kerja harus diikuti dengan beberapa inisiatif, 
antara lain: (a) penataan struktur organisasi dan tata laksana, (b) 
penataan dan penempatan SDM dalam jabatan struktural maupun 
jabatan fungsional, dan (c) penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran sebagai dasar penyelenggaraan fungsi dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenang. 

Penataan Struktur Jabatan dan Postur SDM Kejaksaan 
Penataan struktur jabatan dan postur SDM Kejaksaan 

dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai kebijakan yang 
ditetapkan, antara lain: 
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang memerintahkan 
penghapusan jabatan struktural eselon III, IV, dan V. 
Selanjutnya berdasarkan kajian dan analisis internal Kejaksaan 
RI, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tanggung 
jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada 
seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada 
satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan 
Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai Kuasa 
Pengguna Anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah). Sehingga dalam hal 
penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan 
penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V. 

2. Pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana 
Khusus, terdapat penambahan Direktorat baru setingkat eselon 
II yang menangani HAM berat. 

3. Pembentukan satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 
Militer (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021), yang secara 
vertikal memerlukan penataan struktur dan postur SDM pada 
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 

Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut di atas secara 
langsung berpengaruh pada postur organisasi, khususnya dalam 
struktur jabatan atau peta jabatan, maupun postur SDM baik dalam 
kuantitas, kualifikasi, maupun penyebaran pada satuan kerja 
Kejaksaan Pusat, satuan kerja di daerah, maupun perwakilan di 
luar negeri. 

Jabatan 
Struktural* 

Tersedia Kebutuhan Kesenjangan 

Eselon I A 9 9 0 

Eselon I B 6 6 0 

Eselon II A 78 72 6 

Eselon II B 51 49 2 

Eselon III A 458 444 14 

Eselon 111 B 576 573 3 
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Jabatan 
Struktural* 

Tersedia Kebutuhan Kesenjangan 

Eselon IV dan 
Eselon V* 9117 10353 -1236 

Jumlah 
Jabatan 

Struktural 10295 11506 -1211 
Catatan (*) 

1. Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021, pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda 
Bidang Pidana Militer. 

2. Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Kejaksaan RI masih eksisting, dengan 
alasan: 
a. Jabatan Eselon IV yakni jabatan pengawas, masih diakui dalam UU ASN; 
b. Masih adanya kebutuhan organisasi pada jabatan Eselon V sebagaimana 

hasil Anjab dan ABK Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam 
Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan 
Kejaksaan Republik Indonesia. 

Tabel 3.13 Postur Organisasi Dalam Jabatan Struktural 

Atas pemenuhan postur organisasi dalam jabatan sebagaimana 
dalam Tabel 3.13 di atas, maka diperlukan pemenuhan postur SDM 
aparatur non struktural, baik untuk SDM Jaksa maupun SDM non 
Jaksa, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.14 berikut. 

Kebutuhan 
Kejaksaan Republik 

Indonesia* 
Tersedia Kebutuhan Kesenjangan 

(1) (2) (3) (4) 

SDM Jaksa 7226 9572 -2346 

SDM Non Jaksa 13912 99648 -85736 

Jumlah SDM Non 
21138 109220 -88082 

Struktural 

Catatan (*) 
Merupakan kondisi dengan penerapan kebijakan: Penerapan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, 
pembentukan Direktorat HAM, dan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana 

Militer. 

Tabel 3.14 Postur SDM Aparatur Non Struktural 

Meningkatkan Kineria Kelembaaaan denaan Kepatuhan dan 
Pencapaian Indeks Kinerja 

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa dalam 
reformasi birokrasi dan tata kelola, pencapaian sasaran pokok ke 
depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai 
berikut: 
1. penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan 

manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit 
ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan 
fungsional; 

2. penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan 
kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE 

terintegrasi; 
3. reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan 

implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan 
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reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta 
reformasi sistem perencanaan dan penganggaran; dan 

4. transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik 
berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan 
masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem 
inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu. 

Sebagai referensi penyelenggaraan reformasi birokrasi bagi 
kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Selanjutnya sebagai 
kelengkapan penilaian kinerja lembaga pemerintah dalam 
penerapan reformasi birokrasi telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara garis besar dapat dilihat 
pada Gambar 3.2 bahwa basis penilaian kinerja lembaga pemerintah 
diukur melalui indeks pencapaian yang berkaitan dengan berbagai 
aspek yang terkait. 
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(14) r Indeks 
Profesionatitas 

ASN 

Indeks 
Sistem 
Merit 

Kepatuhan 
Pelayanan 

Publik 

Maturitas 
SPIP 

Kapabilitas 
APIP (IACM) 

Manalemen 
Perubahan 

torm 0010 

• 60 
411, Pemenutiaa 

Aiiik/~tatont 
(20%) 

11111 

Akumbilitas 
Kiner> 

Indeks Perencanaan 

4'tf.N 

Indeks , 
SPBE 

IndeksArsip 

Indeks P13.1 

indeks - - 1r7rieks—
Pengeloban Pengelolaan 

Keuangan hset 

SAMP BP1C 

Kuabtas Pelayanan Publik 

C'emarrIntsh yang eanik 
dart 1~11131:fi 

OftrAsnno. 
_firshrard~..: 

1PAK 
n.u.r...0

Gambar 3.2 Area Perubahan dan Aspek dalam Reformasi Birokrasi 

Berkaitan dengan hal tersebut pada periode Tahun 2020-
2024, pengukuran kinerja Kejaksaan Republik Indonesia akan 
menerapkan penilaian kinerja berdasarkan `kepatuhan yang selaras 
dengan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 
yang pencapaiannya diukur melalui berbagai indeks kinerja yang 
relcvan bagi setiap aspek yang terkait dengan peran dan fungsi 
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada seluruh satuan kerja 
di pusat, di daerah, maupun pada perwakilan luar negeri. Dengan 
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada Tabel 3.15 
menampilkan berbagai indeks yang berlaku bagi peng,ukuran 
kinerja institusi pemerintah secara nasional. 
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No Area Perubahan Indikator 

1. Manajemen Perubahan 1. Indeks Kepernirnpinan Perubahan 
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ 

Deregulasi Kebijakan 
2. Indeks Reformasi Hukum 
3. Indeks Kualitas Kebijakan 

3. Penataan Organisasii Kelembagaan 4. Indeks Kelembagaan 
4. Penataan Tata Laksana 5. Indeks SPBE 

6. Indeks Pengawasan Kearsipan 
7. Indeks Pengelolaan Keuangan 
8. Indeks Pengelolaan Aset 
9. Indeks Pemerintahan Daerah 

5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 10. Indeks Profesionalitas ASN 
11. Indeks Merit System 
12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 

6. Penguatan Akuntabilitas 13. Nilai SAKIP 
14. Indeks Perencanaan 

7. Area Pengawasan 15. Maturitas SPIP 
16. Kapabilitas APIP 
17. Opini BPK 
18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan 

Jasa 
8. Area Pelayanan Publik 19. Indeks Pelayanan Publik 

20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

Tabel 3.15 Indeks Kinerja dalam Implementasi Reformasi Birokrasi 

Selain indeks yang diukur pada tingkat satuan kerja, dan 
tingkat institusi Kejaksaan Republik Indonesia, secara agregat 
nasional Kejaksaan Republik Indonesia juga berkontribusi pada 
pencapaian kinerja berkaitan dengan pembangunan bidang 
penegakan hukum nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam 
RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu: Indeks Pembangunan Hukum 
(IPH), dan Indeks Akses terhadap Keadilan/Access to Justice Author 
(A2J), serta indeks lain yang merupakan ratifikasi dari peraturan 
maupun standar global. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1. Target Kinerja 
Target Kejaksaan Republik Indonesia dalam RENSTRA 2020-2024 

berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator 
Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja 
Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Terdapat 2 (dua) program yang 
akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon satu dan jajarannya. Ketiga 
program tersebut yaitu: 

1. Program Dukungan Manajemen 
Program Dukungan Manajemen didukung untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran program ini 
merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 1, 2, 5, dan 6 yaitu 
meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia 
yang berintegritas, meningkatnya pengembalian aset dan kerugian 
negara, meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia berbasis teknologi informasi sesuai IT Masterplan Kejaksaan 
Republik Indonesia yang juga merupakan turunan dari tujuan nomor 1, 
2, 5, dan 6 yaitu meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan 
Republik Indonesia, meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik 
Indonesia dan integritas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, 
meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara, 
meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis 
teknologi informasi. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan 
terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas telmis lainnya, 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur 
Kejaksaan Republik Indonesia, pendidikan dan pelatihan aparatur 
Kejaksaan Republik Indonesia. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa 
kegiatan, yaitu: 
a. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

dan Kerja Sama Hukum. 
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan 

Republik Indonesia. 
c. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Kejaksaan Republik Indonesia. 
d. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan 

Tata Laksana, Pengelolaan Data serta Pemantauan dan Evaluasi. 
e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan 

Republik Indonesia. 
f. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, 

Kerumahtanggaan, Keamanan, dan Kesejahteraan Pegawai. 

g• Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. 

h. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

i. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait 
Perkara. 

j. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. 
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k. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas yang Sudah 
Tidak Memadai karena Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak 
Ringan. 

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satuan Kerja Baru. 
m. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraaan Bermotor 

(operasional, mobil operasional, mobil tahanan, dan sepeda motor 
dinas). 

n. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 
Komunikasi. 

o. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Fasilitas 
Perkantoran. 

p. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Kepegawaian dan 
Tugas Umum, InteIijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus 
serta Perdata dan Tata Usaha Negara. 

q. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan di Bidang Keuangan. 
r. Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat. 
s. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh 

Kejaksaan Tinggi. 
t. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Manajemen dan Kepemimpinan. 
u. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Teknis Fungsiona1. 

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk 

menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kejaksaan. Sasaran 
program ini merupakan turunan dari sasaran strategis nomor 3, dan 4 
yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan 
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, yang 
juga merupakan turunan dari tujuan strategis nomor 3, dan 4, yaitu 
Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Meningkatnya Optimalisasi 
Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak 
Pidana. Program ini mencakup Penyelidikan/Pengamanan/ 
Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ipoleksosbud Hukum dan 
Hankam, Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum, Program 
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Khusus dan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, serta Pelanggaran HAM yang Berat, dan Program 
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. 
Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu: 
a. Melaksanakan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan 

Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, 
Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, antara lain berupa 
kegiatan: 
1) penyelidikan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi; 
2) pengawasan peredaran barang cetakan; 
3) pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang dapat 

membahayakan masyarakat dan negara; 
4) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; 
5) pengawasan orang asing; 
6) pengamanan kebijakan penegakan hukum; dan 
7) melakukan pemantauan serangan siber. 

b. Melaksanakan Kegiatan Dukungan Intelijen Terhadap Tugas Dan 
Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, berupa: 
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1) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum 
yang mendukung pemberdayaan hukum bagi masyarakat, 

2) melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (dengan sasaran: 
sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi, 
Madrasah, Pondok Pesantren); dan 

3) melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa (melalui media massa, 
media sosial, dan elektronik). 

c. Melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis; 
1) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di 

tingkat pusat; 
2) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di 

tingkat daerah. 
d. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara 

tindak pidana umum tahap prapenuntutan 
e. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara 

tindak pidana umum tahap penuntutan 
f. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara 

tindak pidana umum tahap upaya hukum dan eksekusi 
g. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut laporan dan pengaduan 

masyarakat 
h. Melaksanakan kegiatan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang 
i. Melaksanakan kegiatan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi 

dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM 
yang berat 

j. Melaksanakan kegiatan prapenuntutan perkara tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus 
dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran HAM 
yang berat 

k. Melaksanakan kegiatan penuntutan perkara tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindaj 
pidana pencucian uang, serta perkara pelanggaran HAM yang berat 

1. Melaksanakan kegiatan upaya hukum dan eksekusi perkara tindak 
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
khusus dan tindak pidana pencucian uang serta perkara pelanggaran 
HAM yang berat 

m. Melaksanakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur 
pidana khusus 

n. Melaksanakan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak 
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
khusus dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi 
informasi 

o. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara 
perdata 

p. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tata 
usaha negara 

q. Melaksanakan kegiatan pemberian pertimbangan hukum 
r. Penjabaran lebih lanjut terkait sasaran dan indikator masing-masing 

program dan kegiatan terdapat dalam matriks kinerja dan pendanaan 
s. Melaksanakan koordinasi penyidikan perkara koneksitas 
t. Melaksanakan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas 
u. Melaksanakan putusan pengadilan perkara koneksitas 
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4.2 Kerangka Pendanaan 
Kerangka Pendanaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Renstra 

Tahun 2020-2024 merupakan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang 
dapat digunakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian 
mandat kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memenuhi target 
Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain pendanaan 
yang bersumber pada APBN dalam bentuk rupiah murni, pendanaan bagi 
pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat menggunakan sumber-
sumber pendanaan kreatif Non APBN atau dalam bentuk creative financing 
yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek 
sumber perolehan pendanaan maupun dari aspek penggunaan atau 
pemanfaatan pendanaan. Secara umum sumber-sumber pendanaan yang 
dapat menjadi potensi pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan, 
antara lain: (1) Rupiah Murni, (2) Pendamping Rupiah Murni, (3) Pinjaman 
Dalam Negeri, (4) Pinjaman Luar Negeri, (5) Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), (6) Dana BLU, dan (7) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perlu 
dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tersebut 
akan dilakukan melalui kajian dan analisis baik dari perspektif kepatuhan 
terhadap peraturan-perundang-undangan, konflik kepentingan (conflict of 
interest), maupun dari aspek manajemen risiko yang dapat menjarnin tidak 
adanya potensi menimbulkan kerugian negara baik dalam jangka pendek, 
jangka menengah, maupun jangka panjang. 

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran 
strategi program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah 
ditetapkan sebagaimana terla_mpir dalam matriks target dan pendanaan. 
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BAB V 
PENUTUP 

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan 
dokumen yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Penyus-unan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 
Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik 
Indonesia dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024. 

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini disusun 
sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan 
Republik Indonesia, selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana 
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kejaksaan Republik Indonesia dan evaluasi 
terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

Renstra Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 ini juga 
digunakan sebagai pedoman bagi pejabat Eselon I di Kejaksaan Agung (para 
Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan), Kepala 
Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan 
Negeri untuk menyusun Renstra di masing-masing satuan kerja. 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

j T
BURHANUDDIN 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2023 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2020-2024 

MATRIKS TARGET DAN PENDANAAN RENSTRA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024 

Prognm/Kereatan Sazoraw Program (Outcomel/Sasuan Kegiatan (0«tpu0/Indikator Lokazi 
l'arget Alolual ftialath Ints .plalu 

Unit Organlausi Pe1ak4euka 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2.321 2022 2023 2024 

...--

ICIUM~1.10~11001=1A 
— 

7.070)74 13A160.404 /4.910.157 11,51:4.293 IA. 10B.()28 

ratwan Strategs I 
Irlerttngleamys l'enfeskaadiserte Ajsaratur ggIllogiAn Republik ladnnesur 

tr41ilunnr Kinern Sasaran Strategls 1: 

Persentase aparat. Kejaksaan Republik Indonesia yang ntemiliki sertifikat 
kompetensi danrata u keahlian 

30 40 50 75 90 Badan Pendiditorn dan PelatIluto serta Bab Isepegasratan 

54‘arn‘n Samters 2 
Menmstkornye Uuuntalallias dan litit-arriitas Aparaltir Kelakcsan Stepublik 
tIrd4rtr414 

Indikator Kinetja Sasaran Struielas 2; Jaksa Agung Muda fltdang Pemtnnaan dan Jak. Agung 
Mude Bidang Pengawasan Persentase rtrlen maturitas SPIP Kejaksaan RepublIk Indonesra 80 85 90 95 100 

Persentase ralai SAK1P Kejaksaan Republik Indonesia 80 85 87 90 95 

Persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparatur 
Kejaksaan RepublIk Indonesia 

40 55 75 85 90 

Roma1n4 S•tmr-44 3 
TerauJudreyer Insupe Pettnegstan T1114.14: Pufistur <IMIIIIP 

Indikator KInera Sasaran Sttsteglts 3: Jakss Agung Muda Bidang Intelnen 

Persentase kegatrut yang mendukung upaya petategrthan tindak pulana 
korupsi 

70 75 80 83 90 

Sasaran Stnitegls 4 
Mcnrnakatna t:eI rtioprian h•rryel~1.41 Pe/ill.1 Tlodsle 'id1.111. 

InclIkator I0nena Sasaran Straierps 4.

Persentase pentetesaian perkara tindak palana umurn yang rnetnpunyai 
kekuatan nukum tetap dan telah dieksekusl 

90 92 95 97 99 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak PIclana L, mu rn 

Persentase penye1esaian perkara Undak pidana khusus yang mempunyai 
kekuatan hukuin tetap dan telah dieksekust 

70 75 80 85 90 Jaksa. Agung Muda EtIdsmg Tindak Pidana Khusus 

naustran Ibruasgs S 
Meningk&n:m1.4o4r-rubedlan Aset kinn Krrutisn ",.114",

—1 

' Indikator Kinena Sasaran 8thilegs 5. 

Persentase penyelarnatan dan pengem5alian kerugian negara melalui jalur 
pidana 

75 78 80 82 85 Pused Pemuliban Aset 

Persentase penyelamatan dan pengemeedIrut keruglan negara melalut jalur 
perdata 

75 78 80 82 85 JakSil Agung Muda Btdang Perdata dan Tata Usaha Negara 

%11.11.1111 5'XOt"111C, 
OtIrJJLIAINa ,Ipt:5114.11111 klitels Aparatur KeIrtksnan 

Inclikator Kinera Sasaran Strategte 6: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Bad. Pendidtkan 
dan Pelatihan, Kejaksaran Tinggi. Kcjaksaan Negeri, dan 
Cabang Kejaksaan Negert Persentase satuan kerja Kejaksaan RepublIk Indonesta yang berhasil 

menerapkan sarana dan prasarana berhasis teknologi informasi 
60 65 67 70 75 
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Propagantagiatan Saaaran Provam (Outearna)/ Sa+aran Keigiatan (Outpu0/Inakator Lokasi 
7 arge Alalrael Idalam jatta rsiplake) 

Unit Organigast Pelakaana 
2021 2022 2020 2021 2022 2023 

AAAAnln Prainaz 1: 
Irleram(kffinsyrr Kashbea Gan KtInataaa SOM aparnear hrjalrasan WrpublIk 
Indoneala 

, PUlkol dan
Darrnh 

Indikator Kinerjtr Program 

Persentase SDM Kejaksaan Republik Intionrunn yang telah memilan aertlfikat 
sasuai standar kompetensi 25 35 50 75 85 

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian), 
Jaksa Agung MudaB1dang Pengawasan, Badan Pendirilkan 
dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan 
Cabang Kejaksaan Negerl 

Persent se pejabst Lru ktural sesuar kvmpetensi 50 65 75 85 95 

Persentase satuan kerja yang telah memenubi jumlah SDNI sesuai kebutuhan 60 70 80 90 

Intirks protesionalitas ASN kejaksaan Repubbk Indonesia 70 80 85 

Indeks NSPK manajemen ASN (Peratu ran PresIden Nomor 116 Tahun 2022) 80 85 90 

An.uun Pmcran: 2: 
McningkernyiaOptirraikaaal RtIdd tlailN Ar.gprun ticlakfwin PrliullAk I 040fies/ht 

1'u.. (lan 
Burreh 

Indtkator Kinerjo Program 2 Jaksa Agung Muda Bidang Pembeman Ihkro Pereneanaan), 
Jakss Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendalikan 
dan Peletlhan, Kejaksaan TInggi, Kejaksaan Negerl, dan 
Cabang Kejaksnan Negerl 

IndIkato Kine Ie Pelaksana Anggaran (1KPA) 93,70 4 

'Lnaaran Paainus 3: 
Men Ingkarma lisrall taa Refortan nr Mina rant KeIals saan ki 

Puaradan 
Damali 

Indtkator kine Js Program 3 

onarrh sa uan ketja yang dltrtapkaut szinsgan satuan Iteror WBK/WBBM 20 30 45 50 70 

Vaannrin Progrrars 4: 
MC.111110.!YIYA ... 1[111.4IDA.111 ki/nr, I 0. liA1/11.,~1,1 larr bnsts T1 

Niara dan 
Darnafi 

Indlkator Kinerjs Program 4 Jaksa Agung Muda Blelang Pemblnaan (Pusa t Data Statistik 
Krumnal dan TeknologI Informash, Badan PendIdikan dan 
Pelatlhan, Kejaksaan TInggl, Kejaksaan Negerl, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri 

Persentase kegiatan yangdiaelesaikan sesura dengen 1 Mwderplanliejaksaan 
. 41, un 2020-2014 

14 30 50 75 95 

suam*Ts F6egt.:, 5 
Menhatkatnya Isarrkr. alnal I Penyelesmarandan Ptlaufihnn Arr.t 

Poserd.ro 
(lortull 

rorllloa,llon Kineria Program 5 JakSEI Agung Muda Bidang Pernbinaan (Pusat Pemullhan 
Aset), Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan TIng,gi, 
Kejaksaan Nerri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

Persentase penyelesalan penyelamatan aset negara 85 87 90 92 95 

tillfirtiti Progr arn Li 
Mestinakalnya Krproadran Permingku Listircntragror, Terho lap PetryeleasIan 
•,emelrutirrous dan Penrulihnn Aner 

Ptisar ann 
rl,tr-rah 

ndikator Kinerja Program 6 

Sasaran Prograrn 7. 
Met, Ingkal nya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Lu Etr Negeri 

Pusat chm 
Daerah 

natiltatur Liatenn es ..:igruin 7 

Persentasi penerbitan reguLasi dan pelayanan hukum yang tepat waktu 80 90 
Jaksa Agung 1,2 uda Bidang Pembinaan (Biro Hukura dan 
Hubungan Luar Negerl) Kejaksaan Tinggi, Kejakaaan 
Negen, dan Cabang Kejaksaan Negeri Peraentase keherhasdan terjalinnye kerja sama intemasIonal dan 

mtarlembaga 
90 95 

%alaran P•minnt. A 
Meninglugum. KutudiUtfir Muk hualdut Saninn dan PTZMIWW14 vang 
Metehrkung krnerja Kejakaaan hi 

Indikator Kinerja Program 8 Jaksa Agung Muda Etclang Pembinaan (Bim PerIengkapan 
dan Hum Umum) Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan 
Cabang Kejaksaan Negeri 

Meningloanya kuantitaa dan kualhas sarana dan prasantna yang 
mendukung kinerja Kejaksaan Repubtik Indonelia 

Saiworan PrOVIM 9-. 
Men tradannya reetIll PcoyeleoggranKrn :rita liG1.12 AION 

InclIkator KInerja Program 9 Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Puaat Pemullhan 
Aset), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. dan Cabang 
Kejal, saan Negen 

Indeks progelelaan ase 2 73 3.00 3 20 3 5 

S411.11,11 F.,,,,M1 II(,: 
!..irrhin..Fiktmlm, Ter.10 PrAlyAkAigiArann PrmAndmui Ilgrang Hun .hul0 
Pr affimmom 
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Program/Kegiataa Saaraaa Program (Oureems1/Saaaraa Kegiataa (OutputUladlliator Lokaai 
Targat Aloicut (dalem jma r• pia/1: 

Ualt Organiami Pelalmana
2020 2021 2022 2023 3024 2020 2021 2022 2023 2024 

I ndikator Klnerja Program 10 

IndekaP111 ' -,-,a0 $_:, tio JAI•i,A. All/Alt V.Vitin Balaret Penthittann laro PctireekAinanl -
Selaran Prograuu I E: 
Mcninggrente AkuntebUltas Ketakman RI 

Puzu den 
Daerah 

Indiketor Kinerja Program 11 

c>pini Hasil Pemeriksaan BPK RI WTP WTP WTP WTP WTP Jaksa Agung Muda Pengau asan. Keta ksaan Tinggi, 
Hasil Penilaian SAIDP derl Kementerian PAN RB Ei BB BB A A 

Maoanut Priapern 12,
Meningketnyn Intrkime Apamtur Krjakseen RepebtIk Indoneetu 

Ptleot rtnn 
tekerert 

Indikator Kinerja Prograun 12 Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi—, 
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

Jurnleh ASN Kejaksaan Republik Indonesiayang dignuhi hukuman digam 300 250 200 150 100 

Btasenert ProgMrn 13: 
Menkorriernyer liagabilltaSAPP dalam Penammern Intem 

1.1.ruddan 
Daerah 

- 

Indikator KInerja Program 13 Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

Indeke eweabtlitas APIP ttACM1 - 3 3 

tieennan Progrem 14: 
Mentrtakanye Efelcriv(tas Prektik Pengendalian Intem pade Kejakseen 
Imuhlik Indanram_ 
Indikator Kinerja Program 14 

Indeks maturitaa SP1P • Level3 Level 3 Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Tinggt, 
Kejaksaan Negert, dan Cabang Kejaksaan Negert 

rieSanut Program 15: 
Terrelensgarmris Kejaksaan Republik Indonesta sebagel Zona Integrites 
Menulu Wilaynh Bebas dart Korupai(W131Q dan Wileyah Birolcrasi Beurah dan 
Mnin1m1111W1301.11 

lealikarm 3inrria Pnarram 15 
Persentase satuan kerja yang ditetapkan sebegai satuen kerja WI3K/WBBM 60 70 Jakso Agung Muda Bidang Pembinean (Blro Perencaneent 

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan 
Negeri 

"111~ IMIS 1 urt t 12.344 12,1140 

i 

11.3S3 Pask~allaa~fenktireal~~ineipa.Pirth~e litliona,SuPsliensa 
dlliia iihibt~ Lasts 11~, Penrakpra 111~ lOopehalk lidon~ 111 Litrzt .aipti sina 
hirris~ iliz Dahlakuilmllbilow glia 14.0e kima Illehaa 

,i/mnin knanLion, 
Arnetigurraye Pelatrieunaan acatitatan Prlaymmn Prerimmnan es triengan 
'ersturen Pereaderal-undeagnn, PritIMIstutgen tiukurn, K,raa 3unna d.on 
dutnangen LUat Ne gerl. 1011/1 F¥1111..~1r1 don Dokurrwcaear Ilukturt den 
Xerje Uatme I tri kum 

Puw I 

indikator Kineria Keglatan: 

Jumlah layanan penelaahan, peraneangan perundang-undrutgan oan 
perUmbengan hukum 

1 1 1 1 I
rkto Hukum dan Hubungan Luar Negeri serta Nra akdar7".
Kejaksaan RepublIk Indonesia dl Luar Neged 

Jurnleh layanen kerjasama hukum den hubungan luar negeri I 1 1 1 

J umlah layanan perpustakaan dan dolcumentasi hukum I I I 1 I 

JurnIah layanen hukum pada petwaldlan Kejaksaan Republik Indonetas cli 
luer negeri 

I I l

-i 

1 

Jumlah layanan perkantoran perivalcilan Kejaksaan RepubUk Indonesta dt 
luar negeri 

1 1 1 I 

limmgagraira 4.1 Kabdiaseala ItepuldEr ladmmada 7:1J121 I !3.5i3O :14.104 114, 190 i 1 4,6:40 ParaMmaas taa Pemadoriame 

3aaatan ftegaVan 
»etlIngkony• Keireuen Pentbamen dan Pengekaerrn Kepegswelart tti 
Kcjakmar, Republik 1ndoomi1 

Puset 

Indikator Ktnerja Kekpoiart: Biro Kepegawalan 

.1w:rdah 4W1‘,44, 411i4ini 3, 1...3,W,..W.T. 1 I ~ 1 I 
ju~ ana1,,, n pengerrittonsan kepegowatert I 1 1 

.!tunIrth laraoan ke:,artgka'ao dan mutaal Ite~ anian 1 I effiffil 
lumlah lav aniul L, r.berhennan dan,rn alan 1 1 1 1 1 

Peraldsmaa PfflogaiolmalCfflueiptalWalreaalierellOr 1~81Iiii - 462..13 492.260 511.550 532.423 553,730 

— Murarrel keionum-
Nkt1111~1‘116dat1 N111~ PCP,~ linuangat: kcjakatton 141 

N.1 

Indikator Kissseja Krgiatis,lX 

Jumlah luyanan mn:bendaharaan 1 1 l 1 Bin, ,,•, K. 
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Program/Kegiatan Saaaran Program (Outcornal/Sasana Ke1lataalOcetpu0/1.1dikator Lokaal 
tarri« idoloal Idadadapdta ropiald) 

Unit Orgmaisast Palakaana 
2030 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

.Iumlah leoneam t~t1.1.fl dan plutana rif talnl 
Jumlah lam inaart friak naan pekegratan oggunaan anggaran PNB P 1 1 1 1 I 

Jumlah lasnnan akuntansi dan peluponin Itruaman 1 1 1 1 

. .a)oitan umum Icrtuu4an 1 1 1 

.aen n a n trrkantoran 1 I 1 1 I 

erddr-44.41, ya.aig atabpau Pea~daa Data. Nalruituana Raanuaa Alaig.f.811 dlla PTAVIlal Karja. 
PdmaatIluda. 44a Zvalaa.4. Prtgalabaagan Orgenbabal dd 4 Tata Idlulana derta 1, 4:1111~1 PI4advadkaas 
PIWIMin Itskadosaal 20dimal lidirkaaan lt1 

11.297 11,738 14208 12.1)96 1.1_204 

~/1111 keyjahitt: 
'44dinikidnye Kradatan Petaneanaan yang mellputl l'engrtblaan biata, 

eryuitunan Reneana Antadsran ttan PrOdram Kedu. Pernadttidudd dan 
Itt,a.klaM. PeneembarMan Oraanissal dan lain Lakaana sealei rldalf111,14 
Ptlit10001111.11 PrODIMI 04401rdaal Blrottrital KaMkattan 91 

Punat 

--a 
Indficator Kinerja Kedaann: Biro Pereneanaan 
Jumlah lavanan peu gelolaan data 1 1 1 I I 

Jumlah laynntat petlyusunan renctuus troggaran dan progrnm ke rja 1 I 1 l 1 

Jumlah layanan peruardeuen dan eyaluas1 I I 1 1 1 

Jumlah taynnan orpnateuti dan tata laksana I I 1 I 

Jumlah layarun reforrnas1 birokrast I 1 I 1 

Persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapat 
lendanugnaan_OrtubtaatUrtar kmainizarltaiine.ntuu '.'11-92t.LWRiM 

35 ao 60 70 80 

Atallialargels~n~aa darang 4 Jada. ala-~a I. ramwdaten 544dag/Jrdt dan Peardakad 7P,1941 28,411 29" 30,400 14.050 
iltasatmasadassifasaagla.111.11 

all 
ro.4.~. pmati al Maglamaaaa Radeltarca Republik tadmasta amda 

•Jattaran 1,g14.5tar. 
antladlcatnya Itegatrun Anultala Kebunthom Progadaan Barana dan Juss, 
NtaRilidakan Pangatlasn BananaiJitas tamt Pengainitiati serla Prnattontatuun 
41«afie 1441k Mern, dt Langlaundan Kejakaaan RepublIk Indeasrata 

Vuw.IT 

Indlkator Kinerja Keduttnn. 

Jumlah lavaaan kegiatan anallais kebutuhan I 1 1 1 I itoe PerlengImpan 

Jumlah 1avanan pengad aan I I I I 

Jurnlah laoania: pragloIaan berang mIlik ne3nr, 1 1 1 

.lum1ah la . ;.e.e. .1.- .. .., ,.,. .,, I I 1 J 1 

1.44uyaaad IC.tatenzahula Jaka• 
Plaaplaaa, Kpaidaddla, Kabohetaa 

111.1 OULLIL Xepestakellas daa ~11*114111 6.1,38a 67,a Srt 68.6% 69,300 TOMO Agaar.. Wide0 J.  Aga ag. 
daa IN4a14adad RalkanGlidrt• lIarsdaal. Yadeldidd 

..asutan aegauarj 

34enindluantz Kegnatan Peleassnaft Kesalatuanharto Jotkais Aptig. Wtt:d1 Jakma 
Agung, 9:af Abli, Kr piegokulan dan Kranuman Ptropmart. Kennanan, 
639tehatar. tlan Rembintain RIthat14, Retta linrurnah tsttauan 

Pusa I 

t 
Indikator arrens Ketsaaarr 

Jumlah tovorms tata usaha umum dan pImpino o I 1 1 1 t Biro Umum 

,Iumlah Invnnw, protokol dan persprrnntuel o mptnan I I 1 1 

thtmlah laraudn kearnanan dalam 1 I 1 1 1 

Jumlah Javanstn k roepehatan dan pe binaan rohani 1 1 1 I I 

Jumlah lausnan rumah tanaito 1 1 1 

Jumlah laennur: 2.r, lain..,Kith 1 I I I

Pastraba.a.n Dald. Eda:101k Kriednal Panadedua Nalria~a Taled4~1 187, • 4 1 fi2,51; /0,1,000 1i7.1.1d) ,00,fJ00 
— 

•arld 

r 
'iaratran htipuldill 
MeeandlcautylKegtiaan Pendelolaan Data. 56Mtalk Knntusil Fer ak Penerupan 
dan Reagembaapan Telenalosp I nlorrrtata 

rstaa: 

Indlicatoe Kinerla Kr illi ,
Jumlah tavanar, protnoulaan data dan statlauk ktu ranal 1 I I I I Pusat Data Stanstik Kriminat dan Teknolow Informasi - 
Jumlah layartan pe,,,,, i,an dan pengerntrmgan teknolog, .n formasi 1 1 I 1 1 

JumItth layanan r.- kxnu.....1 1 1 I 1 1 

Persentase satuar, kerja yang menagunakan CMS dalam rangka 
mplementasi SPPT T1 

25 50 60 70 80 

ilakaan J.513iji .I.7:75 2.9:30 iltratedidaltjaltaaPradagakaa 

:Sonantn ardatern 
4entagtottnjaKridtaan 9trategi Xertekklam Penedpkat, Hu kmo 

! 

Indikator Ktnerja Keglatarn 

.6.unIah layanan prograrndan evaluasi 1 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan 
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_ 

progranijKagiatau 8azaran Program (Outcorru4/ 81Bsaran Keglatan I Outputj/ Indikator Lokaai 
7 atgef Alokaal (2LaIan. jura nap1411) --, 

1.1a1t Organisasi Pelaksukna 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

roclaglaatza 1.4.~czna To14.14ranaanlugaz P.1.41. dan VJgninou1LIM 4$ Wilarah 11.1 n 100 

., usren 11.egiAtAn. 
Tertikaahanym lOrgettran Pertgaamwen nnud Prdaletanatan Tugas Ruim dan 
VtinbangunAn Srajtriiir Ilruad li.ciAlr.wan 14colnemitan Peraiuran Peruadang 
undanp.o dan Kettaitkauwar, yang Ihenapluut eirh ./4100. Agung 

Pijaat 

Indikator Kinerja keguetan 
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diandaklamjun dan 
diselesedloin terhadap penyalahomnaan wewenang pada wilayah III 

12 12 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan TInggi, 
dan Kejaksaan Negerl, 

Palekew.uaTn,p.• Paltsk dwis Weoneadag dlltrilayals lAt 22 I011 11~144... reugaweill• 

'-iii.M. Kl[lAU•in. 

- tlIakiartorrro 8.417otan Panieralesan atas PelakaUf141/14 rugue R.,1 11 44:1 
Prmhanguntan Setinia I,Onad KqdqaartBerdaqatican Penoturan Perundang. 

Sabijairroduasa 13L1dapilom Agulq 

Pusat 

Ididaagan dan gang okb,Ja)ieat 

Indikator Kinerja Kegiatan. - 

,fornIab laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjun dan 
diselesafican terhadap penyalahgunaan wewenang padawilayah IV 12 12 

JaksR Agung letida Beinna Pengawasrtn, Kejaksaan Taw,,, 
dan kejaksaan Negen 

8.1alumiami Tugza Poknk 4aa larnrawkag /11.0/1.147ah V 22 10(r P444ngkatan Paug.4,..• 

:;asanin keeduum, 
Terlakoananya kquatun Panaannnom Pelaloattaan Tugwe Rattn dan 

Pusat 
aoss 

Pernbangunau Nemoa Unaur Kejakaaan Beedeautderut Peraturazi Petundong. 
qnd..uxgan dac Krbibokion.r.um yung VItetapkan oL...h Jakom AgUtla 

Indikator Kinerja krgadan: 

Jutnlah laporan pengaduan masyarakat yang dttmdaklanjuti dan 
diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang pada wdayah V 

12 12 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan TinggI, 
dan Kejaksaan Negert 

A2cauts1,211.4 /4••••••• okle JAkr Agnag Illu44 PrAggrasale, k2 140 180 200 300 

i. 

Prffig....44.14 

,i43111141111 krauttan 
Meningkettsty« Opluruntsost pratkaannem anaguran yong altuntated 

Pusat 

Inclikator Klnena Krgsnon: - 

Persentase keglatan pengravasan dl bidang keuangan dan aistem 
pemantauan selurun Kejaksaan RepublIk Indonesia 

50 60 70 80 90 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan 

r•.14•11•11.11. Aiatrxwt 1f.,14knaan u141., J.ka• Ateati Muda reragle.r.a.u. 1.03'J 4.073 4.1.15 4.408 .1 %1 

- 

:•Mounin Krijoan,

Meoinlikarkva loitaum iknOw14~ till ffidimil ke2e811,4Unn dat, 7 toput 
1.3mara, InTersjim, TIndak raltena tramm. Tlinfiak Fldano Kh,i4u+. neftir Herdnia 
clan fient tholsa Neanni 

Pusat 

Indlkator Kinena Kralettan: 

Persentase kegIatan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum, 
intelijen, tIndak pidana umum, Undak pidana khusus serta perdata dan tata 
usaha negara 

50 60 70 80 90 Jaksa Agung Muda Bldor gPengawasan 

Fortgearetra Aparatar 84jakeisam c441t Mdahaaan Tling48 dau 1,14141.4.•44 21ovel "..n.g tierdapat Cthang 
kojake•An Nntrr1 

r 

7 .8".+9 i 3 7, A 1.5 ni I Yi i 7 r861L 11,747 

!*umulffin kAgivinn ' 
rtlealnaludnre kegida~ Pciigase8iaii. Aparatur Kajaksaan Oleh Maksacm 
•rtrw» 

Dierah 

Indikator Kinerja Kegatan, 

Persentase kegatan pengawasan apandur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tmgg. 
dan pengembangan sistem pelaporan, penilaian dan penyusunan program 

50 60 70 80 90 Jalcsa. Agung Muda Elidang Pengawasan, Kejaksaan Tinggi, 
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negen 

:,ayanan pemeleharaan tliRtern intormaai pada bidang pengawasan 1 1 1 1 
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P, r4/..../K.Ifi.t... F, S."..° Prelf,..10<antm01/Sanatan Kegiatata f Output1/Indlkatot Lokeal 
Tnr4.1 Alnkral {11.1ant ja a rupia ) 

Unit Organinani Polaksana 
2020 2 021 2022 20 4 2020 2021 2022 2023 2024

1--

tretrunitan klanarientro. aran Dalkanian Teknin Lattt nyndlJnIsaAfong Mada Prng•warnn 1,1112`„? 15.9V: in.40 lb.864 1/ S44 

tialanen Keggitan• 
MernInglostosa Kegutteat 1Ju1cungtlo 1Siunlynlro dan Dukungan tekrna 
Idunnya pada Jaksa Agung kluda R3d4r4 Rengsafrasan 

Pusat 

Inchkator Kmerja Kegfatan 

Jumlah layanan dukungan manajemen Ese on I 1 1 1 1 Jaksa Agung Mada thdang Pengawasan 

jurnIgh :., .., .111 ..', ii:,, ,,  .{,, 

Panylaaaggasaaa 1....oftIdikos daa...datikaa Tekrua rmi«.1.04 
MAY74 h7,4tera 125.34? 92_1131 101_1411 

nuf Krguni111; 
Meningkainya Apwano Kejalcsaaa Republik Indoneaia yang nxenglkutl 
Penfildikan dan PrJt.tiltnn (1)11dat) Teknis Fungsional 

P.sst 

Ind Ikator KInerja Keglatan 

Persentase aparatur Kejakaaan Republik Indonesia yang mengiku f diklat 
eknis fungelonal 

25 35 Badan Pendidlkan dan Pelatthan 

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikutI diklat 
pemulihan aset 

23 35 

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indoncsia yang menglkutf diklat 
terpadu UU SPPA 

25 35 

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikun cliklat 
lingkungan hidup 

25 35 

Jutolah aparatur Kejalcsaan Republik Indonesia yang mengikuti diklat 
pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa 

600 

af-atase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikutl dildat 
siber (dasar, lanjutan, dan terpadu) (mendukung mujor project) 

25 35 

Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikutl sertillkasi 
dalarn pelaksanaan Security Operatfon C..enter (SOC) (mendukung mujor 
.nr0,11 

25 35 

Nnt-dlanizirntinal..n014,1ann .1-..» da Kepaadiagdwart 12 7M18 115,76g . Pnintitotnt.I.1.11.,(919., f 

S2.14.71111 Ilegletaa 
hteninglogart Aparaeu r Keynk saan Pep iblik IndonealllYahlmengikuti Diklat 
Mani4rmea dan Kepemkpapinen 

Phaat 

ndfkator KInergi Nrglalan 

Persentase Aparatur Kejaksaan Republik Indonesfa yang mengikuti dildat 
manajemen dan kepetnImpinan 

25 35 Badan Pendidlkan dan Pelatihan 

Reeyabfaegge~ reaullifikra dmea Palattbali • asmu>45 2915 7a 1 :31.111,41e17 

51)saran hefpataff 
". erlakaartozwa ~anan t'llidnilluin dan PeIallban 

nclikator klueda rgicuan 

Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan 

_... 
Badan Pendiddan dan Peladhan 

Kesekretaxtatlif Realan Pethaktfli,u) fhtet relatagan tvaotuaan kupaboof Incion,fe. 1 Xf..e_11 1)IfRlJ lat,EISG ;42.*0 1 i 11.1),70 

wiffi...h.r. N, g1.1. 
!derangkatnya Kgpatan 1.415,111111, Kraeker•anabin Hadan Pendidikan dan 
Pekelhan Kegikaao.e RepablIk ladonefas 

Pusat 

Indl tor Kineda Kegiatan: 

Jumlah hefsnan dukungeth munaiemen Eaelon I l l l 1 t Badan Pendidikan dan Pelatihan 

utnInh laM...0 sarana dan prtuotnala internal 
umlah l.rxrriiin perkantoran 

PROGRAIII FEWEGARAS ill/ktrIl LIMIPU.ATAMAit nurcune su0./14 1.371_,10 1.7.1.111M7 ' ," 9" ,7 f1 1 ltl,0 822 

Efinsarun Program I 
i Mentrajkailhat Peha .41.1t ,  lipeetag I nrehjen yong BerkattAn aragan Driung 

1:e1,4 1111). PalInk, Pernhafam dain Ernnuman 
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Progrant / Kegtataa EMeara. Prognam (Ouro omM/ Illarraran Keglatan I Output)/Indikator Lokatol 
Torgot Alakaat Ofalamjata naplok) 

Unit Otganifful Pelalufana 
2020 2fY21 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Indlkator K.1nerja Nognarn 1 -

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitart dengan Indang 
ideologi, politik, pertethanan dan keamanan 

10 15 20 25 30 Jaksa Agung Muda Bidang 1ntehjen, Kejaksaan Tinggh .
Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Neger1 

Persentase Pelaksanaan terhadap Mojor Project peng-uatan NSOC-SOC dan 
Pembentukan 121 CS1RT 

40 60 70 80 90 

Satanal Pr gyom 2: 
MenIngbutnya pelnksangeM Openeat Inleft}en vang herkifittin deogra t•Id orie 
falibigill budaya dan 1,5.111WETRTILklIMS1 

1ndikator Kinerja Program 2. 

Persentase pektksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang 
sosied, budaya dan kemasyarakatan 

10 15 20 25 30 Jaksa Agung Muda Bidang Intenjer, 

9ustertm Progsam 3. 
Merdfigkouryo pelakaanaan OperaM 1nt-liten yfuuf herfaallmn drappan teklang 
aMistora dan laruangan 

Indlkator k truma Progrrun 3 

Persentase pelaksanaan operasi Intelljen yang berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan keuangan 

10 15 20 25 30 Jaksa Agung Muda Bldang 1ntelijen 

Saaaran Pmgram 4-
Mealtiglatif yie kegialate Ponaternanatt Pernbamp.tnan STrateelels 

Indikator Ktnerja. Prograrn 4: _ 

Persentase kegiatan pengamanan pembangunan StrattgIS 
50 60 70 80 90 Jakeur Agung Muda Bidang Intelijen 

3Maetan Prugnem 5-
Mantnikati oya operaft itue.81en yungtwtkattan deagart ieknottuti It t n-n-,,,, rhuo 

produkal iner-11rea 

Indilcator Katerja Prnr; tun 5: 

Persentase pelaks.anaren operast intelijrn yang berkattan dengan tr.knologi 
informasi dan produksi int elete, , 

10 15 20 25 30 
Jaksa Agung Mada BldangIntelijen 

9111.111Erin ProgrOm G,
Mrntogirampahuoluartion kutentato pruyalullial ain geno.ungan r:L ttuu: 

— 

IndIkator kinerja Pmgrarn 6. 
..: 

Persentase lembaga/pihak yangdtheri penyuluhan dan penerangan hukum 20 25 lf', 35 .10 Jaksa Agung Muda Bdang Tindak Pidana Umum, 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri 

Saseinue ~secn 7,
Mcalregkarreytt kepoaaan penfanglna kepenimgan ter hfutap legettgleure 
pettyviulnen dem prmrsumpar.hukum 

Indtkator KInerja Pratinkin 7: 
Indeks kepuasan pernangku kepentIngan terhadap layanan penyuluhan dan 
penerangan hukum 

35 40 
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak P1dana Umum, 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negen 

Stuttan Prognent 8: 
MeningIneur..a Pearlestrian ptIllOil~ Ittlifate Tlettek. h£1,1114 Linurn 
firtienly befdastukfra, kerfdllan rettetallt 

Indikator Kinerja Prograrn 8: 

Persentase perkara yang diselesalkan berdasaran keadilan restoratif 30 40 50 60 70 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, 
Kejaksaan Tinggl. Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri 

flaaarein Pmpant 9: 
lalestengkeetrepe kus,fillm PrPr7e.wokr• Penonganwn Iktkar, "firelak Fid.111. 
UOMIII 

Indikator Kinerja Program 9: 

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga 
Prapenuntutan 

75 80 85 90 95 Jaksa Agung Muda Budang Turdak Rdana linturn. 
KejaksaanTingeth Kejaksaan Negeti, dan Cabangliejakrocan 
Negeri 

Persentase perkara tindak plduna umum yang diproses hingga Penuntutan 75 80 85 90 95 

Persentase perkara tindak pidana umum yang tn kracht oan geunisde 
(berkekuatan hu.kum tetap) yang telah dieksekust 

75 80 85 90 95 
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Progrnm/ Kegiatnn Sasarn n Provam ( Outconun / Snantan Kogiatan (Outpull/ Indl kator Lokasi 
Tarirld 001.1con9 (4.1am juin ruplaln 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
Onit Organisnai Pelaluanne 

Seaaran Progrom 10 
heardneeitutrrret 1.11(naion ingsnaralaW imtnannp 1411 Il11.1[1 iltilklitt tiihdla 

beereek pedana umum 
_ 

Indlkator Kinerja Program 10 

Indeks kepuasan masyarakat terha.dap layanan hukum bidang tindak mdana 
11 1TIUM 

3.8 4.2 Jaksa Agung Muda adang Tindak Pidana Urnum, 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan 
Negeri 

SSeeran Program 11 - 
PienIngetatnya Penyeleaalan Penanganan Perkarallndak Pidana Korupal dan 
TPPU areara Transparan, Akuntabel dan Profesional 

Indlkator KInerja Program 11: 

Persentase tindak lanjut laporan pengealuan rnasyarakat 70 75 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khasus, 
Kejaksaan Tinggi, Kejakssan Negeri, dan Cabang Kejaksaan 
Negen 

Persentase perkara tindak pldana korupsi dan ttneak p(dana pencucian uang 
yang diselesaikan pada tahap penyelidikan 

70 75 80 85 90 

19ii71.111.r ilrl icnn, undak pdanakorupsi dan tindak pidana pencucian uang 
yang dIselesatkan pada tahap penyklikan 

70 75 80 85 90 

Persentase Perkara tindak pidana korupsl dan tindak pidana pencucian uang 
vang diselesaikan pada tatudt oraprau I: tutan 

70 75 80 85 90 

Persentase perkara tindak pldana korupsi dan tentlak pidann pencucian uang 
,,ng dIselesalkan nada tanap L,f fl untutan 

70 75 80 85 90 

Persentase Perkam tindak Pidana Korupsi dan tindak pldana pencucian uang 80 85 90 95 97 

Persentase pengemballan keregian keuanga.n negtua melalui jalur pidana 
khusus 85 87 90 95 97 

Naramn Program 12: 
meniagkaun 1, Penyelesalan Penanganan Perkara Tindak Pfdana KhUens, 
(1.tpabln. nnn. Cukai dan Pajak) dan TPPU secara tranaparan, akuntabel dan 
plok-sional 

____ 

Indikator Kinerja Program 12. 
— 
Persentase perkara tindak pldana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan 
andakpulana peurucian uang va ng dIselesalkan pada tahap pru pen I I ntuten 

70 75 80 85 90 
Jaksa Agung Muda Bidang Tindok PIdana Khusus, 
Kejaksaan TIngtel, Kejaksaan Negerl,dan Cabang Kejaknann 
Negeri Persentase perkara tindak pidana khusus Ikepeneanan, culea1, dan pajak( 

dan tindak pi(Inna pr ncucian uans yartg diselesaikan pada tahap penuntutan 

70 75 80 83 90 

Persentase perkara tindak pldenakhusus (Ittepabeanan, cuked dan pajak) dan 
tindak pidana pencuman uang yang tekth dIeksekusl 

70 75 80 85 90 

Sdeetrien Progten> 13 
LInsensuis penuntaaan Perk.ara Pelauggaran HAM yang berat dengan 
tiananaiyalg ietludt 

Irdikatar klarria Pregmn. 13. 

Persentase penyelesatan penanganan pelanggaran HAM yang berat 70 75 80 85 95 
Jaksa Agung Muda B:dang Tindak Pidana Khu.sus, 
Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri 

Sameran Progrant 14: 
P•rholkan Tata Ketola Admndstraat Penanganan Perkara findak Pidana 
K.nupou dan Tindak Pidana Pencudan Uang, Tindak Pidana Kbusuo 
(kepabranun, etnau lan Penuk I danTindak Plekala Pencucian Uang Berbasta 
1, kno)rin Infontasal 
Indlkator hmerja Prolpant 14.' 

Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan 
perkara tindak pldana korupsidan th.clak pldana pencuuian uang, Undak 
pidana khusus dan tindak pldana penencian uang secara orthne di seluruh 
Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Neger1 

ao 50 60 70 80 Jaksa Agung Muda Bidang Thainir Pidana Khusus, 
Kejaksaan Tinggf , Kejek~ Negeri, dan Cabang Krjaksaan 
Negeri 

$aseuen Pragram 15 
Meninglactnya keeterhaoken Bertyrtmaecn herimm Prsdata dun 7arr. Ueaha 
Neatera 

Indikator Kinerja Pragram 15: 

Persentase perkara perdata yang diselesaikan meadui jedur litigasi 70 72 75 77 80 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata clan Tata Usaha 
Negara, Kejakstan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kcjakman Negeri Persentase perrkars penlata va,Lg diselesaikan melahnikdar non Inigoni 70 72 75 77 80 

Pereentase perkara tata usaha negara yangdiselesalakan melalul jalur htigasi 70 72 75 77 80 

Persentase perkara tata usaha negara yangdiselestuakan melalut jalur litigasi 70 72 75 77 

,.. 

ao 
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Program/ 1egistan Samunn Program I OutcontaI/Sass an ran Kegiat Output ka)/Indi tor Imka si 
Targa<  Alnkant Ialmajtnts: rap InhI 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
Unit Organlaani Pelaksana 

Sasornn Ptagrunt ltx • 
MenIngicAtnya 1-Sotgrottashan herualan hr aransm Siegma Idelotal Julu, 
Penlata 

. 

Indlleator Kinerja Prograrn 16: 

Persentase pengembalian ketmglan negara melalui jalur perdata 75 77 78 79 80 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha 
Negara, Kejaksaan Tinggl, Kejaksams Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri 

Smoaran Pragram 17 
Me~1)1. , Pdakscuman kelkccan Pesurerran Pertim,umgan Bakum. 
PeIsymun Ifukum dan TIndoknn Ilukum Lssin 

_._ 

Irdnumn Kinerja Program 17: 

Jumloh kegialan pertimbangart hukum, pelayanan hukum dan enrialum 
hukum lain 

969 969 969 969 969 Jaksa Agung Muda Batang Perclata dan Tata Usaha 
Negara, Kejaksaan Tinggr, Kejaksaan Neged, clisCabang 
Kejaksaan Negeri 

Saaaran Pensmun 18 
16rnmstimtnjw Keptunan lAmernrokal Terhads4 Lotirorrntrr 1~ 1.1.1101m1
lin Inun. 

Indikator kinerja Program 18: 

Indrks keptrasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata 
usaha negara 

3,9 4.0 Jaksa Agung Mudo Bortang Perdata dan Tata Usaha 
Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksarrn Negert, dan Cahang 
Kejaksaan Negeri 

5.4111ri 1.111011M 19 
Menawksimn knioutan KenmdMara Trhnts Per:itntutan Yanit Ullnkaknr: 
rmllunn 

Indikator Kinetja Pnagram 19; - 

Jumlah kegiatan koordinasi teknIs lassurance, onnsuttotrue, peneegahan 
,fiond, monev dan peopnrun) t rhitp penindalean 

15 50 60 Jaksa Agung Muda Bidang Ftidana Militer, dan Kejaksaan 
Tinggi 

Jumlah kegiatan koordinast teknla (assurance, consultative, pen< egahan 
thard, monev dan pelaporan) tahap penuntutan 

13 50 60 

Jutnlah kegiatan keordinasi teknis (assurance, consultutme, peneegahan 
frocol, monev dan pelaporan) rahap eksekus1, upaya hukum luar Itilasa dan 
eksaminasi 

10 25 35 

flasoron Prnararn 20 -
Mentogkonlya Penyelmonan Iinumgoman Perksru Konekallas (Penyelollkan, 
1.theldIkan. Pcnuntumn, Kkselnuol, Opnyn i4ukura. dan 13arana Ruktf1 

Indikator I. nm 1,1 Peninun 20 Jaksa Agung Muda Birlang Pidana Militer, dan Kejaksaan 
Tinggr 

Pereentase perkara koneksitas yang dIselesaikan pada tahap penyeliclIkan - 15 20 25 

Pcmentase perkant konelcaltas yang diselesailion pada tahap penyidtkan 15 20 25 

Persentase perkara koneksitas yang chselesalkan pada tahap penuntutan 15 2C- 25 

Persentase pelaksanaan putusan hakun perkara konekaltas yang telah 
diekselcusi 

15 20 25 

Persentase pengetnhahan kerugran negam perkam koneksitas 15 20 25 

So.aran Pmgratn 21-
Sterdnakathan Kepslazan kelani Ke1erntsip"ar. <11 E,Ingstltlgan tenums 
Nsainnal ludannma Mw kementartarn%embagn Tedeaft 1.4moys lutuaSap 
1.4yanan 11 ukurn Fkrupa lUms4111,xml tektits Perluun Odhurat dan 
Prnanannaa Perkara Kaneknit4i 

Indlkator KInerja Prognun 21-

Indeks kepuasan reIasi kelembagaan terhadap layanan hukum hidang 
pidana mditer (sosialisasi kelembagartn, konsolIdasi dan 
sinkronisarijkolaboraar 

2.0 2 6 2.8 
Jaksa Agung Muda Biriang Pidana Militer, dan Kejaksaan 
Tinggi 

htununn Pro~ 12: 
MernngIcrunim Penynielannt Penangsnan PI-rknia Tthdak Pldona Ihman, 
Tlndak PaInno, U1'nas:114, PertIma dan Tuna 1.1sohlt fiegarn, Perlumi Kurokolms 
,h Kla)xannn Tutagl, Ke7akasan 1legen dan Calsang Kejalralsm Nesam 

Indikator Kinerta Program 21, 

Persentase penyelessian penanganan perkara tindak radana umum, tindak 
pidana khasus, nerdata dan tata usaha negam, perkara koneksitas di 
Kejaksaan Tinggl, Kejaksaan Negeri dan Cobang kejaksaan Negen 

46 51 55 59 Kejaksaan Tatiggi, Kejaksaan Neged, dan Cahang 
Kejaksaan Negen 
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19ograsij Kegistan Sastuan Procram (Outrossei/ Sassran KegIstan I Ou tps0/ Indikstor Lokssi 
Tarest dIdokast idalaru jula raphrld 

Organisasi 
2020 2021 2022 202,3 .7-024 2020 2021 2022 2023 2024 

tinit Polsksans 

Opseasli Itstedjam dl laNtseti sashd 5adays tllil il•Contssyntakstss ell .islos Itow.g 11111Ide 00.11~ J .175 12.200 1.1.870 115,9'72 17 15.69 

;-aasarran Kerjatan 
Merlinakatnya Pelarkianaan flpetstni lateldrn 411 Eridang .50511.11 14lIC31).1 Inn 
litnutiyanakatars 

ruka. 

_ 
'Indikator Yjnerja Krphatan: 
Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi intekien di bidang dodial 
budaya dan kemasyarakatan 

70 75 80 85 90 Jakda Agung Muda Bidang Intelden 

Ovaa.no kaudjun .11 31.4ana Ilirrarnal .L. ITmaasisn dl J•111. Aikinj II uda Nid•ag :.c.o4/1. z.r. :1 11.000 11.000 11 (X)0 11.000 

maiaran kegfatan 
Mentnakamya Ptili kr.anium Operam intellarn di Dddang P;kurawor dun 

Krusalan 

Pngar 

Ind1kator Kinerja Keglatan, — 

Persentase has11 keglatan pelaksanaan operasi intelijen di bklang ekonomi 
dan keuangan 

70 75 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bldang Intelden 

Opmeael Ird•141a1111114aag Takaolail InImenamt daa P/Phlki111~14.1E diJahas Agaag Maga iligeaglatalUe• 4 65t, 5.1.0 I 6 #25 7 ra14 7.774 

..laaaran Keithlan. 
'4eninakamya Petulau/naan Operua Interhcm di 1lidang Ickaraap Mfeernasi 
dan Prroluka intelhen 

Pulat 

I nclikator KInerja Kegiatan: 

Persentase hasil kegiatan pelaksanaan operasi Intelljen dl bidang teknologi 
informasi dan produksi Intelijen 

70 75 so 85 90 Jaksa Agung .Muda Bidang intelijen 

Opwaal latadjaa Al 8/1/aig Ilgoalagl. P•Ittlk, Natalleaaaa dan Kaasaaaa 11J Jalaaa gentag Igada iliagg 
2,1e__ ren 

:1414,-.4 

5—

5.715 4 257 6 91.5 7.607 

,4.1111., liripii•url 
:aaninglutmas Pela.tsanaan Oprraal .ntalkjen rd Bleang IderAogi, Problik, 
•trlaturnan rInn Ketmanan 

PU•et 

ndikator Kinerja Kcgiatan. 

'ersentase hesil kegjatan pelaksanaan operasl Intelijen di bitiang ideologi, 
polltik, pertahanan dan keamanan 

70 75 80 85 90 Jaltsa Agung Muda Bidang Intelijen 

41i(41~40 Ttaggl. itajabaaaa Kagari daa Calatag 31.9011 14 3.10 45,796 4nfig7 Tr,sge PCLaiatifila hatrallgthotal fiamegga~ 
Xadalasetaa1gaatort 

r-raa ran lirgautaa 
Nia tahg1twaya Dukungun Imelden 7c1 n1. 1aP D:(... San '•nniCsi krialtsaan 
Prpublik lndonesur di Kerukeuan Tingia. Krjaaaerat Nrgerl dun Cabang 
Kairdsaaan Nern 

Oskrittl 

I rulikator Klnerja Kegiatad 

Jundah laporan hasil keglatan penyellolikunipengarnananipenmalangan 
kasue intehjen 

1037 1500 1549 1597 1645 Kejaksaan Tmg,gi, Kcjaksaan Negert, dan ,L, ba ne 
Kejaksaan Negeri 

Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen 49 51 51 51 51 

Jumlah laporan pertgawasan aliran kepereayaan masysralcat 468 1404 1452 1500 1548 

Jumlah laporan pelaksanaan ke,giatan pelacakan aset 330 340 340 340 340 

Jumlah laporan kegratan pencarian DPO 104 107 107 107 107 

Pr..arangia daa 1.~14hdenueb 111 Pgaattaat~i :46.118 7.7.4!301 89.522 Il1.8‘18 94 .2TS 

tiesatark IN.rspatsn. 
MeatnOranya PerdectabunnllUkum Marraralear 

Pthaa: dan 
Imerah 

Indikator Klnerja Kegiatan. 

Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan 
Hukum 

32 32 32 32 32 Pusat Penerangan Hukum, Kejakeaan Tinggl, Kejaksaan 
Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

LaTanan meclia dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum l 1 1 

Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum 1 1 1 

Jumlah laporan kerja sama hubungan keIembagaan di Pusat Penerangan 
Hukum 

1 I 1 1 1 

Jumlah lembaga yang telab diberl penerangan hukum pada Kcjaksaan 
Tingp, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

531 564 1099 1131 ' 1163 
-- 

- _ 
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Prograta/ Kagiataa Saaaran Prowas (Outcoortej/SaaaranKagiatan lOutpuq/ludikator Lokasi 
Tatret Ainkurflaalarn juta ruplahli 

Uult OrganisaaiPolaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Jurniah lemboga pendidikan yang dibenkan penyuluhan hukum di 
Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negen, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

1530 2328 2402 2466 2530 

Layanan mfonnasl pubLik dl Kejaksaan Tinggi 33 33 34 34 34 
. untlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tingjp, Kejaksaan Negeri, dan 
Cabang Kejaksaan Negeri 

1437 1938 2004 2068 2132 

Jumlah kampanye anti korupsi di Kejsksaan Tinggp, Kejaksaan Negeri, dan 
Cabang Kejaksaan Negeri 

1062 1062 1094 1126 1158 

1~kmainitake Laluaya pada di Jalma Agun: lidada airlaaa I at ,daaa 10.715 78.1'36 38.19.215 113.441 4345.390 Pldialagas 

:';411•11411, 1,../SIIM,111 

Men initk111,1). lie81.111/1 Palatztjahn Mantremen Telutta Lastatit Pnris Jakm 
nitkg ng Muda 131c1kmy, tatritten 

Niant 

-r 
nallkoax klarla Nrgiatan: 
Jutulah la,unan Cross 114r,tfrwn Kejaksaan Agur 1 1 1 1 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 
Jumlah fa;3011,0 171I l riphluul dan peramgkakm 50 50 50 50 50 
jumkth layanan Trantoof ?atefijen 5Munua 1 1 1 1 
Jumlah kstunan pengembangan sistem penearban artutg 1 1 1 1 1 
lasnumn pennellhanum petantan inteluen 1 1 1 1 1 
Persentase aerangan stber yang ditangani melaltd SeClIfity Operation Center 
(sog 

50 55 60 65 70 

Jumlah layanan dukungan tranajemen Eardon 1 l 1 1 1 

Juntlah layanan perkantoran 1 1 1 1 1 

Oparaal tartallimt 1314ang Tuallaiataffla Ara hailaaguanatrataraillJakaa Airui« /141.14, alikaglentalljaa .., ,,,,, 2.1.a.0.3 1 027 J 143 3.268 ill 

:4aaaiun begtalan 
Meningkeunyo Operam Inatinlen di Ilidang Pknounanan PtIt11-.xu ran: 
tOreitczls 

1.,,,t: 

Inclacator Kinerja Kegiatan 

Persentase pembangunan strategis yang d: bertkan pengtandan 35 40 50 60 7 JUkSEIAgung Muda Bidang 1ntelijen 

INceas.gusauhukata Thukikftriaus TurhadapOraag dau liartillomd• gl Jaaaa AguatglAlhda 1144.ag TheA.la 
1.14aaa U48,24, .2!.4 ST:t . 

Nonntlt lij.13,ausn 
WIllnabittira Prnrksaian ;...nanaanin Perlatra TIbilak P1,14usi T ertutaip 
Oninidull 11+40* FW rinvi 0/ .141014 .40£0&14Lala Citinni Tlewlik Ntarwi Urrom 

1.,,...0 

Indikator Kfflerja Keglatan: 
,..---_ 

Persentase penyelesalan perkara tindak pidana tertualan orang dan harta 
bencla daltun tahap prapenuntutan 

70 75 Jaksa Agung bluda Btdang ttadm: Pidana Umum 

1 

Persentam: penyelesalan perkara findak pidana terhadap orang dan harta 
benda dalarn tahap penuntutan 

70 75 

Persentase penyelesman laporan eksekus1 dan eksarninasi perkara undak 
pidana terhadap orang dan harta bendet 

70 75 

Persentase perkara tindak pidana terhadap orang daa harta benda yang 
diseletmilmn dalam tahap penuntutan tnelalut pendekatan keadllan restoratif 

—..,— 

Pu ati 

20 30 

__d i,

,  

Panaaaanaz ro4kare 1'lla4a18 ridaua Lognuanan lariura. a....1.etibait L' tpula 4a.L. nadal, Pillaaa Une 

1.41aay• 4.1 ,1•Ira Agaug 11.1. liadaag :ludakrklasa Ihuo.s. 

.:4aaran lir.irigt4n ' 
bleaingkanna P,rtretesahu, Penutratten Pritatie TInttuk Pithena 
Karmsegrtbum 4an Tindak 1hiagi4 ZiR111.11 14uanya gii Jaklu Ag4r,g Mittla 
/frjangTindak Pinuse Unium 

Indlkator KInerja Kegiatan: 

Persentase penyelesalan perkara tindak pidana Kamnegtibum dan tindak 
pidarta umum lainnya datain tahap prapenuntutan 

70 75 Jaks.t Agung Muda BidDng Tmdak Pidana Ihnum 

Persentatte penyelesaian perkara perkara tindak pidana Kamnegtibum dan 
dan tindak pidana umum lainnya dalarn tahap penuntutan 

70 75 

Persentase penyelesalan laperan ekse1Dusi d.an eksarninasi perkara tindak 
pidana Kaamegtibum dan dan tindak pidana umum latnnya 

70 75 
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Propsm/Kegistsa Sassran Program (Outeornal/Susras Negistan Ogatput)/Indlkstor Lokssi To4.4t Aai a rcea raral rder rei j raphabl Unit Orgaalassi Pelsksans 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Persentase penyelestua.n perkara perkara tindak pidana Karnnegtibum dan 
dan tindak pidana umum lainnya dalam tahap penuntutan melalui 
pendekatan keadilan restoratif 

50 60 

Persentase penyeleaaran perkara siber melalui satgas siber (dalarn rangka 
Major Projeal 

35 40 . 

Psaaregataer PstIcaea T tadak 1.0h$14 Traks44p itkrioseLks .1.. zo #4,..tatif 1...r...7. gt ,t. k.. gg.. « Id.g... 

libreass Tigdag Plrigar. 1:1 uteat 
1lLie --

_. 

Mgglriggiltnyg Pggyeleaaarr: 11`riinagria ao htiliMA T1.3[1,11k NdaTIA NArlif.W. ' 
tLlit lat pallinir 1.1g*Iga ell.takig Aligutrt tolterla aiagg TirgIgileFrffigna Vmum 

j,,..0 

•Inclacator I'nerja Keglatan: Jaksa Agung Muda 13idang Tindak Pldana Umum 

— 

Persentase penyeksulan penanganan perkara tindak pidana narkotika dan 
zat acliktif lainnya dalcun tahap prapenuntutan 

70 75 

1~1aartz penyelesaJan penanganan perkara tindak pidana narkottka dan 
zat adiktif lainnya dalam tahap penuntutan 

70 75 

Persentase penyelesaian laporan eksekusI dan eksaminasi perkara tindak 
pidana narkotika dan zat adiktlf ktinnya 

70 75 

Persentase penyeteaaran penanganan perkara tindak pidana narkocika dan 
zat adiktif lainnya dalam tahap penuntutan melalul pendekatan keadilan 

il ' '

70 75 - 

"Ki.e 4 M7 roaaage arra Porisrua Twrsekeri. 
- -- -- . . 

gart Igieras14.1ffies. 411 Jakag Acresg Illada NklaegTialtgli Pldruma 

frairi•rag kieg.atarr, 
tgehinggignyit Primelawratt rtgangatuan tledagra Tagirile Tf2911~ 11101 
LiS_Vta NeVilla Al Jrilaitiriturig Niudic EkLICIXTIMMIII PWILMILI ,JfilL.L111 

rusfil 

Indikator Idnerla Krgiatam Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Plclana Umum 

_ 

Persentase penyelesalan perkara tindak pidana terorlsme dan lIntas negara 
dalam tahap praperuntuUrn 

50 60 

Persentase penyelesalan penangcman perIcara tIndak pIdana teroriame dan 
Iintas negara dalam tahap penuntutan 

50 60 

Persentase penyelesaian lapomn eksekusi dan ekacuninasi perkara tindak 
pidana terorisme dan Untas negccra 

50 60 

Persentarw penyelesaian penanganan perkara Undak parana teroriarne dan 
lintas negara dalam tahap penuntutan melalul pendekatan IceadiCan 
restorabf 

50 60 

-=. (----
Faxaagaetaa Pro law ligirria Urraea dl Klgrazaria CIsivai, k..5.ks4s4 4 olL.11. d, I2 C.-Ei..4q kg,talug3ri 1%. 

— 
ffillaIWI ktV11101F 
MOdilliklijklrll P.115CACII~ Peginry~ Perkuel Ndifile. 711.mmi ridani 
U~ dt Kelillegard 'flet , Kegagearri.gegrri, rtgn Wearigteegrkpgron Nagert 

Nenh 

Indikator Kinerja Kegiatan. 

Persentase penyeleaalan penanganan perkara pidana umum cll Kejaksaan 
Tinggl, Kejaksaan Negeri cian Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap 
prapenuntutan 

70 75 Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan 
Kejaksaan Negeri 

Cabang 

Persentase penyelearaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan 
Tinggi, Kejakaaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negerl dalarn tahap 
penuntutan 

70 75 - 

Persentase penyelesaian penanganan perkara pidana umum di Kejaksaan 
Tinggi, Kejaksaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap 
eksekusi 

70 75 

Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak ptclana 
umum di Kejaksaan Tinggi 

I I 

Persentase penyeleactlan penanganan perkara tindak pidana umum oleh 
jajaran Kejaksaan dt daerah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadllan restoratlf 

70 75 

.ft r., iiir. raggati Pidagaijiiimag, ggagg Ygirti irrigsg riadati nitarka ttearear 
-1 1.-

-" lie • .., e5.1..f7 12 i5.34 1.--" 3141 . -- tP t~-  
El~-

rili.idura 

L,.1,41, i..71111cili 

14enktokaltr}u Persiagdaa4 Perkwie Tw44k 14Lioum lii141.1 di J10.4[4 Pguag 
ti,rrla Tinnak Pgiar4ro tYrau m 

Fru.al 
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Program/ Kegiatan Saaaraa Program (Outeornal/Elasaran Keglatan (Outind)/Inclikator Lokasi 
f a t rg k pi rapia£ AkInual alani Jota 

Unit OrganisaaiPelaksana 
2020 2021 2022 3002 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Indikator KU1[.5» krikilnth 

Persentase penyelesalan perkara tindak pidana umum pada Jaksa Agung 
I4uda Bidang Tindak Pidana Umum 

80 85 90 

!• 

Jaksa Agung Muda Ithelang Tindak Pidana Umum 

rthul......i., r/i..4110" d4.11~ Te.kaJa Lai.nvia til Jsksaliaaaalasda bldraiTluelAle PlJama filtuum. 

• .11 
NICIthi1ikOr4A litir4,Lijinfi l'ikk.NOZ Alithn]..ii, fi PrIrangsiain 4 1,...tra pssla 
akma Agung Muaa DaionsTirldak Nauct Buturn 

itas.to 

Indika or Kinerja Keglatan 

Jumlah layanan dulcungan manajemen Eaelon I 1 l l l 1 Jaksa Agung Muda E3idang Tindak Pidana Urnum 

Jumlah layanan pericantoran 

iNtaarar•ma. P...r..11,1ilre. d•r. Peraykidkan T1.1•91 Pirlen• Maraps1 dan Tsnel al PIdama Prararldea 

v.oa di Jalo.a hannlij lisuls allarsilind•h PIdand. Orks.sa• 
10 Wl . 

!,di .4 nAn t, raudatt • 
Nterunghlorty-s Penyeleaalan Keglatan Penyeddikan dan Perkyiddkan Tindak 
Pidana Korupai dan Tindak Pidana PennUcian ijang Scseara Tepat dan 
Bri.koudiban di Jakaa Agung Muda Bideng Tindak Pldana Khusua 

Pueat 

Indikator Kinerja Kegiatarr 

layanan laporan dan peragaduan rnasyctrakat torhadap tlrsdak pidana 
korups1 

aksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Ishusus 

Persentase penyelesatan penyehddigat perkara tirrdak pdana korupsl 60 70 

Persentase penyelesatan penyldtkan perkara tind.ak pidcum korups1 60 70 

Persenta penyelesautn penyklIkan perkara Undak pidanst pencuman uang 60 70 

Persentase penyelesalan pra perachlan perkara cutriak pldana korupst dan 
IhInCUELlin Uftng 

60 70 

Persentase penarIesamn pelaeakan ase dan pengelolaan barang bu i 60 70 

P,•nou.oso, .. a.... Y•nunt.t.... Tladsl Phisss 8n.1.1.sal diss Tia 4.k PIA... Mr«.. 1-.1P-ar• ,t. J4E.N1 
Ageng Idnda Eisrlogng "I i ada IN PIcknna “hu.r.

%aarran Welaalaa-
Mralogiwnya Penyeleaakin Keglatiut Prapenuntutan dan Penuntutan 
Taidak PIdana Korupa, Tindak Pidana Penouelan Uatig,. Perpapdtan, 
Keyabreoon, Cukai e~1 Tepat dan Berkeaddan di Jakaa Agung Muda 
Thatok Piderie raluaua 

Putat 

Indlkator Kin, cis Kevi4 n 

Persentase penyelesatan perkara prapenuntutan dan penuntutan undak 
pidana korupsi 

60 70 Jaksa Agung Muda Bldeng Tindak Pidana Khusu 

Persentase penyelesaian perkara prapenuntutan dan penuntutan undak 
pidana pencucian uang 

60 70 

Persentase penyelesaran perkarcc prapenuntutan dan prxnuntutaxc tircdak 
pidana perpajakan 

40 70 

Persentase penyelesman perkara prapenuntutan dan penun utan tindalc 
pidana kepabeanan dan cukat 

60 70 

UP.Y. Ihailhu, t.....t 8l•-w. 11[7».11M1 
LaYasys 41 dinlein Agy dag thou 

d1.11 ..~4.4 1Indok Pldana Ka.run• alan Tlnstek Pldans K2tktans 
llielerriedab Pikna »9«. 1.218 t.2Th I 19/ 1.409 I .1..FUJ 

ti.6.1sanin Keglatair

Indikator Kinerja Kegiatan' 

Persentase penyelesaian upaya hukuta luar biasa perkara tindak palana 
korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan culcai 

60 70 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bldang Tindak Pidana Khusus 

Persentase penyelesruan laporan eksekusl dan eksarrdnam perkara ttndak 
pidana korupsi, tindak radana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, 
dan cukai 

60 70 80 85 90 
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Program/Kegiataa il 8ssaras Program (Outconte)/ Sasama Ksestaa (OutputI/Indikstor Lokasi 
turg,E alnleasi dulatekees rapials) il 

Ustit Orgsaisasi Pelaksana 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

I--

P«AllORNA dsa Naryikkoaraa 
Tia ilak plauEts I iPtil iagrat dhaeleaa 

Porkara naclak nistias IlLeeqbal.,.Thsdala Plelaaa labalma Lalany. 
S?b b:bl 748 8901 1.1578 

etem 
AiffieNs lecr4a. ILkAaragThallairPkiasa Illaamae 

', us:, run kegunan: 
". .,,InkusfuLurs Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 
1:orupsi, 1 Tudak • Pickula Khusus 1-ainnya dan Tindak Fidana HAM Berat di 

011111rug Agung Muda BidangTinduk Pidana IChusus 

Puaat 

tndlkator Kinerja Keglatan: 

Persentase laporan penanganan dan penyeIessuan perkara tIndak pidana 
korupsi. tindak pidana Ichusus lainnya dan Undak plclana HAM berat. di 
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 

60 70 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 

Petsangaisaa Prekara timegik Pide Pa .144 ,11F41 Azie Tilyalak Ndarnh Kb nauz Latruty. Ili 1({1•11...11 TtnggI, 
Itaiallasannagark. dma Calmare KaJekaaaaaa kffigari 

12I1014 315.ta47 

:asNa ran K[giffi eul : rJurrab 
Indikator Kinerja Kegiatan: 

F'ersentase penyelestUan penyeliclikan perkara tindalc prodans korupsi 60 70 • Kejaksaan TInggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri Persentase 1 uelez,sian pen5 Idtkan prekam tIndak pillana korupsi 60 70 

Persentase penyelessian penuntutan perkara tindak pidana korupsi 60 70 

Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, 
perpajakan, kepabeanan, dan cukal 

60 70 

Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, findak 
pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai 

60 70 

Korupsi, tmdak pidana pencuclan uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai 
ch Kejaksaan Tinggi 

1 1 

Duiraa4a. ilk~tilas Dalmagsta Tekstla Lalany• 41 Js liaa 11¢.1. Tb..A.le 1.~.« 4.129. 9.660 I.9 096 .. l I1[..(1. .I.I 969 kise, Klm... 

kapanm Kesisuni Puaat 

Indikator Kinerja Keglatan: 

JumIah lam nan dukungan manaJemen Eselon I I 1 I I Jaksa Agung Muda Bidang Tindalc Pidana Khusus 
Jumtal, la,anan j..e.dran rea6 t t l 1 

Psaaaigsraa.Pragea~ PastirlaWasac,isacsashr~,Ilualmai ilr,st.lassc /Isdak 
/XKI 

claa phi.... Flaia afteat 
di "I• 18. 04,2•1 lizi• 2 .10.11"na4abOillaall »fflue 

Ifaissran liegtarkn• 
Meleo414:nyn penyelesaten penanganan prapenyidikan, penyidtkan. 
penurUutuo, ekeekusi dan ektatnituen tindak pidana HAM berat dt Jaksa 
Aaung Miuzla Bldang lIndak Pidana Khusue 

PuNd 

irrct[kmirw h..olcus Keglatan. 

Persentase penyelesaian pocpanylrfikan perkant tindak pidana HAM berat 55 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 
Persentase penjelesman immidfican perkara Undak pidana HAM berat 50 55 
Persentstse penyeleakmo cenunIutan perkans tindak Pkik6a HAM berat 50 55 . 
Persentase penvrlrorr inr, eksekusiiserKara tindak pktanu HAM berat 50 55 
Persenta j_ ir eksarninast perkam tIndak pidanaHhM be 50 55 

Nmcagsasn dan hal.)-~aa 1.wrbare Faniam Jakea Ilarla iltiasei Plealata elaa Tala essba lisears 1. I;.3 I. '..I 0 .14 Nrans 

::,..54oUro 11L,1,15111W1 

klertingluurrp4 Peoylerdun kegnuas Pensagenan dan NII:.9,1tbibIll P`.11RWN 
Pardarn dt Jukka Agung Mudo Bkhrog 5.erdmortao Tuta thuhs Negaru

1:41145 

-, 

Indtkator Kinerii Keglumn: 

Persentase bantuan hukum rernelamatan 70 75 Jaksa Agung hIuda Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara 
Persentase bantuan hukum pemulihan 

'Persentasc 
70 75 . 

bantuan hukum dIforurn art itrase 70 75 

Persentase penyelesatan penanganan perkaraperdata 70 75 

Per-aareaaa Pukare, Tetz trasla !itusaav eli Jaizia arackg abuda il~Pardant TIMIl Uaaha Maisera ! 1( 4 I.1:9 . rban 

.i.ii5.11-41 in.I.K,Ilt• iri, 
Prrtir4kiiiir KuLtile. dim Kuant itas Pm.yel~n Pealmrs laca LIpmtle NegArr. 
:rarkg Fl0aInianakan olch Arialmaum Agung 

P‘min 

indikator Kinerja Kralafan: 

' Persentase bantuan hukum tata usahe negara 70 75 -E Jalcsa Agung Muda Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara 
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Prograga/Kegiataa Sadaran Protram (Outcorne)/ Sasaran Kaglatan (Outpv0/Indikator Lokadi 
-taTuert Mokaei ~21 jala. ruplabj 

Ualt Organisasi Pabdurana 
2021) 2021 20Z/ 2023 2024 20 0 2021 2022 2023 2024 

ksserintanan 111 75 
Persentase bantuan hukum uji materld 70 75 

Persen a 1 nwrt .4 lar penanganan perkara tatrc usaha negara 70 75 

Porlbrstss Perikalffitegam 11510=1113abaaAvom Tdada Staaag Peseata danTaea Veaka gesara !.tt•iS I J Nh 1 nori 1.131 I 7.17.1 

asseratrk-dadan, 1JrII4I 

Indikator 31, rja Ke.gl.laz, 
Persentase peinksarsan punberran is-eslapat hukum 70 75 80 85 90 Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Ilsaha 

Negara Ptrsonraae pendampingan dan audit hukum 70 75 80 85 90 

ieraentasr tlndrilmr. hukum lam dan pelayanan Irrrkum 70 75 80 85 

P•exagaaas alan Psa1.4e.dian 
Plaupsi aan Cabsaa ke~n 

r•ett.r. 1,  «data dr.a Tais Ukaba Mager• dl 11.,Frataaan Ttaggi.15.4~ 
:1 Se' 1 1;50;ird • Ilegari 

.11..11111E+,41411i... 
18~10.11. KCIsatan Pcsurn&Snan d 1S9r.yelesingn Pe: Peniske Drre sh an }srusr dan 
fatir Usdla Nivern dl Makaaan Teast, Kapilwan rInirri dun Catnaili 
Kepaki~ Nederi 

ndlkator KEnetja Ke0alan: 

,ersentase penyelesalan penanganan perkara perdata dan tata uaaha negara 
11 Kejaksaan TIngst, Kejaksaan Negert, dan Cabong Kejaksaan Negeri 

70 75 Kejaksaan Tir.ggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang 
Kejaksaan Negeri 

Persentase pemberlan pertimbringan hukum 70 itl

. umlah lavanan informas1 dan pelayan n hukum grat s 

Paellealsoesta flakaa, daa Paseagoaaa 
.ts kaa Aruag Illilidla Nadf.14 Nniate 

daaP~ Pardasa daa tata letaatia Ilesara dl 
• ti309 lai I 2.173 

esslaaniaaPalliaia 
ilil rata lisaka Isalpure 

5a1.0-an hnpaten 
Tid liakaan,inya Pertlenbangan Hukum dan Przyealeitan Perloara Pentata dan 
•:'uns thsabs biefflon di Jskliss Agung Mutla Bklang Perebaa dan Tata t;eaka 
kliw. 

Pusar 

indlkator Kmerja heganon 

,Iumlah laporan pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara perdata dan 
tata usahri negara dl Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TElta Usaha 

1:Sehung.4 is das Dibeagsa iSeiesia Laldurra Jakaa Il1mis4 h1ads ligdimg P•rikata Tata N .1K? 7 21.4 ,7 4 4 .! I .1' .1":4 11 , 9.77 sasima ..., Ill .1 aa 
Usaia gagars 

Yaaanul 14.,Jou i 1+ n 1.^.1 srt 

Indkarno kIneria Ke01111rf 
JundAn ..anan fil 'tIrsie..n m.ulmemen gsrfpn I I Jaksa Agung Muda Bulan Percla a dan Tata Ilsaha Negars 

Peadbagmaaa dko r.ardaiairpiaa Pmrlsara Tladak 1. id•na Unkuta, ridarua Kl,p4-.4s, Pardasa dea Tata toteala. 
Il.diar., Pstkara Kenekaawa d114dakaa•:, Thafpgl. Kodakaaan 1119~, 4an Cahadi Kild41~111. Illarwl 

1 , o7 / 0/7 ,Y.1 i , ..: 1 117 1::.5 

Pramusgaisan Peduda g.ardaal 

:idfarnn lidamian• 
':erlakssnanss Penanganan dan Penyeleastan Perkera Tindek Pidana Umuni, 
Pidana Kbusus, Perdata dan Tata Usalta Negara, Perkara Xonekaltaa dl 
Xejalosisan TInggl, Kejakaaan Negeri, den Cabang Kejakaaan Negeri 

Pusat 

Indikator Kinerya Krgligan' 

..tumlah laporan penanganan dan penyelesaian perkara tIndak pidana 
umum, pidana khusus, perdata dan tata uaaha negara, perkara konekaitas 
dl Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negerl, dan Cabang Kejaksaan Negeri 

•-• 41 J.k... Aglena Yina• rd-nalli004-4. 

Purat dan 
Paerah 

- 409 311 409 411 409.311 

1 ...,50u 1 .15"

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negen, dm Cabang 
Kejaksaan Negeri 

flasaran KagJatanr 
Terlakaananya Naanssuin Perkata KOndkillazd1 Jakaa hanna hisda Patana 
laillter 
lndika or Kinerja Kagintan: 
Jumlah laporan penanganan perkara koneksitas dl Jaksa Agung Muda 
Ikdang Pidana Militer 

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana MIliter 
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Progeant/Kegiatan Saaataa Program (Outeorm4/ Saaeraa Kegiataa (Output)/Indtkator 

Deimegon lrluun naen .il nkaAgong 1.1.1A Pidaaa 

lAawrin Negraten: 
Igyittati Dukungsn Teknis dI .tcdua Agtmg Muda r1oir1ak Pidurla lilllllor 

Lokaai 

Puttal 

larget Makaai jaalam jeta replah) 

2020 2021 2022 1 2023 I 2024 2020 2021 1 2022 2023 2024 
Unit OrganisaziPelakaana 

irldikatOr KInOFO Keg,Intan 
Jumlah laporan penanganan pericara koneksitas ch Jaksa Agung Muda 
Bidang Pidana Militer 

Jaksa Agung Muda Bidang Pldana Militer 

'Ketensrigan : - (belum ada target atau alokasi berkaitan dengan perubahan pada Reviai Renatta Tahun 2020-2024) 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

BURHANUDDIN 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 TAHUN 2023 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 2020-2024 

MATRIKS KERANGKA REGULASI 

NO. 
ARAH KERANGKA REGULASI 

DAN/ATAU KEBUTUHAN 
REGULASI 

URGENSI PEMBENTUKAN 
BERDASARKAN EVALUASI 

REGULASI EKSISTING, 
SERTA KAJIAN DAN 

PENELITIAN 

UNIT PENANGGUNG
JAWAB

UNIT TERKAIT/ INSTANSI 
TARGET 

PENYELESAIAN 

1. Revisi Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Penyesuaian mengikuti 
perkembangan organisasi dan 
perkembangan hukum 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Umum; 

- Jaksa Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Khusus; 

- Pusat Pemulihan Aset; dan 
- Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia 

2021 

2. Peraturan Pemerintah 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Penyesuaian mengikuti 
perkembangan organisasi dan 
perkembangan hukum 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 

2022 

3. Peraturan Kejaksaan 
tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Penyesuaian mengikuti 
perkembangan organisasi dan 
perkembangan hukum 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 

2022 

4. Peraturan Kejaksaan 
tentang Rekrutmen Aparatur 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Sesuai dengan Visi dan Misi 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi; dan 

- Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

2021 
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N 0 . 
ARAH KERANGKA REGULASI 

DAN/ATAU KEBUTUHAN 
REGULASI 

URGENSI PEMBENTUKAN 
BERDASARKAN EVALUASI 

REGULASI EKSISTING, 
SERTA KALTIAN DAN 

PENELITIAN 

UNIT PENANGGUNG 
J AWAB

UNIT TERKA1T/ INSTANSI 
TARGET 

PENYELESAIAN 

5. Peraturan Kejaksaan 
tentang Promosi dan Mutasi 
Aparatur Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Sesuai dengan Visi dan Misi 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi; dan 

- Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

2021 

6. Peraturan Kejaksaan tentang 
Mekani sme Perencanaan, 
Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban 
Anggaran Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Sesuai dengan Visi dan Misi 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian Keuangan; 
- Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
dan 

- Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

2021 

7. Peraturan Kejaksaan 
tentang Mekanisme 
Monitoring dan Evaluasi 
Kin erj a dan Anggaran 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Sesuai dengan Visi dan Misi 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian Keuangan; 
- Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
dan 

- Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

2021 

8. Peraturan Kejaksaan tentang 
Penanganan Penyelesaian 
Perkara melalui Keadilan 
Restoratif 

, 
Mendukung Program Prioritas 
dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 

- Jaksa Agung Muda 
Bidang Tindak 
Pidana Umum; 

- Jaksa Agung Muda 
Bidang Tindak 
Pidana Khusus; 

- Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
dan 

- Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

2020 

9. Peraturan Kejaksaan tentang 
Teknologi Informasi 

Mendukung Program Prioritas 
Rencana Pembangunan 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ 

2020 



- 95 - 

NO. 
ARAH KERANGKA REGULASI 

DAN/ATAU KEBUTUHAN 
REGULASI 

URGENSI PEMBENTUKAN 
BERDASARKAN EVALUASI 

REGULASI EKSISTING, 
SERTA KAJIAN DAN 

PENELITIAN 

N GGUNGUNIT PENA 
JAWAB 

UNIT TERKAIT/ INSTANSI 
TARGET 

PENYELESAIAN 

Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
dan 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

10. Peraturan Kejaksaan tentang 
Tata Kelola Teknologi 
Informasi di Lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Mendukung Program Prioritas 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
dan 
Kementerian Hukum dan 
Hak. Asasi Manusia 

2020 

11. Peraturan Kejaksaan tentang 
Rencana Induk 
Pengembangan Teknologi 
Informasi (IT Maste rplan) 
Kejaksaan Republik 
Indonesia Tahun 2020-2024 

Mendukung Program Prioritas 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
dan 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 

2020 

12. Peraturan Kejaksaan tentang 
Reformasi Birokrasi 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Sesuai dengan Visi dan Misi 
Kejaksaan Republik Indonesia 
Tahun 2020-2024 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

- Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi; dan 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 

2020 

13. Peraturan Kejaksaan tentang 
Penyelenggaraan Pengawasan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

- Hasil penilaian Tingkat 
Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 
Kejaksaan Republik 
Indonesia Tahun 2019 

Jaksa Agung Muda 
Pengawasan 

- Badan Pengawasan 
Keuangan dan 
Pernbangunan; 
Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi; dan 

2020 
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NO. 
ARAH KERANGKA REGULASI 

DAN/ATAU KEBUTUHAN 
REGULASI 

URGENSI PEMBENTUKAN 
BERDASARKAN EVALUASI 

REGULASI EKSISTING, 
SERTA KAJIAN DAN 

PENELITIAN 

UNIT PENANGGUNG 
JAWAB 

UNIT TERKAIT/ INSTANSI 
TARGET 

PENYELESAIAN 

- Sesuai dengan Visi dan Misi 
Kejaksaan Republik 
Indonesia Tahun 2020-
2024 

- Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

14. Peraturan Kejaksaan tentang 
Pusat Kesehatan Yustisial 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Amanat UU Nomor 11 Tahun 
2021 

Jaksa Agung Muda 
Bidang Pembinaan 

Kementerian Kesehatan 2024 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

BURHANUDDIN 


